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l(fta Pengantar 

Direktur 
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Kementerian Agama RI 

Segala puji bagi Allah £, Tuhan sekalian alam, shalawat 
serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad ~, Rasul paling 
mulia dan juga atas seluruh kerabatnya serta seluruh sahabatnya. 

Dalam kehidupan, kepemilikan harta merupakan sesuatu 

yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama 
diciptakan di muka bumi ini. Ketika seorang hamba meninggal 
dunia kepemilikan harta tersebut beralih kepada para ahli 
warisnya yang diatur secara jelas dalam al Qur'an dan Hadits 
serta pendapat para ulama serta terangkum dalam ilmu waris 
atau hukum waris Islam (AI-Mawarits atau AI-Faraidh). 

Sampai sekarang di Indonesia belum terbentuk suatu aturan 

baku yang berlaku secara nasional, hingga kini terdapat 3 (tiga) 
jenis pilihan hukum waris yang berlaku dan diterima oleh 

masyarakat Indonesia. Yakni hukum waris yang berdasarkan 
hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). 

Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, maka 
berlakunya hukum Islam di Indonesia yang termasuk di dalamnya 
hukum waris bagi yang beragama Islam menjadi impian besar 
bangsa ini. Sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris 
nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok 
hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya yang tentunya 
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dengan memperhatikan pula adat dan budaya lokal masyarakat 
yang bersangkutan. 

Bila kita perhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang 
mulai diberlakukan dengan adanya lnstruksi Presiden No.1 tahun 
1991 yang diamanatkan untuk disebarluaskan. Namun hanya 
Buku II tentang Hukum Kewarisan saja yang belum menjadi 
Undang-Undang. Sedangkan Buku I tentang Hukum Perkawinan 
sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri dan tertuang 
dalam undang-undang seperti dalam Undang-Undang 
Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan 
Anak No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, kemudian Buku Ill tentang 
Hukum Perwakafan sudah menjadi Undang-Undang Wakaf No. 
41 Tahun 2004. 

Alhamdulillah, Direktorat Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dapat 
menggandakan Buku Panduan Praktis Pembagian Waris. Kami 
mengharapkan agar Buku Panduan Praktis Pembagian Waris ini 
bermanfaat bagi masyarakat dan para pencari keadilan dalam 
hukum kewarisan. 

Jakarta, Oktober 2013 
Direktur Urusan Agama Islam 
dan Pembinaan Syariah 
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-Bah I 

..Uarta Dalam Islam 

A. Konsep Harta Dalam Islam 

Sebagai khalifah di muka bumi manusia diberikan oleh Allah 
bekal untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, baik kebutuhan 
yang bersifat materi dan non-materi. Sehingga ia tidak merasa 
kekurangan dan tidak pula tergantung kepada orang lain, yang 
pada akhirnya ia akan merasa tenang beribadah kepada sang 
pencipta dalam menjalankan visi dan misinya sebagai khalifah di 
muka bumi. 

Salah satu bekal yang diberikan oleh Allah adalah kepemilikan 
terhadap suatu harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Kepemilikan tersebut berupa kepemilikan terhadap sesuatu 
sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk 
bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar 
dan sesuai dengan hukum. 

(1) 
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Dalam kehidupan, kepememilikan harta merupakan sesuatu 
yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama 
diciptakan di muka bumi ini. Para ulama fiqh mendefinisikan 
harta sebagai sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh 
manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan 
pada masyarakat. Islam telah menggambarkan jalan yang suci 
dan lurus bagi umatnya guna memperoleh harta yang halal dan 
baik. 

Berikut ini beberapa cara dalam meraih harta menurut Islam: 

1. Meraih harta Dari Hasil Keringat Sendiri 

lnilah yang sering di puji oleh Islam, yaitu meraih harta dari 
jerih payah keringat sendiri dan berada dalam koridor yang 
ditentukan oleh Allah £. Cara meraih harta yang paling mulia, 
sebagaimana sabda Rasulullah :i saat ditanya oleh seorang 
sahabat tentang kedudukan harta yang paling mulia: 

,., ·- ~~~ o..W 1!,.~11 'I~ C. : Jtj df ~<J1 [>f 
J)r:-'" ~ r..J'"') " •• U'".f ~ . • . • 
.:; ~· "'"" ,. 

"Harta apakah yang paling muiia?" Rasulullah berkata ~: "Harta 
seseorangyang dihasiikan daTi jerih pqyah kedua tangannya, dan segaia juai 
beiiyang barokah':1 

2. Harta warisan 

Dalam Islam, harta warisan adalah salah satu jalan yang 
diperbolehkan guna meraih harta kekayaan. Cara ini disebut 
meraih harta secara tidak langsung, dengan artian si-penerima 
harta tidaklah bersusah payah dalam mendapatkannya. 

1 HR. Ahmad no. 17728 
(2) 
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Islam menetapkan suatu sistem pewarisan yang sangat luar 
biasa. Harta benda yang ditinggalkan oleh si-mayyit berpindah 
menjadi hak milik ahli warisnya baik dari pihak anak-anak 
maupun keluarga dekatnya. Harta tersebut dibagikan secara adil 
sesuai ajaran Islam. 

B. Harta Dalam Perkawinan 

Perkawinan mempunyai ikatan kuat dengan pewarisan 
bahkan menjadi salah satu sebab adanya proses pewarisan, 
sehingga Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan 
antara satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika 
melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan 
istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak keturunan. 

Dengan demikian terbentuklah keluarga, dan ketika salah 
seorang anggota keluarga tersebut meninggal dunia terjadilah 
proses peralihan harta benda (waris). Disamping itu pula hukum 
perkawinan erat sekali hubungannya dengan waris. Keduanya 
termasuk pada hukum kekeluargaan yang sangat berpengaruh 
pada hukum kewarisan. 

(3) 
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-Bah II 

Pewarisan Dalam Islam 

A. Sistem Pewarisan Sebelum Islam 

Bangsa arab Jahiliah sejak dahulu sudah mengenal sistem 

pewarisan sebagai salah satu sebab perpindahan kepemilikan 

harta diantara mereka. Namun pewarisan yang mereka 

laksanakan disebabkan adanya tiga faktor: 

1. Nasab atau keturunan 
Hak waris bangsa arab saat itu hanya diberikan dan dimiliki 
oleh laki-laki yang dewasa saja dan sudah ikut berperang, dan 
tidak diberikan kepada anak-anak yang belum dewasa dan 
kaum perempuan. Karena keduanya dianggap tidak dapat 
bergulat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat 

memiliki harta rampasan perang. 

(5) 
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2. Half atau sumpah dan janji setia 
Misalnya dengan mengatakan, "Darahku adalah darahmu, 
kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu 
mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu." 

3. Tabanniy atau anak angkat (berlaku juga saudara 
angkat, bapak angkat atau ibu angkat dan sebagainya). 
Yaitu memasukkan nasab seorang anak kepada yang bukan 
ayah kandungnya. Sehingga kedudukan anak angkat sama 
dengan anak kandung dan akan mewarisi dari ayahnya. 

B. Sistem Pewarisan Islam 

Ketika Islam datang, orang-orang Arab dengan cepat 
meninggalkan kebiasaan mereka terkait harta warisan, khususnya 
masalah tabanniy sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah 
£: 

0 '".!"~--..-.~ ·t'.('/ .--, /// // 
... r,..L::,_I ~,..~.) ~ c.J 

'~.dan Dia tidak mef!fadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri) .. " (QS. AI-Ahzab: 4). 

/ / ,. . ,. ,. 
~{~1:~1:; ~ u~ ~~~ 'k'.~i~Fi~~ ~).:,\ 

0 ~( \("'"' . ~~r . ru:=-~~ ... r~YJ q...;; '-! ~~ 
'Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu': 

(QS. AI-Ahzab: 5) 

(6) 



Panduan Pral(_tis Pembagian Waris 

Dalam Islam, sistem Pewarisan disebabkan salah satu dari 3 
(tiga) hal yaitu: 

1. Hubungan nikah 
2. Hubungan Nasab hakiki (sekandung, sebapak, seibu) 
3. Wala' atau hubungan antara tuan dan hamba yang 

dimerdekakan 

Pada awal masa hijrah, sebab dan terjadinya pewarisan 
berlangsung dengan mu'akhat atau hubungan persaudaraan 
antara kaum muhajirin dan anshar. Seperti yang dilakukan 
Rasulullah ~' terhadap para sahabat di awal hijrah. Kemudian 
Islam menghapus mu'akhat atau persaudaraan sebagai sebab­
sebab terjadinya pewarisan, sebagaimana firman Allah £ dalam 
QS. AI-Ahzab: 6: 

~jj\~;&1 L;'':.f==:>~~~_jj ~ ~~'iiJ)jt; 
j ~;_s,~~,Q~ t".t:Jj~,Gi~~j-ql~_-,-:>i~ , , ~- r~ .. ,. ~ !;. ~ 

0 ,).- / / ~ ... 
~~">·'~~\ 

" ... Dan orang-orangyang mempuf!Jai hubungan darah satu sama 
fain febih berhak (waris-mewarisi) di dafam Kitab Allah daripada 
orang-orang mukmin dan orang-orang Muhqjirin, kecuafi kafatt 
kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). 

Adafah yang demikian itu tefah tertufis di dafam Kitab (Allah)." 

Islam telah menghapus tradisi atau sistem waris orang-orang 
Arab Jahiliah yang mengharamkan penerimaan warisan kepada 
kaum perempuan dan anak-anak. Disamping karena alasan 
kekerabatan, Islam juga menetapkan "perkawinan" sebagai salah 

(7) 
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satu sebab terjadinya pewarisan. Dengan demikian, suami istri 
dapat saling mewarisi. 

Islam juga memandang Wala' Af-'ltaqah (hubungan yang 
terjadi karena membebaskan atau memerdekakan hamba 
sahaya) sebagai sebab terjadinya warisan. Karena itu, 'tuan yang 
memerdekakan' dapat mewarisi harta warisan 'orang atau 
hamba sahaya yang dimerdekakan'. 

Dengan demikian, sesungguhnya, Islam telah membatalkan 
sistem waris yang dibangun zaman Jahiliah, baik secara umum 

maupun terperinci. Hal ini sesuai dengan perintah Allah £ dalam 
surat An-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menerangkan secara 

rinci hak dan bagian ahli waris yang memenuhi syarat, salah 
satunya adalah firman Allah £ ayat 11 dengan rinci Allah £ 
memindah kepemilikan seluruh harta warisan si-mayit kepada 
ahli warisnya sesuai kehendak-Nya: 

J: I~ l!. '-""' tr~ I~-" .} • ('~It .w,.} . :\ 'f ' •H ~.J. 
~ 0\J ~ .l\..b.> v . .f.J.JJ :--~...J..!.Jjt'tl~l-' :Y-

!;. .,.,.. .. ,.. ~ ., , ~ ., ..., .. ,., -

_,. v '; ~ -: .!! ";;I /. "' -c ,.,-:' < l!. f -:-: ~ .. .} _,:"i •J.~t -: .} .,~ .j 
ub ~I 0l.,.ul~ ~-! L.A.l 7--JY~ ~~ u.J..>..U J 

0~1:;~ 
''Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak­
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak /e/aki sama dengan bahagian dua 

(8) 
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orang anak perempuan; dan jika anak itu semuatrya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;;ika 
anak perempuan itu seorang sqja, maka ia memperoleh separuh harta. 

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan,;ika yang meninggal itu mempunyai anak;;ika 
orangyang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu 

bapanya (sqja), maka ibunya mendapat sepertiga;;ika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibqyar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa dian tara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha B(jaksana." (QS. 

An-Nisaa ': 11} 

ltulah prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada 
perempuan sejak 15 abad lalu. Hukum yang memberi hak waris 
kepada mereka, seperti diberikannya hak waris kepada kaum 
laki-laki namun sesuai dengan ketentuan yang telah Allah £ 
tetapkan. Islam juga memberikan hak waris kepada anak-anak 
kecil atau yang belum dewasa, yang dimasa Jahiliah, mereka 
dizalimi dan dirampas hak-haknya. 

Peraturan atau sistem waris yang diajarkan Islam merupakan 
sistem yang adil dan selaras dengan fitrah serta realitas 
kehidupan rumah tangga dan kemanusiaan pada setiap kondisi. 
Keadilan ini tampak jelas ketika dibandingkan dengan sistem lain 
yang dikenal manusia, baik pada masa Jahiliah maupun masa kini. 

Pada masa Jahiliah, hak waris hanya diberikan kepada 
kalangan yang kuat, tidak untuk kaum yang lemah. Namun, di 

(9) 
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masa Islam tidak demikian. Islam mengayomi golongan yang 
lemah karena lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan 
pertolongan, sebagaimana sabda Nabi ~ kepada Sa'ad bin Abi 
Waqash ~: 

~ . o...i:.o • / IJI .)·1~2'~/ 
- v--- '-"' ~ 

''Satu pertiga ... satu pertiga itu sudahlah sangat batryak, seeungguh1!Jia 
san gat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kqya 

(berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta­
minta kepada orang lain" 2 

Maka setiap ahli waris muslim dapat menerima warisan, baik 
dewasa maupun anak-anak, baik yang kuat maupun yang lemah 
akan mendapatkan waris selama tidak ada hal yang 
menghalanginya. 

Penetapan ketentuan hak waris dilaksanakan oleh Allah ~ 
sendiri, karena Allah ~ sang Khalik yang Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. Hal ini sejalan dengan firman Allah ~ dalam QS. 
An-Nisaa': 11: 

/. .. -! ,/.' ~\f.~; t--r ., ... :, .. .,~, ~ _, 1:, ~ ~~t1 .... !("{t;r 
~ ~-! 7-JY..J r+:! u~.J ~~ . . ~ f""~ . ~ 

0 ~~~;~ 5i'411sl~' 
" .. . (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih dekat (ba1!)1ak) marifaaf'!Ja bagimu. Ini 
adalah ketetapan Allah. S ungguh Allah Maha Mengetahui, Maha 
Bffaksana." 

2 Muttafaq 'Aiaihi 

(10) 
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C. HUKUM WARIS ISLAM DIINDONESIA 

Hukum waris yang berlaku secara nasional di Indonesia 
sampai sekarang belum terbentuk, hingga kini terdapat 3 (tiga) 
jenis hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat 
Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, 
hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). 

Sebagai Negara yang yang telah lama merdeka dan berdaulat 
tentu sangat membanggakan adanya hukum waris sendiri yang 
berlaku secara nasional. Bila kita perhatikan dalam Kompilasi 
Hukum Islam yang melalui lnstruksi Presiden No.1 tahun 1991 
diamanatkan untuk disebarluaskan, hanya Buku II tentang Hukum 
Kewarisan saja yang belum menjadi Undang-Undang. Sedangkan 
Buku I tentang Hukum Perkawinan sudah mempunyai payung 
hukum sendiri seperti Undang-Undang tersendiri yaitu Undang­
Undang Perkawinan No.2 Tahun 1974, Undang-Undang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, kemudian Buku Ill tentang Hukum Perwakafan sudah 
menjadi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. 

D. Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia 

Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara 
satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika 
melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan 
istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak. Dengan 
demikian terbentuklah keluarga dan pada suatu saat anggota 
keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau satu 
sistem untuk membagi-bagi pusaka yang meninggal pada 
keluarganya yang masih hidup. 

(11) 
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Bahkan hukum perkawinan erat sekali hubungannya dengan 
waris. Keduanya termasuk pada hukum kekeluargaan dan sangat 
berpengaruh pada hukum kewarisan. 

(12) 
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--Bab Ill 

Dasar-Dasar Waris Islam 

A. Definisi llmu Waris Islam 

Sebelum membagi harta waris terlebih dahulu perlu 
dimengerti llmu waris Islam (AI-Mawarlts)3• AI-Mawarlts adalah 
masalah-masalah pembagian harta warisan, atau disebut juga 
sebagai ilmu AI-Faraidh. Sedangkan secara terminologis, ilmu AI­
Mawarfts memiliki beberapa definisi, diantaranya: 

1. Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui 
bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. 

3 lih. Ahkam AI-Mawarits fi AI-Fiqh Al-lslamiy; Komite Pengajar Fak. Syariah Univ. AI-Azhar Asy-Syarif, cairo; 2002. him. 

11. 

(13) 
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2. llmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat 
mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui 
kadar bagian setiap ahli waris. 

Dengan demikian, llmu AI-Maworlts mencakup tiga unsur 
penting di dalamnya: 

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris; 

2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; 

3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat 
berhubungan dengan pembagian harta warisan. 

Sedangkan objek kajian ilmu ini adalah At-Tirkah 'harta 
peninggalan' si mayit yang bertujuan untuk memenuhi hak para 
'yang berhak menerimanya'. 

B. Sumber Hukum Waris Islam (AI-Mawarits) 

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam llmu AI­
Mawarits adalah AI-Qur'an, Hadits Rasulullah ~ dan ljma' 
Shahabat. ljtihad atau qiyas di dalam llmu AI-Mawarits tidak 
mempunyai ruang gerak sedikitpun, kecuali jika ia sudah menjadi 
ijma AI-'Ummah. 4 

1. Sumber AI-Qur'an: 

a. QS. An-Nisaa ': 7 

4 lih. A!lkom AI-Maworits fi AI-Fiqh Al-/s/amiy; Komite Pengajar Fak. Syariah 
Univ. AI-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 2002. him. 14. 
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"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak 
dan kerabat'!)a, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu bapak dan kerabat'!)a, baik sedikit atau ba'!Jak 

menumt bahagian yang telah ditetapkan. " 

b. QS. An-Nisaa ': 11 

"~ ~'6' .~,r: ~ "t:.JI , ..... "=-~ ~: 'i?t .L:~~ ... ~-;, ;;.11 
•.+J u u.t- 'J .,... V" ~ /, :J ~ ... _~ ~-' .... 

-'t -'V. 1~ ~~J"'\ 3 ~-' "';\ -'1: "'"' Jf:\,... Jl ~ ..'f 1~ ,;_\> 
1""' l)b u_;s - ~Yj! o\Y,l y.O..J-'-' ~-'AI~ .Jt>) u;' ..u_, 
~~t::;r a ...... ..,, .... ~ -' ~~ ..... .. ... r. (l:-' J1.J\ .:"~~ ... :I 
~ . ~d..)-' '"f.:~-'.!~-'~~ I.)"' ~ ... o~., 1ft. ., , .. .,., ..... 

~ \ .!i-;;' /. .. -! ....<' -: \/ .. ~; ~1 )...-:, .. _,~1 :' -' ·-:. .j .. t'.~ .... 
u!;. ;.u ~ ~-! 7'J y..} {"+-:! u~.J...W .1 r-' _, ·. ~ 

0 ~~: !l~ 5'?411 
''Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua'!Ya 
perempuan lebih daTi dua, maka bagi mereka dua pertiga dan· harta 
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang sqja, maka ia 
memperoleh sepamh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (sqja), maka 
ibu'!Ja mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempu'!Yai 
beberapa saudara, maka ibutrya memperoleh seperenam. (Pembagian­
pembagian terse~but di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 
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atau (dan) sesudah dibqyar hutang'!)a. (fentang) orang tua-mu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di an tara mereka yang 
lebih dekat (ba'!}ak) manfaai'!Ja bagimu. Ini adalah ketetapan dati 
Allah. 5 esungguh'!Ja Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bfjaksana." 

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dati harta yang ditinggalkan 
oleh isten'-istetimu, jika mereka tidak mempU1ryai anak. Jika isteti­
istetimu itu mempuf!Jai anak, maka kamu mendapat seperempat dati 
harta yang ditinggalkan'!Ya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) sesudah dibqyar hutangf!Ja. Para istti memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempuf!Jai 
anak. Jika kamu mempu'!Jai anak, maka para istti memperoleh 
seperdelapan dati harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
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wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibqyar hutang-hutangmu. 
Jika seseorang mali, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan qyah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempU1ryai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu sqja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harla. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dati seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperliga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehf!Ja atau atau sesudah 
dibqyar hutangt!}a dengan tidak membeti mudharat (kepada ahli 
watis). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) .ryati'at yang 
benar-benar dati Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Pef!Jantun. " 

d. QS. An-Nisaa': 176 

ra~ .... .-;: 
~ -..- f$~ 

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. 
Katakanlah:''AIIah membeti fatwa kepadamu tentang kalalah 
(yaitu):jika seorang meninggal dunia, dania tidak mempuf!Jai anak 
dan mempuf!Jai saudara perempuan maka bagi saudaraf!Ja yang 
perempuan itu seperdua dari harla yang ditinggalkanf!Ja, dan 
saudara'!Ya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 
perempuan)z~'ika ia tidak mempuf!Jai anak; tetapi ;'ika saudara 
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perempuan itu dua orang, maka bagi kedua'!Ya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan oleh orangyang meninggaL Dan jika mereka (ahli 
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, 
maka bahagian seorang saudara laki-laki sebaf!Yak bagian dua orang 
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 
supf!Ya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu." 

e. QS. An-Nisaa': 13 

.-:(/ J..i .:_ -~ )>1 ,..,.,.,-;.~,~ ,, ri.-r;,(J. ,). ,). ~,.,;·-
~' ·> ~...\..J >0\,..) ........, '• A.U . · ...o a .til I .) a::J...:>.. s / • ..... - J - J.J ,. ....... .........__., J .,., ...J ..,.. 

~,s-;; t""'.,! . _,.-; >'~ ~ ,'S('i\ I~-_:_.:::...- __; ~ 
,. J .. , '"--""'-.......... ~ '-'""' ~.-

0 .J. ,.,, • .,. • .~ 

_. ~~-'~~~\ 
"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 

Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasui-Nya, niscf!Ya 
Allah memasukkan'!}a kedalam .ryutg,a yang mengalir didalam'!Ya 
sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalam'!Ya; dan Itulah 
kemenangan yang besar". 

f. QS. An-Nisaa ': 14 

\.--., . ...-:::- ,,,/, ~i· •" J.-' ,).,J. ~/~""" ~i' ,J. // .:-:.~, ., , .. 
~ '.)\....J ~~,O.):J» ~.J•IU~.)..J :.o.\ ~ ......:..r .J 

@ ).,). ~ .}). ,.-: / J..f / \~ ~ 
~ ~ J..c. J4\l ..J -.. .. 

''Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasui-Nya dan 
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya 
ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalam'!Ya; dan baginya siksa 

yang menghinakan ': 
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2. Sumber Hadits: 

a. Dari Abi Umamah •· Rasulullah ;i bersabda: 

..;,; I(' t.,.,, ~ U>. ;_, 0~ ~~<-' L~J jj ~~ ~~ 
'}'Y- ., ) .y- / u ~ ~ 

'j' esunguhf!Ja Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik 
hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris's 

b. Dari lbnu Abbas •· Rasulullah ;i bersabda: 

~~ 1!,-' J'·'J ,~<, ., w ,~,:.t ,_ ·~,::~~ ~~~~r .r· ~) ), w ~ ~; ~'r' 'r--

"Ben"kanlah hak wan".J-yang telah ditentukan itu kepada pemilikf!Ja, 
adapun sisaf!Ja bagi ahli waris laki-lakiyangpaling dekat 

nasabf!Ja': 6 

3. ljma' Sahabat: 

ljma' para sahabat menjadi sumber hukum ketiga ketika para 

sahabat tidak mendapatkannya dalam AI-Qur'an dan Hadits, 

khususnya dalam 3 (tiga) masalah; yaitu masalah Akdariyyah, 

Musytarakah dan Garrawiyatayn yang ditetapkan ketika masa 

Umar~. 

C. Ketentuan Umum Waris Islam 

1. Syarat dan Rukun Waris 

Agar tidak terjadi kesalahan pembagian, sudah selayaknya 

sebelum melakukan pembagian harta waris perlu mengetahui 
syarat dan rukun waris dalam Islam. 

5 HR. Lima Imam Hadits kecuali An·Nasai dan di·hasan-kan oleh Tirmidzi 

6 HR. Muslim 
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Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena 
ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Misalnya, thaharah 
'bersuci' adalah syarat sahnya shalat. Jika tidak bersuci sebelum 
melakukan shalat, niscaya shalatnya tidak sah. Dengan demikian, 
apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada 
pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, 
tidak serta merta harta waris dapat langsung dibagikan. 

Syarat-syarat waris yang dimaksud di atas adalah: 

1. Kepastian kematian Muwarrits (pemilik harta): 

Kepastian ini bisa didapatkan melalui kondisi fisik atau non 
fisik. Dengan memperhatikan kondisi badan yang sudah kaku, 
dingin dan tidak bernyawa atau menurut vonis dokter sudah 
dinyatakan meninggal. 

2. Kepastian Masih Hidupnya Ahli Waris (Muwarrits) 

3. Kepastian Diketahuinya hubungan Ahli Waris, baik karena 
kekerabatan, pernikahan, atau wala' (pembebasan budak) 
serta keterkaitannya dengan si-mayit. 

Disamping syarat waris perlu juga dipahami rukun-rukun 
waris. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan 
bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan 
ditemukan bila tidak ada rukun-rukun tersebut. 

Rukun pewarisan dalam Islam (Arkan Al-/rtsi) adalah: 

1. Muwarrits: adanya Mayit, dengan kata lain pemilik harta 
sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan sejak detik 
tersebut hartanya sudah berpindah kepada ahli waris, dengan 
ketentuan syara'. 
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2. Warits: adanya Ahli Waris si-mayit sejak detik si-mayit 

menghembuskan nafas terakhir dan disyaratkan ahli waris si­

mayit masih hidup atau dinyatakan hidup ketika si-mayit 

menghembuskan nafas terakhir. 

3. Mawriits (budel): adanya Harta yang ditinggalkan si-mayit 

walaupun sedikit seperti meninggalkan baju yang dipakai si­

mayit saja berarti sudah memenehi rukun pewarisan. 

ltulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tersebut 

tidak ada maka proses waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. 

2. Sebab dan Penghalang Waris 

Sebab pewarisan dalam Islam yang menyebabkan 

perpindahan hak waris dari si-mayit adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan nasab dengan si-mayit, yaitu nasab yang hakiki 

berupa hubungan nasab langsung dengan si-mayit seperti 

hubungan anak kandung, saudara kandung, ayah kandung 

dan lainnya yang merupakan hubungan nasab hakiki dengan 

si-mayit. 

2. Hubungan nikah yang sah dengan si-mayit, yaitu hubungan 

nikah yang masih berlangsung sejak detik si-mayit 

menghembuskan nafas terakhir dan disayaratkan juga bahwa 

akad nikah dengan si-mayit adalah akad shahih yaitu akad 

yang memenuhi syarat pernikahan. 

3. Wala' atau adanya hubungan antara tuan dan hamba yang 

dibebaskan seperti Abu Bakar membebaskan Bilal Bin Rabah. 

Maka saat Bilal wafat maka Abu Bakar berhak mendapatkian 
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warisan dari Bilal Bin Rabah. Namun hal ini sudah lama tidak 
diberlakukan dalam Islam. 

Perlu juga dimengerti hal-hal yang dapat menghalangi 
pewarisan dalam Islam. Penghalang dapat menggugurkan hak 
seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Ketiadaan 
penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada 
seseorang. 

Adapun sebab seseorang menjadi terlarang mendapat hak 
waris adalah sebagi berikut: 

1. Pembunuh si-mayit 

Calon ahli waris adalah seorang pembunuh si-mayit dengan 
pernyataan dari hakim syar'i. Jika hal ini terjadi maka ahli 
waris tersebut terlarang untuk mendapatkan hak waris dari si­
mayit. 

2. Berbeda agama dengan si-mayit 
Jika si-mayit muslim dan saat sebelum menghembuskan nafas 
terakhir, anaknya dalam keadaan murtad atau bukan muslim. 
Maka anaknya tersebut akan terlarang untuk mendapatkan 
hak waris dari si-mayit. 

3. Hamba Sahaya 
Adalah budak yang dibebaskan seorang tuannya sehingga ia 
terlarang mendapatkan hak waris dari tuannya yang telah 
wafat. Seperti Bilal Bin Rabah terlarang mendapatkan hak 
waris dari Abu Bakar yang membebaskannya jika Abu bakar 
yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Bilal Bin Rabah. 
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D. Urgensi llmu AI-Mawarits 

llmu AI-Mawarits merupakan ilmu yang digunakan untuk 
mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembahagian harta 
waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai 
kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. 

Allah £ tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang 
malaikat maupun kepada para Nabi-Nya dalam menetapkannya 
maupun menerangkannya. Allah £ menjelaskan bagian warisan 
untuk setiap ahli waris dengan rinci. 

Allah £ menjanjikan surga yang dibawahnya mengalir sungai­
sungai kepada para hamba yang tunduk menjalankan ketentuan­
Nya. Dia juga mengancam hamba-Nya yang menyalahi batasan­
batasan yang telah ditentukan, baik dengan menambahkan, 
mengurangi atau mengharamkan ahli waris yang benar-benar 
berhak mewarisi kemudian memberikan bagian tersebut kepada 
ahli waris yang tidak berhak mewarisinya dengan ancaman 
neraka dan siksa yang menghinakan. 

Dari Abu Hurairah ~~ Rasulullah ~ bersabda: 

,. "" 0 ,... 1M o:i 

J~i ,J, '~J -· '_1.1\ ~ ~~ \j_J\;:._' '· '\-~\\ 1-J\::.~ -' Y'J ~ Y' -' ~ ' ~ ~ -' ~'J"' 'y-"-' 

~f ~t.P %~ 
'Pelqjarilah Ilmu AI-Fardidh (AI-Mawdrfts) kemudian qjarkanlah ilmu 

tersebut, sesungguh'!J'a ia adalah setengah dan· ilmu, dan ia akan dilupakan 
serta ilmu ini adalah yangpertama sekali akan dicabut dari ummat-ku. 7 

7 HR. lbnu Majah dan Ad-Darul Quthniy 
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Umar lbnul Khaththab ~ berkata, "Pelajarilah llmu AI­
Mawcirits, karena ia sesungguhnya, termasuk bagian dari agama 
kalian". Amirul Mu'minin berkata kembali, "Pelajarilah llmu AI­
Mawarits, ilmu nahwu, dan ilmu hadits sebagaimana kalian 
mempelajari AI-Qur'an". 

AI-Qirafiy berkata, "Umat telah berijma' bahwasanya llmu AI­
Mawarits termasuk fardhu kifayah. Seharusnya, kaum muslimin 
saat ini memperhatikan llmu AI-Mawcirits, seperti yang pernah 
dilakukan oleh para ulama terdahulu dengan menjalankan wasiat 
Nabi~. 
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-Bah IV 

..lfarta PeninggalanfBudel 
(:At.-Tirfca/D 

A. Defenisi Harta Peninggalan/ Budel (At-Tirkah) 

At-Tarikah menurut bahasa, artinya barang peninggalan 

mayit. Adapun menurut istilah menurut jumhur ulama ialah, 

semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit.8 

Muhammad bin Abdullah At-Takruni berkata: "At-Tarikah 

ialah, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta 

yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada 

pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau 

yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang 

digadaikan.9 

8 Lihat Fiqhullslam Wa Adillatih 8/270. 

9 Lihat kitab AI-Mualim Fil Fara'idh hal.l19 
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Dengan demikian, At-Tirkah mencakup empat hal berikut: 

1. Kebendaaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda 
tetap. 

2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak untuk 
mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber 
air minum, dan lain sebagainya. Hak yang bukan kebendaan, 
seperti hak syuf'ah dan hak khiyar, seperti khiyar syarat. 

3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal 
dunia, jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia 
meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli waris si mayit. 

4. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang 
melakukan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
lebih kuat; memasukkan diyat ke dalam kepemilikan mayit 
sebelum matinya. 

Dengan kata lain, harta peninggalan di sini bisa berbentuk: 

1. Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, 
kebun dan lain sebagainya 

2. Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti 
uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan lain 
sebagainya. 

3. Hutang-hutang orang lain kepada sang mayit 

4. Harta benda yang telah digadaikan oleh sang mayit dan boleh 
ditebus 

5. Harta benda yang telah dibeli sang mayit semasa hayatnya 
yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi 
belum diterima barangnya semacam home delivery. 
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6. Harta yang berupa simpanan di bank, saham, asuransi dan 
lainnya yang dibolehkan secara syari'at. 

7. Harta lainnya yang mempunyai nilai kebendaan. 

B. Kewajiban yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan/Budel 

Semua barang peninggalan mayit bukan berarti mutlak 
menjadi milik ahli waris sejak detik si-mayit menghembuskan 
nafas terakhir, karena ada hak lainnya yang harus dikeluarkan 
dari harta peninggalan tersebut. 

Hak-hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang 
berhubungan dengan harta peninggalan (AI-Huquq AI­
Muta'aliqah Bi Ainit Tarikah). 

Misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya 
diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit, sebelum 
hartanya diwariskan. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan 
Malik, didahulukan hak ini sebelum kebutuhan perawatan 
jenazah, karena berhubungan dengan harta si mayit.10 

Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perawatan Jenazah (Mu'nat Tajhiz) 

Meliputi semua kebutuhan pengurusan jenazah hingga 
penguburannya. Semua biaya ini diambilkan dari harta si 
mayit sebelum dilakukan hal lainnya, kecuali ada yang 
menanggungnya. 

2. Melunaskan hutang si mayit 

10 Lihat Fiqhullslami wa Adillatihi 8/274. Tas-hil Fara'idh, 9. 
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Apabila si mayit mempunyai hutang, seperti berhutang kepada 
orang lain, pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli 
belum dibayar, maka sebelum diwariskan, harta si mayit sisa 
dari pengurusan jenazah diambil terlebih dahulu untuk 
melunasinya. 

3. Menunaikan Wasiat (Tanfidzul Washiyyah) sesuai dengan 
syarat wasiat, yaitu sisa dari bayar hutang dikeluarkan untuk 
pelaksanaan wasiat Uika ada) kepada mereka yang berhak 
mendapatkannya. 

Wasiat si-mayit dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

1. Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris yang akan 
mendapatkan warisan kecuali izin ahli waris lainnya. 

Seperti berwasiat kepada anak atau istri tidak diperbolehkan, 
kecuali pemberian wasiat kepada mereka setelah 
mendapatkan izin ahli waris yang lainnya, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abu Umamah ~, bahwa Rasulullah ~ 
bersabda: 

~ ,, / ' . / ., JS"' ~-.... , ~ :. 
..!:..1 I ~- J\..9 U> ·' 1.$~:. I .ti .u~l 01 :; / ., ') !.)>" / ~ 

'~ esunguhf!Ya Allah £ telah menentukan hak waris mereka yang berhak 
dan ahli waris tidak berhak terhadap wasiat si mtryit'~1 

2. Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 sisa dari pelunasan 
hutang, sebagaimana sabda Rasulullah ~ kepada Sa'ad bin 
Abi Waqqash ~= 

11 HR. Lima Imam Hadits kecuali An-Nasai dan di-hasan-kan oleh Tirmidzi 
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/ 81 ., •.. ~/ ~\.$:. /~~/ '/ 
.._,.. v -

" .. . satu pertiga ... satu pertiga itu sudahlah sangat batryak, sesungguhtrya 
san gat febih baik jika kamu meninggafkan ahli warismu kqya 

(berkecukupan) daripada meninggafkan mereka miskin papa meminta-
. k J 1 · ,12 mznta epaua orang tazn . 

3. Wasiat tidak boleh berupa hal yang dilarang Islam. 

12 Muttafaq 'Alai hi 
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A. Definisi Ahli Waris 

Panduan Pral(_tis Pembagian Warls 

-BabY 

..Ait_li W aris 

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan 
orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang 
ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada 
yang lebih dekat kepada waris, dan ada yang lebih jauh 
berdasarkan urutan atau nasab-nya. 

Bila diurutkan berdasarkan jenis kelamin maka dapat 
dibedakan sebagai berikut: 

1. Ahli Waris Laki-Laki 

Berjumlah ada 15 orang dengan urutannya yaitu : anak laki­
laki; bapak; suami; cucu laki-laki dari garis anak laki-laki; kakek, 
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yaitu ayahnya bapak; saudara laki-laki sebapak; saudara laki-laki 
seibu; anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung; anak 
laki-laki dari saudara (keponakan) sebapak; saudara laki-laki 
bapak (paman) yang sekandung; saudara laki-laki bapak (paman 
yang sebapak; sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak 
laki-laki paman yang sekandung; sepupu (misan) laki-laki 
sebapak, yaitu anak laki-laki dari paman sebapak; orang laki-laki 
yang memerdekakan budak. 

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang 
mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu: anak laki­
laki, bapak, suami. 

2. Ahli Waris Perempuan 

Berjumlah ada 10 orang dengan urutannya yaitu : ibu; nenek 
(ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; nenek 
(ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; atau 
berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek; 
atau berturut-turut dari garis laki-laki bersambung dengan 
berturut-turut dari garis perempuan; anak perempuan; cucu 
perempuan (anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah 
dari garis laki-laki; saudara perempuan sekandung; saudara 
perempuan sebapak; saudara perempuan seibu; istri; perempuan 
yang memberdekakan budak. 

B. Tingkatan Ahli Waris 

Ahli waris mempunyai tingkatan, menurut kesepakatan ulama 
terdapat 2 tingkatan ahli waris yaitu ahli waris tingkat pertama 
yang dikenal dengan Ashhab Al-lrtsi dan Ahli Waris Tingkat Kedua 
yang disebut dengan Dzawi AI-Arham. 
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B.l. Ahli Waris Tingkat Pertama diklasifikasikan dalam 5 
golongan,13 mereka itu adalah: 

1. Moyang si-mayit (AI-Ashlu AI-Wiirits) 
1. Ayah si-mayit 
2.1bu si-mayit 
3. Kakek dari ayah si-mayit (dst) 14 

4. Nenek dari ayah si-mayit 
5. Nenek dari ibu si-mayit 

2. Keturunan si-mayit (AI-Far'u AI-Wiirits) 

6. Anak lk si-mayit seorang atau lebih 
7.Anak pr si-mayit seorang atau lebih 
8. Cucu lk dari anak lk si-mayit seorang atau lebih (dst) 
9. Cucu pr dari anak lk si-mayit seorang atau lebih 

3. Hubungan Nikah ('Aiiiqah An-Nikiih) 

10. Suami si-mayit seorang saja I lstri si-mayit seorang s/d 4 

4. Golongan Saudara si-mayit (AI-Hawiisyi) 

11. Saudara kandung si-mayit seorang atau lebih 
12. Saudari kandung si-mayit seorang atau lebih 
13. Saudara seayah si-mayit seorang atau lebih 
14. Saudari seayah si-mayit seorang atau lebih 
15. Anak lk saudara kandung si-mayit seorang atau lebih 
16. Anak lk saudari seayah si-mayit seorang atau lebih 

13 lih. Syajarah AI-Mirats; Sistem Praktis Memahami Jlmu AI-Mawarits; Panduan Short Training, Muhammad 
Jabal A.N (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis AI-Mawarits, Cairo: 2007, him: 72, 73. 

" dan seterusnya keatas bagi kakek dari pihak ayah dan kebawah dari garis keturunan pihak laki-laki bagi cucu 
laki-lalki dari anak laki-laki. 
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17. Saudara seibu si-mayit seorang atau lebih 
18. Saudari seibu si-mayit seorang atau lebih 

5. Golongan Paman si-mayit (Al-A 'mom) 

19. Paman kandung si-mayit seorang atau lebih 
20. Paman seayah si-mayit seorang atau lebih 
21. Anak lk paman kandung si-mayit seorang atau lebih 
22. Anak lk paman seayah si-mayit seorang atau lebih 
23. Mu'tiq I Mu'tiqah si-mayit (tuan pembebas si-mayit) 

B.2. Ahli Waris Tingkat Kedua (Dzawi AI-Ar!lam) 

a. Definisi: 

Adalah 'kerabat', baik dari pihak ayah ataupun ibu. Kerabat 
yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu (AI-Fardh) 
dan tidak termasuk juga golongan AI-'Ashabah. Dengan kata lain 
para ahli waris lapis kedua. 

Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman 
(saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara 
perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan sebagainya. 

b. Golongan Dzawi AI-Arham 

Terbagi menjadi tiga kelompok pendapat yang mengatakan 
Dzawi AI-Arham sebagai: 

1. Ahlu Ar-Rahm 

Madzhab Ahlu Ar-Rahm menyatakan bahwa semua kerabat 
berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh­
dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki­
laki dengan perempuan. 
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Madzhab ini tidak mashur, bahkan dha'if dan tertolak. 

2. Ahlu At-Tanzi/ 
Golongan ini disebut Ahlu At-Tanzil dikarenakan mereka 

mendudukkan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok 
(induk) ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli 
waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang 
lebih de kat dari Ashhab AI-FurCtdh dan para AI-'Ashabahnya. 

Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris 
yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni 
pokoknya. lnilah pendapat Madzhab Imam Ahmad bin Hambal, 
juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan 
Maliki dan Syafi'i. 

a. Ahlu AI-Qarabah 

Hak waris para dzawi AI-Arham ditentukan dengan melihat 
derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut 
mereka, dilakukan dengan meng-qiyas-kannya pada hak para AI­
'Ashabah, berarti yang paling berhak di antara mereka (para AI­
'Ashabah) adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi 
dekat dan kuatnya kekerabatan. 

Melaksanakan pembagian waris untuk dzawi AI-Arham 
Madzhab ini membaginya secara kelompok. Dalam praktiknya 
sama seperti membagi hak waris para AI-'Ashabah, yaitu melihat 
siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan 
pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat 
yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah 
umum pembagian waris: bagian laki-laki adalah dua kali bagian 
wan ita. 
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Contoh penentuan Dzawi AI-Arflom 15 

Cucu pr dari 
anak 
Anak pr saudara 
knd 

Ahlu Ar-Rahm 

1/2 

1/2 

Ahlu At-Tanzil Ahlu AI-Qarabah 

Anak pr 1/2 Far'u 'A 

Saudara 'A Hawasyi terhalang 
knd 

C. Hak Ahli Waris 

Masing-masing ahli waris mendapat bagian tertentu (Ashhob 
AI-Furudh) atau bagian tak tertentu ('Ashabah) dan diantara ahli 
waris tersebut ada yang saling menghalangi atau AI-Hajb. 

1. Ahli Waris dengan bagian tertentu (Ashhab AI-Furudh) 

Ahli waris m1 menerima bagian-bagian tertentu yang 
ditetapkan dalam AI Qur'an dan Hadits, seperti bagian-bagian 
1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3 sebagaimana telah ditentukan 
dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, 176 dan 1/3 x sisa untuk 
masalah AI-Garrawiyatayn yang ditetapkan dengan ljma' Sahabat 
masa 'Umar bin Khattab r.a. 

Ahli waris tidak semua mendapatkan bagian tertentu, di 
bawah ini adalah ahli waris yang mendapatkan hak tertentu 
mereka itu adalah: 

1. Ayah si-mayit 16 

ll/6 I Ketika ada AI-Far'u AI-Warits laki-laki saja. 

lS 
Lih. Syajarah AI-Minits; Sistem Praktis Memahami llmu AI-Mawarits. Panduan Short Training, 
Muhammad Jabal A.N. (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis AI-Mawarits, 2007. Him. 112. 

16 
Lih . Syajarah AI-Mirats; Sistem Praktis Memahami llmu AI-Mawarits. Panduan Short Training, 
Muhammad Jabal A.N. (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis AI-Mawarits, 2007. Him. 80. 
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1/6+sisa (t) Ketika ada AI-Far'u AI-Warits perempuan dan tanpa AI-Far'u AI-
Warits laki-laki (walaupun ada ahli waris lainnya) 

tm Ta'shlb Muthlaq ketika: 

• Ayah sendirian saja . 

• Ayah beserta ibu saja . 

• Ayah beserta salah seorang suami atau istri. 

• Ayah beserta ibu dan salah seorang suami atau istri saja . 

2. lbu si-mayit 

1/6 • Ketika ada AI-Far'u AI-Warits Muthlaq (laki-laki atau 
perempuan) dan atau 

• Ketika ada 2 atau lebih dari AI-Hawasyi dari pihak saudara 

tanpa anak laki-laki mereka walaupun mereka ter-ma!JjOb-
kan. 

0 • Ketika tidak ada AI-Far'u AI-Warits Muthlaq (laki-laki atau 

perempuan) dan tidak ada 2 atau lebih dari AI-Hawasyi dari 
pihak saudara tanpa anak laki-laki mereka. 

u Dalam keadaan AI-Garrawayni yaitu: 
1. Jika ahli waris hanya suami, ibu dan ayah 
2. Jika ahli waris hanya istri, ibu dan ayah. 

1/3 + sis a Ketika: 
(radd) • Sendirian saja 

• lbu beserta salah seorang dari suami atau istri. 

• lbu dan salah seorang dari AI-Hawasyi secara bi AI-Fardh saja 

(seorang dari saudari kandung atau saudari seayah atau 

saudara seibu atau saudari seibu) 

3. Kakek dari ayah si-mayit {dst) 

1/6, 
1/6 + sisa 
(t), t m. 

Kakek persis dengan keadaan bagian ayah dalam segala hal jika ayah 

tidak ada, kecuali ada 4 perbedaan kakek dengan ayah: 
1. Kakek tidak bisa menggantikan ayah dalam masalah AI-Garrawayn 

2. Kakek tidak bisa me-ma!JjOb !lJrman-kan seluruh AI-Hawasyi 
sedangkan ayah me- ma!JjOb !l.irman-kan mereka semua. 

3. Kakek pernah ter-ma!JjOb hirman-kan yaitu oleh ayah sendiri 
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sedangkan ayah tidak pernah ter- mafljub !J.irman -kan. 
4. Kakek tidak me-mafljub !J.irman-kan nenek dari ayah bahkan 

mewarisi bersama-sama sedangkan ayah me-mafljub !J.irman-kan 
nenek dari ayah. 

4. Nenek dari ayah si-mayit 

ada ayah dan ibu serta sendirian saja tanpa ada nenek 
satu derajat. 

dari pihak ibu yang sederajat dengannya. 

5. Nenek dari ibu si-mayit 

1/6 Ketika tidak ada ibu serta sendirian saja tanpa ada nenek lainnya 
yang satu derajat. 

1/6 bagi Ketika beserta nenek dari pihak ayah yang sederajat dengannya. 
rata 

6. Anak lk si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah) 

7. Anak pr si-mayit seorang atau lebih 

I 1/2 I 
Ketika sendirian saja dan tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya yaitu 
anak laki-laki sendiri atau berbilang. 

2/3 Ketika dua orang atau lebih dan tidak ada yang meng-'Ashabah-
kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau berbilang. 

8. Cucu lk dari anak lk si-mayit seorang atau lebih (Ahli 
'Ashabah) 

9. Cucu pr dari anak lk si-mayit seorang atau lebih 

1/2 Ketika: 
• Sendirian saja. 

• Tidak ada yang me-ma!Jjub-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau 
berbilang. 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya yaitu cucu laki-laki dari 
anak laki-laki sendirian maupun berbilang. 
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• Tidak ada anak perempuan sama sekali 

2/3 Ketika: 

• 2 orang atau lebih . 

• Tidak ada yang me-mal!iDb-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau 

berbilang. 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya yaitu cucu laki-lai dari 

anak laki-laki sendirian maupun berbilang. 

• Tidak ada anak perempuan sama sekali 

1/6 Ketika: 

• Sendirian saja atau berbilang dan adanya seorang saja dari anak 

perempuan takmilatan li Ats-Tsu/utsayn 'melengkapi bagian 2/3'. 

• Tidak ada yang me-mal!iDb-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau 

berbilang. 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya yaitu cucu laki-lai dari 

anak laki-laki sendirian maupun berbilang. 

10. Suami si-mayit seorang saja 

1/4 Ketika ada AI-Far'u AI-Wiirits Muthlaq (laki-laki atau perempuan), 

Minhu aw min gairihi 'baik anak tersebut dari suami si mayit ketika 

wafat maupun suami si-mayit sebelumnya namun dengan syarat 

seca ra sya r' i'. 

11/2 I 
Ketika tidak ada AI-Far'u AI-Wiirits Muthlaq (laki-l:=~lti :>t:>ol nor<> I 

walaupun ada ahli waris lainnya. 

/lstri si-mayit seorang sampai batasan 4 

1/8 Ketika ada AI-Far'u AI-Wiirits Muthlaq (laki-laki atau perempuan), 

Minha aw min gairiha 'baik anak terse but dari istri si mayit ketika wafat 

maupun istri si-mayit lainnya namun dengan syarat secara syar'i'. 

1/4 II ::ti~~~ tidak ada AI-Far'u AI-Wiirits Muthlaq (laki-laki atau perempuan) 
mun ada ahli waris lainnya. 

11. Saudara kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 

'Ashabah) 
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12. Saudari kandung si-mayit seorang atau lebih 

1/2 Ketika: 

• Sendirian saja . 

• Tidak ada yang me-ma!liOb-kannya yaitu ayah, AI-Far'u AI-Warits 
dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang. 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya AI-'Ashabah bi AI-Gair yaitu 
saudara kandung sendirian maupun berbilang dan AI-'Ashabah ma'a 
AI-Gair yaitu dengan AI-Far'u AI-Warits dari pihak perempuan. 

2/3 Ketika: 

• 2 orang atau lebih . 

• Tidak ada yang me-ma!liOb-kannya yaitu ayah, AI-Far'u AI-Warits 
dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang. 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya AI-'Ashabah bi AI-Gair yaitu 
saudara kandung sendirian maupun berbilang dan AI-'Ashabah ma'a 
AI-Gair yaitu dengan AI-Far'u AI-Warits dari pihak perempuan. 

13. Saudara seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah) 

14. Saudari seayah si-mayit seorang atau lebih 

1/2 Ketika: 
• Sendirian saja. 
• Tidak ada yang me-ma!liOb-kannya yaitu ayah, AI-Far'u AI-Warits 

dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang dan saudara 
kandung beserta saudari kandung dalam keadaan AI-'Ashabah 
ma'a AI-Gair (baik send irian maupun berbilang). 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya, AI-'Ashabah bi AI-Gair 
yaitu saudara seayah sendiri atau berbilang dan AI-'Ashabah ma'a 
AI-Gair yaitu dengan AI-Far'u AI-Warits dari pihak perempuan. 

2/3 Ketika: 
• 2 orang atau lebih. 
• Tidak ada yang me-ma!liOb-kannya yaitu ayah, AI-Far'u AI-Warits 

dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang dan saudara 
kandung serta saudari kandung dalam keadaan AI-'Ashabah ma'a 
AI-Gair (dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak 
laki-laki). 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya AI-'Ashabah bi AI-Gair 
yaitu saudara seayah sendirian maupun berbilang dan AI-'Ashabah 
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ma'a AI-Gair yaitu dengan AI-Far'u AI-Warits dari pihak 
perempuan. 

1/6 Ketika: 

• Sendirian atau lebih dari satu orang . 

• Tidak ada yang me-mafljub-kannya yaitu ayah, AI-Far'u AI-Warits 
dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang dan saudara 
kandung serta saudari kandung dalam keadaan AI-'Ashabah ma'a 
AI-Gair (dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak 
laki-laki). 

• Tidak ada yang meng-'Ashabah-kannya AI-'Ashabah bi AI-Gair 
yaitu saudara seayah sendirian maupun berbilang dan AI-'Ashabah 
ma'a AI-Gair yaitu dengan AI-Far'u AI-Warits dari pihak 
perempuan. 

• Ada seorang dari saudari kandung saja . 

15. Anak lk saudara kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 
'Ashabah) 

16. Anak lk saudari seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 
'Ashabah) 

17. Saudara seibu si-mayit seorang atau lebih 

1/6 Ketika: 

• Sendirian saja dan tidak ada saudari seibu . 

• Tidak ada yang me-mafljub-kannya yaitu ayah, kakek, AI-Far'u AI-
Warits Muthlaq (laki-laki atau perempuan). 

1/3 Ketika: 

• Lebih dari seorang baik dengan saudara lainnya maupun dengan 
saudari seibu, 1/3 dibagi rata 'tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan'. 

• Tidak ada yang me-mafljub-kannya yaitu ayah, kakek, AI-Far'u AI-
Warits Muthlaq (laki-laki atau perempuan). 
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18. Saudari seibu si-mayit seorang atau lebih 

1/6 Ketika: 

• Sendirian saja dan tidak ada saudara seibu . 

• Tidak ada yang me-ma!:lliib-kannya yaitu ayah, kakek, AI-Far'u AI-
Warits Muthlaq (laki-laki atau perempuan). 

1/3 Ketika: 

• Lebih dari seorang baik dengan saudara lainnya maupun dengan 
saudari seibu, 1/3 dibagi rata 'tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan'. 

• Tidak ada yang me-ma!:lliib-kannya yaitu ayah, kakek, AI-Far'u AI-
Warits Muthlaq (laki-laki atau perempuan). 

19. Paman kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah) 

20. Paman seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah) 

21. Anak lk paman kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 
'Ashabah) 

22. Anak lk paman seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 
'Ashabah) 

23. Mu'tiq/Mu'tiqah si-mayit (tuan pembebas si-mayit) (Ahli 
'Ashabah) 

2. Ahli Waris dengan bagian tak tertentu (AI-'Ashabah) 

a. Defenisi 'Ashabah: 

Secara bahasa berarti kerabat laki laki dari ayah, dinamakan 
demikian karena mereka melingkupinya pada waktu berkumpul 
untuk menjaga dan melindunginya. Menurut istilah fiqh ialah 
setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ('AI­
Furudh AI-Muqaddarah') pad a sebuah penentuan hak waris. 
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Atau dengan kata lain, ahli waris yang terkadang mengambil 

semua harta, terkadang mengambil sisa dan terkadang tidak 

mendapatkan apa-apa. 

b. Ketentuan Umum AI-'Ashabah 

Karena AI-Ashabah tidak mempunyai bagian tertentu dan 

berubah-berubah sesuai dengan ahli waris yang ada, maka 

kondisi bagian AI-'Ashabah sebagai berikut: 

1. Mengambil semua harta ketika sendirian saja sesama AI­

'Ashabah. 
Contoh: Seorang wafat tidak mempunyai ahli waris kecuali 

seorang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki ini mengambil 

semua harta peninggalannya. 

2. Mengambil sisa dari harta, apabila ada ahli waris yang 

mendapat bagian pokok setelah mereka ambil bagian 

mereka. 
Contoh: Seorang wafat meninggalkan seorang istri dan anak 

laki-laki, maka istri mengambil bagian pokok dahulu 1/8 dan 

sisanya bagi sang anak laki-laki. 

3. Tidak mendapatkan apa-apa apabila semua harta habis dibagi 

oleh para ahli waris yang mendapat bagian pokok. 

Contoh: Seorang wafat meninggalkan suami, saudari kandung 

dan saudara seayah, maka hak waris suami 1/2, saudari 

kandung 1/2 dan saudara seayah tidak dapat apa-apa karena 

sudah diambil semua harta oleh ahli waris dengan bagian 

pokok. 
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c. Jenis-jenis AI-'Ash a bah 

'Ashabah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, AI-'Ashabah bi An­
Nafsi, AI-'Ashabah bil Ghair, dan AI-'Ashabah ma'al Ghair. 
Ketiga bagian tersebut sebagai berikut: 

1. AI-'Ash a bah bi An-Nafsi 

a. Ciri-Ciri: 
Seluruh Ashhtib Al-lrtsi yang tidak mendapatkan bagian harta 

tertentu (AI-Furudh AI-Muqaddarah}. 

b. Anggota: 
1. Anak laki-laki si mayit seorang atau lebih 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit seorang atau lebih 

dst. 
3. Saudara kandung si mayit seorang atau lebih 
4. Saudara seayah si mayit seorang atau lebih 
5. Anak laki-laki saudara kandung si mayit seorang atau lebih 
6. Anak laki-laki saudara seayah si mayit seorang atau lebih 
7. Paman kandung si mayit seorang atau lebih 
8. Paman seayah si mayit seorang atau lebih 
9. Anak laki-laki paman kandung si mayit seorang atau lebih 

10. Anak laki-laki paman seayah si mayit seorang atau lebih 

(ayah dan kakek sebagai Ta'shib Muthlaq menurut sebagian 

ulama, namun dikategorikan ahli waris yang mendapat bagian 
tertentu dan disisi lain mendapat hak sisa (Ta'shib). 

c. Cara menghitung: 

Ketika hendak menghitung bagian AI-'Ashabah maka harus 
mengikuti kaidah "Ketentuan Umum AI-'Ashabah", yaitu: 

1. Mengambil semua harta, atau 
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2. Mengambil sisa setelah Ashhab AI-Furudh 
3. Tidak dapat apa-apa karena harta sudah tidak bersisa 

Hal tersebut sesuai dengan riwayat dari lbnu Abbas, bahwa 
Rasulullah ~ bersabda: 

"Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemilikf!Ja. 
Adapun sisaf!Ja, maka bagi ahli waris laki-laki yang paling de kat 

nasabf!Ja '~ 7 

Apabila ahli 
dalam sebuah 
adalah: 

waris AI-'Ashabah bi An-Nafsi lebih dari satu 
penentuan, maka yang harus diprioritaskan 

3 

Tingkatan 
Qarb Ad·Darajah 

Kuatnya 
hubungan kerabat 

QuwwatAI· 
Qar6bah 

yaitu apabila ahli waris AI- 'Ashabah bi An-Nafsi lebih dari seorang 
dan berasal dari satu golongan, maka yang diprioritaskan adalah 
yang lebih dekat tingkatannya kepada si mayit. Seperti golongan 
AI-Far'u AI-Warits maka anak lebih dekat dari pada cucu laki-laki 
dari anak laki-laki si 

yaitu apabila ahli waris AI-'Ashabah bi An-Nafsi lebih dari seorang 
dan berasal dari satu golongan dan satu tingkatan, maka yang 
diprioritaskan adalah ahli waris yang lebih kuat hubungan 
kerabatnya dengan sang mayit. Seperti saudara kandung dengan 
saudara maka lebih kuat adalah saudara kandu 

2. Al-'Ashabah bi AI-Ghair (AI-'Ashabah Dengan Saudara Lain) 

17 
Muttafaq 'Alai hi 
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a. Ciri-ciri: 
Seluruh anggota AI-'Ashabah bi An-Nafsi ketika beserta 

saudarinya satu tingkat satu derajat. 

b. Anggota: 
1. Anak laki-laki si mayit seorang/lebih dengan Anak 

perempuan si mayit seorang/lebih 
2. Cucu lk dari anak laki-laki si-mayit seorang/lebih dengan 

Cucu pr dari anak laki-laki si-mayit seorang/lebih 
3. Saudara kandung si-mayit seorang/lebih dengan Saudari 

kandung si-mayit seorang/lebih 
4. Saudara seayah si-mayit seorang/lebih dengan Saudari 

seayah si-mayit seorang/lebih 

c. Cara menghitung: 
Dengan menggunakan kaidah 2 berbanding 1 antara laki-laki 

dengan perempuan dan mengikuti kaidah "Ketentuan Umum AI­
'Ashabah". 

Sebagaimana Firman Allah~ dalam Q.S An-Nisa': 11: 

0 IS~"""'.{ • ., I~.,; J: • (:'! loo~J. ~ "f • a-:f .~ .J. ) 
... ~~~~~-t~~~jt't!'d..U'~-'! 

"Allah menryari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak­
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 

orang anak perempuan; ... " 
Dan Firman Allah~ dalam Q.S An-Nisa': 176: 

" ... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki­
laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebaf!Jak 

bagian dua orang saudara perempuan . .. " 
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3. AI-'Ashabah Ma'a AI-Ghair (AI-'Ashabah Bersama Saudara 
Lain) 
a. Ciri-ciri: 
Seluruh anggota AI-'Ashabah bi AI-Ghair tanpa ahli waris laki­

lakinya, ketika anak perempuan atau cucu perempuan dari anak 
laki-laki si-mayit seorang atau lebih ketika beserta saudari 
kandung si-mayit atau saudari seayah si mayit seorang/lebih. 

b. Anggota: 

• Anak perempuan seorang/lebih dengan saudari kandung 
seorang/lebih. 

• Anak perempuan seorang/lebih dengan saudari seayah 
seorang/lebih. 

• Cucu lk dari anak lk seorang/lebih dengan saudari kandung 
seorang/lebih. 

• Cucu lk dari anak lk seorang/lebih dengan saudari seayah 
seorang/lebih. 

c. Cara menghitung: 

Dengan kaidah: AI-Far'u ai-Warits (Anak perempuan si mayit 
dan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit seorang/lebih) 
akan mengambil bahagian pokoknya yaitu 1/2 jika sendiri dan 2/3 
jika 2 orang atau lebih dan sisanya akan diambill oleh AI-Hawasyi 
(Saudari kandung si mayit atau saudari seayah seorang/lebih). 

Sebagaimana sabda Rasulullah ~: 
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'Jadikanlah pewarisan anak-anak perempuan dengan saudari-saudari 
'ashabah: 

Sehingga bila seorang wafat dan hanya meninggalkan ahli 
waris Anak perempuan dan saudari kandung dan saudari seayah. 
Maka bagian masing-masing adalah: 

Anak perempuan : 1/2 x harta warisan 
Saudari kandung : sisa AI-'Ashabah ma'a AI-Gair 
Saudari seayah : ter-mafljub oleh saudari kandung. 

3. Hajb (terhalang) 

Yaitu terhalang untuk mendapatkan hak waris. AI-Hajb secara 
garis besar ada 2: 

1. AI-Hajb AI-Washfiy 'terhalang karena sifat' seperti 
pembunuh, hamba dan kafir atau murtad. 

2. AI-Hajb Asy-Syakhshiy 'terhalang karena orang lain' seperti 
kakek dihalangi oleh ayah si mayit. 

AI-Hajb Asy-Syakhshiy sendiri terbagi dua yaitu: 

1. Hajbu An-Nuqshan 'dengan mengurangi bagian' 
Seperti ayah di Hajbu An-Nuqshan-kan oleh AI-Far'u AI­
Warits laki-laki dari ta'shib Muthlaq menjadi 1/6. 

2. Hajbu AI-Hirman 'dengan mengahapus bagian' yaitu 
menghalangi ahli waris yang lain secara total. 
Seperti kakek dari ayah dihalangi oleh ayah si-mayit karena 
kedudukannnya lebih dekat kepada si mayit. 

Hajbu AI-Hirman dapat menghalangi secara totalitas 
peluang mendapat harta waris. Berikut ini daftar ahli waris 
yang dapat menghalangi total ahli waris lainnya yaitu: 
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1. Ayah si mayit me-mafljub hirman-kan 18: 

• Kakek dari ayah si mayit 
• Nenek dari ayah si mayit 
• Seluruh golongan AI-Hawasyi dan AI-A'mam. 

2. lbu si mayit me-mafljub hirman-kan: 

• Nenek dari ibu si mayit 
• Nenek dari ayah si mayit 

3. Kakek si mayit me-mahjub hirman-kan: 

• Ayah dan ibu dari kakek si mayit dan seterusnya keatas 

• Seluruh golongan AI-Hawasyi kecuali Saudara dan 
saudari kandung, saudara dan saudari seayah. 

• Seluruh golongan AI-A'mam tanpa terkecuali. 

4. Anak laki-laki si mayit me-mahjub hirman-kan: 
• Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit dst. 
• Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. 

• Seluruh golongan AI-Hawasyi dan AI-A'mam. 

5. Anak perempuan si mayit: 
a. Ketika tidak ada anak laki-laki si mayit dan harus 2 orang 

atau lebih me-mafljub f1Jrman-kan : 

• Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada 
cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit seorang atau 
lebih. 

b. Ketika tidak ada anak laki-laki si mayit dan seorang atau 
lebih me-mahjub hirman-kan : 

18 me-mafljub hirman-kan maknanya menghalangi total kepada ahli waris 
yang lainnya 
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• Seluruh saudara dan saudari seibu si mayit. 

6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit me-mahjub hirman­
kan: 

• Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu laki-laki 
dari pihak anak laki-laki si mayit. 

• Seluruh golongan AI-Hawasyi dan AI-A'mam. 

7. Golongan AI-Hawasyi min Al-lkhwah 'golongan saudara' 

8. Golongan AI-A'mam 'paman si mayit dari pihak ayah' 
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-Bah VI 
-Balt_asan Tertentu Dalam Waris 

Beberapa bahasan tertentu yang terkait dengan llmu Waris Islam, 
berikut hal-hal yang perlu diketahui: 

A. Ash/u AI-Mas'alah (At-Ta'shil) 19 

Yaitu bilangan terkecil (tanpa menyertakan angka-angka 
pecahan) yang akan menjadi 'penyebut' setiap ahli waris dalam 
setiap penentuan hak waris, setiap bilangan ini akan berbeda 
sesuai dengan keadaan dan jumlah ahli waris dalam setiap 
penentuan. 

19 Lih. "Fiqh AI-Mowarits•, Komite Pengajar Fakultas Syariah dan Perundang-undangan Universitas AI-Azhar 

Asy-Syarif, Cairo. Universitas AI-Azhar Press Cairo, Him. 60 dst. 
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1 Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari AI-'Ashabah, Ashlu 
AI-Mas'alah dihitung per kepala {'Adad Ar-Ru'us) -jika semuanya hanya 
dari pihak laki-laki- seseorang wafat meninggalkan sepuluh saudara 
kandung laki-laki, maka Ashlu AI-Mas'alahnya sepuluh. 

2 Bila ternyata ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan 
perempuan, maka satu anak laki-laki kita hitung dua kali lipat bagian 
satu perempuan. Hal ini diambil dari AI-Qa'idah AI-Qur'aniyah: bagian 
anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Ashlu AI-Mas'alah juga 
dihitung dari jumlah perkepala. Misalnya, seseorang wafat dan hanya 
meninggalkan lima orang anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Maka 
Ashlu AI-Mas'alah berarti tujuh (7) dengan rinciansebagai berikut: 
Anak lk 1= 1(jumlah) x 2 (bagian pihak lk) = 2 
Anak lk 2= 1(jumlah) x 2 (bagian pihak lk) = 2 
Anak pr 1= 1(jumlah) x 1 (bagian pihak pr) = 1 
Anak pr 2= 1(jumlah) x 1 (bagian pihak pr) = 1 
Anak pr 3= 1(jumlah) x 1 ( 

3 Kemudian, jika ternyata ahli waris yang ada semuanya dari Ash!J.tib AI­

Furudh yang sama, berarti itulah asli masalahnya. Seperti 2 anak 
uan ha maka 3 men di Ashlu AI-Mas'alah 

4 Sedangkan jika para ahli waris yang ditinggalkan pewaris terdiri dari 
banyak bagian -yakni tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak 
setengah, seperenam, dan sebagainya- kita harus mengalikan dan 
mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-angka 
yang mutamtitsilah 'sama' atau yang mutadtikhalah 'saling berpadu', 
atau yang mutabtiyinah 'saling berbeda'. 
Para ulama AI-Maworits membagi kaidah terse but menjadi dua bagian: 

• Pertama: bagian 1/2, seperempat 1/4 dan 1/8. 
• Kedua: dan 

5 Apabila para Ash!J.tib AI-Furudh hanya terdiri dari bagian yang pertama 
saja (yakni 1/2, 1/4, 1/8), berarti Ashlu AI-Mas'alahnya angka yang 
paling besar. Misalnya, bila dalam suatu keadaan, ahli warisnya dari 
shahib AI-Fardh 1/2 dan 1/4, maka asli masalah 4. 

6 Bila dalam suatu keadaan ahli warisnya terdiri dari para sha!J.ib AI-Fardh 
1/2, 1/4 dan 1/8 -atau hanya 1/4 dengan 1/8- maka Ashlu Al-

B. bila dalam suatu keadaan ahli wa 
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terdiri dari shaflib AI-Fardh 1/3 dengan 1/6 atau 2/3 dengan 1/6, maka 
Ashlu AI-Mas'a/ah ya 6. 

7 Akan tetapi, jika dalam suatu keadaan ahli warisnya bercampur antara 
shaflib AI-Fardh kelompok pertama (1/2, 1/4 dan 1/8) dengan kelompok 
kedua (2/3, 1/3 dan 1/6) diperlukan kaidah yang lain untuk mengetahui 
asli masalahnya. Kaidah yang dimaksud seperti tersebut di bawah ini: 
1. Apabila dalam suatu keadaan, shaflib AI-Fardh 1/2 -yang merupakan 

kelompok pertama- bercampur dengan salah satu dari kelompok 
kedua atau semuanya, maka Ashlu AI-Mas'alahnya 6. 

2. Apabila dalam suatu keadaan, shahib AI-Fardh 1/4 -yang merupakan 
kelompok pertama- bercampur dengan seluruh kelompok kedua 
atau salah satunya, maka Ashlu AI-Mas'alahnya 12. 

3. Apabila dalam suatu keadaan, shahib AI-Fardh 1/8 -- yang 
merupakan kelompok pertama-- bercampur dengan seluruh 
kelompok kedua atau salah satunya, maka Ashlu AI-Mas'alahnya 24. 

B. At-Tashf!_i!:J. 

At-Tashhlh berarti 'menghilangkan penyakit'. Sedangkan 
menurut istilah ulama ilmu AI-Mawarits berarti: mewujudkan 
jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan 
dalam pembagiannya. 

Contoh: 
Seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 3 

anak perempuan dan seorang saudara kandung maka: 

3 Anak perempuan: 2/3 
Saudara kandung : 'Asbah bi An-nafsi mengambil sisa 

Bagian masing-masing: 
3 anak perempuan : 2/3 : 3 orang= 2/3 x 1/3 = 2/9 

(53) 



Panduan Pral{_tis Pembagian Waris 

Jadi 

anak perempuah I : 2/9 x harta warisan 
anak perempuah II : 2/9 x harta warisan l6/9 
anak perempuah Ill: 2/9 x harta warisan -

Saudara kandung : 1/3 x 3 (angka tash!J.i!JJ = 3/9 

C. 'Au/ dan Radd 
Dalam melakukan perhitungan bagian masing-masing ahli 

waris harus menghindari pecahan bagian saat mendapat asal 
masalah pembagian. Terdapat 2 (dua) hal dalam menyelesaikan 
masalah perhitungan asal masalah, yaitu: 

1. 'Aul 

'Auf artinya meningkat atau bertambah. Maksudnya adalah 
meningkatkan (membesarkan) angka asal masalah sehingga 
menjadi sama dengan jumlah angka asal masalah sehingga 
menjadi sama dengan jumlah angka pembilang dari bagian ahli 
waris yang ada. 

2. Radd 

Radd maksudnya adalah membagi sisa harta peninggalan 
kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. 
Masalah Radd ini adalah kebalikan dari masalah 'auf yaitu dimana 
jumlah semua bagian ahli waris ternyata lebih sedikit dari pada 
jumlah harta warisan yang ada Oumlah harta warisan lebih 
banyak dari pada jumlah bagian-bagian ahli waris). 

a. Ciri-ciri Ar-Radd 

• Adanya Ash flab Af-Furudh saja. 
• Tidak adanya ahli Af-'Ashabah sa rna sekali. 

• Adanya sisa. 
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b. Ahli Waris yang tidak Berhak Mendapat Ar-Radd 

Yang tidak bisa mendapatkan Ar-Radd hanyalah suami atau 
istri ketika ada ahli waris An-Nasabiyyah 'hubungan nasab' yaitu 
AI-Ashlu AI-Warits, AI-Far'u AI-Warits, AI-Hawasyi dan AI-A'mam. 

D. AI-Akdariyyah 

lstilah AI-Akdariyah muncul karena masalah ini berkaitan 
dengan salah seorang wanita dari bani Akdar. Dalam masalah AI­
Akdariyah ini sosok ahli waris AI-Fardh tidak dapat diubah. Bila 
ada salah satu yang diubah, maka berarti telah keluar dari hukum 
syariat. Wallahu a'lam. 

Ahli Waris dalam Masalah AI-Akdariyah hanya: 

Ahli warisnya hanya Kakek, ibu, suami, saudari seayah atau 
saudari kandung 

'69 

lbu 1/3 2 
Kakek 1/6 + 1 

Suami 1/2 3 
Saudari 1/2 3 
kdg/seayah 

E. AI-Musytarakah 
Menurut kaidah yang biasa dikenal penentuan harta waris 

dimulai dengan Ashhab AI- Furudh, kemudian AI-'Ashabah. 
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Namun demikian, dalam masalah ini ternyata terjadi dengan 
ijma para sahabat pada masa 'Umar bin Khathab ~. Masalah ini 
dikenal dengan istilah "masalah AI-Musytarakah". 

1. Persyaratan Masalah AI-Musytarakah: 

1. Ahli warisnya hanya ibu, suami, saudara kandung -baik AI­
'Ashabah bi An-Nafsi maupun AI-'Ashabah bi AI-Gair- dan 
saudara serta saudari seibu dalam keadaan Fardh 1/3. 

2. Jumlah saudara atau saudari seibu dua orang atau lebih, 
baik laki-laki atau perempuan. 

3. Saudara yang ada benar-benar saudara kandung, sebab bila 
saudara seayah maka gugurlah haknya secara ijma'. Dan 
dalam hal ini tidak berbeda apakah hanya satu orang atau 
berbilang serta saudara kandung bergabung dengan 
saudarikandung dalam keadaan AI-'Ashabah bi AI-Gair. 

4. Jika saudari kandung saja maka tidak terjadi Musytarakah. 

2. Nama Lain dari Masalah AI-Musytarakah: 

Masalah AI-Musytarakah terkadang disebut pula dengan 
nama masalah AI-'Umariyyah, AI-Musyarakah, AI-Musyarrakah, 
AI-Hajariyyah, AI-Himariyyah. 

F. Al-Garrawiyatayn 

1. Ahli Waris dalam Masalah ini hanya: 
1. Ayah, ibu dan suami (dengan syarat ibu dalam keadaan 

1/3) 
2. Ayah, ibu dan istri (dengan syarat ibu dalam keadaan 

1/3) 
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2. Contoh 
Ahli warisnya hanya ayah, ibu dan suami, hanya dalam 

masalah ini saja diputuskan ketika masa Khalifah 'Umar r.a bahwa 
suami mengambil dahulu bagiannya dan kemudian ibu 1/3 dari 
sisa suami dan ayah mengambil sisa semua. 

G. AI-Munasakhat 

AI-Munasakhat menurut bahasa berarti 'memindahkan' dan 
'menghilangkan'. Adapun menurut istilah ulama AI-Mawarits 
ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum penentuan hak 
waris. Atau 'tumpang-tindih' penentuan hak waris yaitu 
meninggalnya seseorang dan belum ditentukan hak waris ahli 
warisnya kemudian salah satu ahli warisnya meninggal dunia. 

Misalnya, seseorang mempunyai dua orang istri. Dari istri 
pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. 
Sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan tiga anak 
perempuan. Ketika sang suami meninggal, ia meningalkan dua 
orang istri dan empat anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). 
Kemudian, salah seorang anak perempuan meninggal sebelum 
pewarisan ayahnya selesai ditentukan. 

Maka ahli waris anak perempuan dari istri kedua ini adalah 
sebagai ahli waris dari pewaris pertama yaitu ayahnya. Namun, 
dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh­
dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan pertama anak 
laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan 
yang kedua (meninggalnya anak perempuan dari mayit pertama), 
anak laki-laki sebagai saudara laki-laki seayah dan perempuan 
lainnya sebagai saudari kandung perempuan. Jadi, dalam hal ini 
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penentuannya akan berbeda dan mengharuskan kita untuk 
menentukan setiap setiap mayit satu penentuan. 

H. At-Takharuj 

lalah pengunduran diri seorang ahli waris untuk mengambil 
haknya setelah ditentukan secara syar'i. Dalam hal ini dia 
diperbolehkan meminta imbalan berupa sejumlah uang atau 
barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari 
harta peninggalan yang ada. 

Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris 
menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya ketika sudah 
memenuhi syarat-syarat akad Ash-Shui!J,u dengan asas sama­
sama ridha dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain, 
atau siapa saja yang ditunjuknya. 

Pelaksanaannya: 

Apabila salah seorang ahli waris ada yang menyatakan 
mengundurkan diri atau menyatakan hanya akan mengambil 
sebagian saja dari hak warisnya, maka ada dua cara yang dapat 
menjadi pilihannya: 

• Pertama: menyatakannya kepada seluruh ahli waris yang ada. 
• Kedua: dia hanya memberitahukannya kepada salah seorang 

dari ahli waris yang ditunjuknya dan bersepakat bersama. 
Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang isteri, 
seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki. Anak 
perempuan memberikan bagiannya kepada salah seorang dari 
saudara laki-lakinya, dengan imbalan sesuatu yang telah 
disepakati oleh keduanya. Warisan itu hanya dibagikan kepada 
istri dan kedua anak laki-laki, sedangkan bagian anak 
perempuan dilimpahkan kepada salah seorang saudara laki-
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laki yang diberinya hak bagian setelah penentuan secara 
syar'i. 

I. AI-Haml (kandungan) 

AI-Haml (kandungan) yaitu janin yang dikandung dalam perut 
ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. 

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan 
memenuhi dua persyaratan: 

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam 
kandungan ibunya ketika si mayit menghembuskan nafas 
terakhir. 

2. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, 
sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak 
mendapat warisan. 

J. AI-Mafqud 

AI-Mafqud artinya 'hilang', menurut istilah para fuqaha' yaitu 
orang yang hilang, terputus beritanya dan tidak diketahui 
rimbanya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. 

Pendapat mazhab Hambali dalam hal ini lebih rajih (tepat) dan 
pendapat inilah yang disepakati oleh banyak ulama lainnya. 
Sebab, tidak tepat jika hal ini hanya disandarkan pada batas 
waktu tertentu, dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan 
personil. Misalnya, orang yang hilang pada saat peperangan dan 
pertempuran atau banyak perampok dan penjahat, akan berbeda 
halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang 
demikian. Karena itu, dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang 
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hakim sangat berperan dalam menentukan vonis: masih hidup 
atau sudah mati. 

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris dan 
diantara ahli warisnya ada yang AI-Mafqud 'hilang tidak dikenal 
rimbanya' maka: 

1. Ahli waris yang hilang sebagai flajib Al-tJJrman bagi ahli waris 
yang lain maka seluruh harta warisan peninggalan si mayit 
'dibekukan' hingga ahli waris yang hilang muncul atau 
diketahui kepastian keadaannya. 

2. Bukan sebagai flajib (penghalang) bagi ahli waris yang ada, 
tetapi sama-sama berhak mendapat waris sesuai dengan 
bagian atau fardh-nya (yakni termasuk Ashflab AI-Fardh). 
Maka hak warisnya juga 'dibekukan' dan ahli waris lainnya 
boleh memakai haknya. 

3. Jika ahli waris yang AI-Mafqud sebagai ahli waris yang ter­
mahjub-kan maka tidak perlu untuk menunggu sampai ia 
kembali atau diketahui kabarnya. 

K. AI-Asir 

Maksud AI-Asir disini adalah seseorang (ahli waris dalam hal 
ini) yang dalam keadaan sebagai tawanan musuh baik keadaan 
dia bisa diketahui apakah masih hidup apa tidah ataupun tidak 
ketahuan sama sekali dengan syarat dia tidak keluar dari agama 
Islam karena syarat mewariskan adalah Islam. 

Jika orang tersebut dapat diketahui keadaanya dan dalam 
keadaan hidup maka dia berhak atas warisan yang ditinggalkan 
oleh si mayit dan jika tidak diketahui keadaannuya apakah masih 
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hidup atau suda wafat maka penghitungan warisannya bisa 
disamakan dengan cara penghitungan orang yang hilang. 

L. Ashhab AI-Hawadits 

Meninggal disebabkan karena tenggelam, tertimpa atau 
kebakaran. 

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua 
orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan 
pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. 
Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan 
rumah yang kita huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga 
kita menjadi korban. Maka jika diantara kita ada yang 
mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam 
kaitannya dengan pewarisan. 

Kaidah yang berlaku dalam penentuan hak waris orang yang 
tenggelam dan tertimbun atau kebakaran dan diantara mereka 
adalah kerabat satu sama lainnya maka tindakan pertama yaitu 
dengan menentukan mana diantara mereka yang lebih dahulu 
meninggal. Apabila hal ini telah diketahui dengan pasti, 
penentuan hak waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan 
memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. 
Begitulah seterusnya. Dengan kata lain setiap ada mayit maka 
segera kita mencari para ahli warisnya. 

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar 
secara bersamaan kemudian meninggal dunia tanpa diketahui 
mana yang lebih dahulu meninggal, maka tidak tidak saling 
mewarisi diantara keduanya. 
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M. AI-Khuntso 

Pengertian AI-Khuntsc1 dalam bahasa Arab diambil dari kata 
khanatsa berarti 'lunak' atau 'melunak', yang berarti apabila 
ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita: 
lembut dan melenggak-lenggok. 

Ada pun makna AI-Khuntsa menu rut para fuqaha adalah orang 
yang mempunyai 'kelamin ganda' yaitu laki-laki dan wanita atau 
bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang 
kedua ini menurut para fuqaha dinamakan khuntsa musykil, 
artinya tidak ada kejelasan. 

Ke-musykil-an tersebut dapat diatasi, misalnya dengan 
mencari tahu dari mana dia buang 'air kecil'. Bila urinenya keluar 
dari zakar, maka dia laki-laki dan mendapatkan hak waris 
sebagaimana kaum laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Di samping 
melalui cara tersebut, dapat mengamati pertumbuhan badannya 
atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda 
antara laki-laki dengan perempuan. Seperti tumbuh kumis, 
apakah dia haid atau hamil dan sebagainya. Bila tanda-tanda 
tersebut tetap tidak tampak, maka dia divonis sebagai khuntsa 

musykil. 

AI-Khuntsd -menurut pendapat yang paling rajih- hak waris 
yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit 'aswa' 

AI-!:J..dayn' diantara dua keadaannya -keadaan bila dia sebagai 
laki-laki dan sebagai wanita- kemudian untuk sementara sisa 
harta waris yang menjadi haknya 'dibekukan' sampai statusnya 
menjadi jelas atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara 
ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya 
berpindah kepada ahli warisnya. 
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N. Walad Az-Zino wa Walad AI-Li'an 

Walad Az-Zina (anak hasil dari zina} ialah anak yang dilahirkan 
seorang ibu melalui hubungan yang tidak syar'i atau dikatakan 
juga anak tersebut dengan anak tidak syar'i. 

Walad AI-Li'an: ialah anak yang dilahirkan dari hubungan 
suami istrmi yang sah secara syari'at akan tetapi sang suami tidak 
mengakui keberadaan anak tersebut hasil hubungan suami-istri 
diantara mereka berdua. Keinkaran sang suami tersebut 
menjadikan nasab anak ini dari sang istri saja dikarenakan 
tuduhan sang suami terhadap istrinya berzina dan setelah 
diputuskan oleh hakim bahwa sang istri tidak melakukan zina dan 
nampak jelas kebenaran itu dengan dalil-dalil maka hakim 
memutuskan dengan meniadakan nasab anak tersebut kepada 
ayahnya (anak tersebut terputus nasab dengan ayahnya} dan 
anak tersebut nasabnya ikut dengan nasab sang ibu. 

Hukum Wa/ad Az-Zina dan Walad AI-Li'an dalam pewarisan 
adalah satu saja yaitu yang menjadi ahli warisnya adalah dari 
pihak ibunya saja atau yang waris-mewarisi dari pihak ibu saja. 

Setelah menjalankan penentuan dengan mengurutkan para 
ahli waris terlebih dahulu sesuai dengan peletakan golongannya 
(5 urutan golongan} dari AI-Ashlu AI-Warits, AI-Far'u AI- Warits, 
lkatan nikah, AI-H.awasyi dan AI-A'mam. 

Selanjutnya seleksi ahli waris dengan 4 kategori yaitu yang 
memenuhi rukun pewarisan, sebab pewarisan, syarat pewarisan 
dan tidak termasuk golongan terlarang mendapatkan hak waris. 

Mengumpulkan ahli waris yang lulus seleksi awal: 
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Contoh: ayah si-mayit, ibu si-mayit, kakek dari pihak ayah si­
mayit, 1 anak laki-laki si-mayit, 1 anak perempuan si-mayit, lstri 
si-mayit, 4 saudara kandung si-mayit, 2 paman kandung si-mayit. 

Kemudian menentukan bagian masing-masing ahli waris yang 
paling berhak, selanjutnya harta warisan tersebut akan dibagi 
sesuai dengan bagiannya secara syara'. 

Selanjutnya, setelah Hablun min Allah yaitu "penentuan" siapa 
yang paling berhak diantara ahli warisnya dan dengan 
memberikan bahagian masing-masing sesuai ketentuan syara', 
berarti sudah diberikan hak Allah 'Azza wa Jalla dan Rasui-Nya 
dengan menta'ati perintah-perintah-Nya (QS An-Nisaa: 13 dan 
14). 

Maka proses "pembahagian" harta warisan sesuai dengan 
bagaian yang telah ditentukan adalah hal yang sewajarnya, 
masing-masing ahli waris mengambil bahagian mereka, namun 
jika terjadi sengketa atau salah satu ahli waris tidak setuju 
dengan penentuan tersebut, diperbolehkan untuk memakai 
hukum perdata atau hukum adat yang berlaku jika hukum adat 
tersebut yang diminta dan jalan yang paling aman, namun hal ini 
harus dilakukan setelah proses "penentuan" secara syara', dan 
kesepakatan untuk memakai hukum adat tersebut termasuk 
Hablun min An-Nas 'hubungan antar manusia' yang disebut oleh 
ulama kita dengan istilah At-Takharuj 20 atau mengundurkan diri 
dari mengambil hak waris setelah ditentukan secara syara'. 

20 lih. A!J.kom AI-Mawarits fi AI-Fiqh Al-lslamiy; Komite Pengajar Fak. Syariah Univ. AI-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 

2002. him. 331. 
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--Bah VII 

..Aiur Pembagi.an Waris 

Pembagian harta waris merupakan hal penting sehingga 
proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris 
kemudian dilanjutkan dengan pembahagian harta warisan sesuai 
dengan bagian yang telah ditentukan secara syara'. 

A. Waktu Pembagian Waris 

Pembagian waris dilakukan beberapa hari setelah pemakaman 
dilaksanakan, dimana waktu dan kehadirannya disetujui oleh 
para ahli waris. Pembagian harus disegerakan agar tiap ahli waris 
mengetahui besaran hak waris yang diterima dan menghindari 
meninggalnya ahli waris si-mayit sehingga pembagian menjadi 
lebih rumit. 

(65) 



Panduan Pra~ds Pembagian Waris 

B. Kesepakatan Pembagian Waris 

Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya 
pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat 
dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati 
adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan 
pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan 
melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa 
Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada. 

Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu 
pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas 
nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan 
pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang 
maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah 
satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya. 

Setelah disepakati dilakukannya pembagian harta waris maka 
perlu dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/ 
Kecamatan setempat. 

2. Membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri 
setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, 
atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam 
surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi 
siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari 
pewaris. (lampiran). 

C. Siapa yang Membagi Waris 

Menjadi pertanyaan besar saat hendak membagi waris adalah 
siapakah yang berwenang melakukan pembagian waris. Sebagai 
seorang muslim tentunya kita faham bahwa yang berwenang 
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membagi harta waris atau yang menentukan bagiannya dan siapa 
yang berhak mendapatkannya atau tidak, bukanlah orang tua 
anak, keluarga atau orang lain, tetapi Allah £, karena Dia-lah 
yang menciptakan manusia, dan yang berhak mengatur kebaikan 
hamba-Nya. 

Sebagaimana firman Allah £ dalam surat An-Nisa : 11 yang 
artinya: 

"Allah menryariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak­
anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 
orang anak perempuan ... ': 

Dan dalam surat An-Nisa: 176 yang artinya: 

" Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : 
''Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) ;i.ka seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempUJryai anak dan mempU1ryai saudara 
perempuan . .. " 

Berdasarkan ayat-ayat di atas jelaslah bahwa yang berwenang 
dan berhak membagi waris, tidak lain hanyalah Allah £. Bahkan 
Allah mempertegas dengan firman-Nya : "lni ada/ah ketetapan 
dari Allah". Dan firman-Nya : "ltu adalah ketentuan Allah". Lihat 
surat An-Nisa ayat 11, 13, dan 176. 

Ketentuan Allah £ adalah sangat tepat dan satu-satunya cara 
untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga 
meninggal dunia, khususnya dalam bidang pembagian harta 
waris, karena pembagian dari Allah £ pasti adil, dan 
pembagiannya sudah jelas yang berhak menerimanya. 
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D. Hukum Pembagian waris 
Indonesia menganut 3 (tiga) hukum pembagian waris; hukum 
waris Islam, Barat dan Adat. Secara singkat dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Hukum Waris Islam 

a. Sumber Hukum: AI Qur'an, Hadits dan ljtihad 
b. Sistem Kewarisan : Bilateral, Individual 
c. Terjadinya pewarisan karena: 

1. Adanya hubungan darah 
2. Adanya perkawinan 
3. Adanya pembebasan budak 

d. Perbedaan agama tidak mendapatkan warisan 

e. Tidak ada golongan ahli waris tetapi ada sistem hijab 

f. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta 
peninggalan 

g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 

h. Bagian ahli waris tertentu : 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8. 

i. Anak (cucu) dan orang tua tidak sa ling menutup 

j. Wasiat maksimum 1/3 dari harta peningggalan (kecuali ahli 
waris setuju). 

k. Jenis harta dalam perkawinan: Harta bawaan dan harta 
Campuran 

I. Keistimewaan Hukum Waris Islam 

1. Universal, dapat diterima di setiap lapisan masyarakat 

2. ljbari, berlakuu menurut ketetapan Allah dan Rasul 

3. Bilateral, ahli waris dari pihak ibu dan bapak 
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4. Hak berimbang, sesuai dengan hak dan kewajiban 

5. Individual, hak pribadi 

6. Menghormati hak orang tua dan istri 

7. Memiliki keunggulan kompratif ddari pada hukum barat 
dan adat 

2. Hukum Waris Barat 

a. Sumber Hukum: K.U.H Perdata 

b. Sistem Kewarisan : Bilateral, Individual 

c. Terjadinya pewarisan karena: - Menurut UU: a) Adanya 
hubungan darah b) adanya perkawinan (AB Intestato) -
karena ditunjuk (testamentair). 

d. Perbedaan agama mendapatkan warisan 

e. Sistem golongan ahli waris: I, II, Ill, IV 

f. Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan (utang, 
pinjaman) 

g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama 

h. Sebagian ahli waris sebagiannya tertentu 

i. Anak/S/1 (golongan I menutup orang tua (golongan II) 

j. Anak angkat mendapat warisan 

k. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wan ita (bagian mutlak) 
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I. Jenis harta dalam perkawinan: a) Harta campur b) Harta 
pisah c) perjanjian kawin (untung rugi, hasil pendapatan 
dan lain-lain). 

3. Hukum Waris Adat 

a. Sumber Hukum :a) adat /kebiasaan, b) Yurisprudensi 

b. Sistem Kewarisan : Bilateral, Patrilinial, Matrilinial, Mayorat 

c. Terjadinya pewarisan karena: a) Adanya hubungan darah, 
b) adanya perkawinan c) adanya pengangkatan anak 

d. Perbedaan agama mendapatkan warisan 

e. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta 
peninggalan 

f. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama 

g. Tidak ada bagian tertentu 

h. Anak angkat mendapat warisan 

i. Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan 
anak 

I. Jenis harta dalam perkawinan: a) Harta bawaan b) Harta 
gono-gini/harta pencarian/harta bersama. 

E. Proses Pembagian waris 

Dalam proses pelaksanaan pembagian 
diperhatikan semua hal yang bersangkutan 
peninggalan seseorang di antaranya: 

harta waris, 
dengan harta 

1. Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris 
almarhum dan bagian masing-masing ahli waris atau surat 
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keterangan waris oleh para ahli waris yang diketahui oleh 
lurah dan camat setempat. 

Adapun berkas yang perlu disiapkan saat membuat 
keterangan waris di Kecamatan sebagai berikut: 

a. Surat Keterangan Meninggal (dari RS, Kepolisian) 
b. Photo Copy KTP ahli waris 
c. Kartu Keluarga 
d. Surat Keterangan RT/RW 

2. Bukti kepemilikan harta almarhum baik harta yang bergerak 
atau harta yang tidak bergerak. 

3. Wasiat yang dilakukan semasa hidupnya yang pada umumnya 
dilakukan di hadapan notaris. 

4. Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh 
notaris dan apabila berkenaan dengan tanah yang dibuat oleh 
pejabat pembuat akta tanah. 

5. Keterangan dari balai harta peninggalan, instansi yang 
berwenang yang menerangkan ada atau tidaknya wasiat yang 
dibuat oleh notaris. 

Dalam melakukan pembagian perlu membuat beberapa hal 
sebagai berikut: 

1. Gambar 

Setiap hukum waris harus dibuat gambar terlebih dahulu, 
karena dengan gambar akan tampak jelas persoalan dan 
susunan para ahli waris. 
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Gambar yang dimaksud harus sesuai dengan kode atau 
bentuk yang telah ditetapkan. 

2. Persoalan Hukum 

Dalam hal ini diuraikan dengan jelas setiap masalah, 
hubungan dan besarnya bagian setiap ahli waris serta dasar 
hukum dari ketentuan tersebut yang bersumber dari 
hukum Islam yaitu AI Qur'an, Hadits, ljtihad, Kompilasi 
Hukum Islam dan Yurisprudensi atau ketentuan lainnya. 

Masalah-Masalah Khusus yang Harus diperhatikan 

1. Asas harta bawaan dan harta bersama 

2. Sistem mahjub/saling menutupi ahli waris 

3. Perjanjian kawin 

4. Wasiat yang diperbolehkan maksimall/3 

5. Anak angkat dan anak luar nikah 

6. Perubahan nilai harta peninggalan 

7. Pembuktian pemilihan harta peninggalan 

3. Perhitungan 

Dikeluarkan wasiat terlebih dahulu, baru kemudian sisanya 
dibagi kepada ahli waris Dzawil Furudh dan ashabah. 

Setelah ditentukan siapa yang menjaid ahli waris dan 
besarnya bagian masing-masing, maka harus dicari KPK 
atau asal masalah, yaitu angka yang dapat membagi 
penyebut tanpa pecahan. 
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4. lkhtisar Pembagian 

Bagian akhir pekerjaan pemisahan dan pembagian harta 
peninggalan ialah membuat ikhtisar atau rangkuman 
seluruh bagian masing-masing ahli waris sehingga 
jumlahnya 100%. 

Langkah selanjutnya dengan mengurutkan para ahli waris 
terlebih dahulu sesuai dengan peletakan golongannya (5 urutan 
golongan) dari AI-Ashlu AI-Warits, AI-Far'u AI- Warits, lkatan 
nikah, Al-fj_awasyi dan AI-A'mam. 

Selanjutnya seleksi ahli waris dengan 4 kategori yaitu yang 
memenuhi rukun pewarisan, sebab pewarisan, syarat pewarisan 
dan tidak termasuk golongan terlarang mendapatkan hak waris. 

Mengumpulkan ahli waris yang lulus seleksi awal: 

- Ayah si-mayit, ibu si-mayit, kakek dari pihak ayah si-mayit, 1 
anak laki-laki si-mayit, 1 anak perempuan si-mayit, lstri si­
mayit, 4 saudara kandung si-mayit, 2 paman kandung si­
mayit. 

- Menentukan bagian masing-masing ahli waris yang paling 
berhak: 

- Selanjutnya harta tersebut akan dibagi sesuai dengan 
bagiannya 

- Selanjutnya, setelah Hablun min Allah yaitu "penentuan" 
siapa yang paling berhak diantara ahli warisnya dan dengan 
memberikan bahagian masing-masing sesuai ketentuan 
syara', berarti sudah diberikan hak Allah 'Azza wa Jalla dan 
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Rasui-Nya dengan menta'ati perintah-perintah-Nya (QS An­
Nisaa: 13 dan 14). 

- Selanjutnya, "pembahagian" harta warisan sesuai dengan 
bagaian yang telah ditentukan adalah hal yang sewajarnya, 
masing-masing ahli waris mengambil bahagian mereka, 
namun jika terjadi sengketa atau salah satu ahli waris tidak 
setuju dengan penentuan tersebut, diperbolehkan untuk 
memakai hukum adat yang berlaku jika hukum adat 
tersebut yang diminta dan jalan yang paling aman, namun 
hal ini harus dilakukan setelah proses "penentuan" secara 
syara', dan kesepakatan untuk memakai hukum adat 
tersebut termasuk Hablun min An-Nas 'hubungan antar 
manusia' yang disebut oleh ulama kita dengan istilah At­
Takharuj21 atau mengundurkan diri dari mengambil hak 
waris setelah ditentukan secara syara'. 

21 lih. A!lkam AI-Mawarfts fi AI-Fiqh Al-lslamiy; Komite Pengajar Fak. Syariah 
Univ. AI-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 2002. him. 331. 
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-Bah VIII 

~mbaga TeriQU.t Pembagian Waris 

A. Peradilan Agama 

1. Undang-Undang Peradilan Agama 

Untuk menegakkan hukum Islam berlaku secara yuridis formal 

dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 Desember 

1989, Undang-undang Peradilan Agama disahkan menjadi 

undang-undang nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden Indonesia, 

diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris 

Negara dan dimuat dalam lembaran Negara nomor 49 tahun 

1989. 
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Dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah 

kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam 

menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 

shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. 

2. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama 

Salah satu masalah substansiil yang menjadi jantung 
permasalahan dengan berlakunya Undang-undang Peradilan 
Agama ini adalah masalah kewenangan yang tercantum di dalam 
pasal49. 

Adapun bunyi selengkapnya pasal 49 itu adalah sebagai 
berikut: 

1. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang: 

a. Perkawinan 
b. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam 
c. Wakaf dan shadaqah. 

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 
Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. 

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 
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penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta 
peninggalan tersebut. 

Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan 
pembagian harta peninggalan menjadi wewenang Pengadilan 
Agama. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Peradilan 
Agama, setelah para ahli memperoleh harta waris dari peradilan 
agama para ahli waris membagi sendiri atau pergi ke notaris 
untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan, Pelaksanaan 
pembagian tersebut tidak harus dilakukan hakim Peradilan 
Agama atau notaris. 

3. Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia 

Kompilasi adalah himpunan hukum sejenis. Kompilasi hukum 
Islam adalah himpunan hukum materiil dalam bentuk suatu 
dokumentasi justisia berdasarkan ai-Qur'an, Hadis dan ijtihad, 
sebagai hukum positif/terapan dalam menyelesaikan permasa­
lahan orang Islam. 

Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah: 

1. lnstruksi Presiden No.I tahun 1991, tentang penyebar luasan 
Kompilasi Hukum Islam. 

2. Surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1985 
No. B/1/735 tentang hukum materiil yang dijadikan pedoman 
dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah 
bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya bermazhab 
Syafi'i. 
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3. Surat kepurusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 
1991 tentang petunjuk pelaksanaan lnpres No. 1 tahun 1991. 

Apabila Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama adalah membentuk wadah, maka lnpres No. 1 tahun 1991 
tentang Komplikasi Hukum Islam adalah mengenai isinya. 
Komplikasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu: 

1. Buku I tentang hukum perkawinan 

2. Buku II tentang hukum kewarisan 

3. Buku Ill tentang perwakafan 

Pasal yang berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi 
Hukum Islam terdapat dalam pasal171-214 yang berisi: 

1. Ketentuan umum (pasal171). 

2. Ahli waris (pasal172-175). 

3. Besarnya bagian (pasal176-209). 

4. Hibah dan wasiat (pasal 210-214). 

Kompilasi ini berstatus sebagai pedoman, baik untuk instansi 
pemerintah yang terkait maupun oleh masyarakat, artinya 
berlakunya ditentukan karena pilihan (alternatif) bukan bersifat 
keharusan (imperatif). 

Adapun tujuan kompilasi ialah mempositifkan hukum Islam 
secara terrumus dan sistematik dalam Kitab Hukum. Terdapat 
beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju dari 
keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini, yaitu: 
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1. Melengkapi pilar Peradilan Agama 

a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar-kan 
kekuatan Undang-Undang, artinya memantap-kan secara 
organisatoris tentang kedudtikan dan kewenangannya. 

b. Adanya organ pelaksana. Pilar kedua yaitu adanya organ 
atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan 
jalannya peradilan. 

c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan. Artinya kompiikasi 
dapat berfungsi sebagai rujukan bagi hakim dalam 
kewenangannya menyelesaikan masalah (perkara) yang 
dimajukan oieh masyarakat. 

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum 

Dengan adanya kompilasi sebagai kitab hukum, maka selain 
masyarakat memperoleh standar kepastian atas masalah 
hukum yang dihadapinya, bagi hakim dengan berpedoman 
pada kompilasi ini diharapkan dapat menegakkan hukum dan 
kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi 
kebebasannya. 

3. Mempercepat proses taqrib bainal ummah 

Adanya kompiiasi m1 diharapkan sebagai jembatan 
penyeberangan kearah memperkecil pertentangan di antara 
umat Islam. 

Pokok-pokok materi hukum kewarisan dalam kompilasi dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
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1. Secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum 
faraidh. 

2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris 
dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. 

3. Porsi tetap (bagian) anak perempuan tidak mengalami 
reaktualisasi, bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) 
dengan bagian anak perempuan; tetapi melalui perdamaian 
dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang 
menyimpang dari ketentuan Pasal176. 

4. Penertiban warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa. 
Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat 
Islam atas perolehan harta warisan yang diterima oleh anak 
yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharaannya 
diserahkan berdasarkan ke-percayaan saja kepada salah 
seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertangggung 
jawaban. Akibatnya pada saat anak menjadi dewasa, harta 
tersebut telah lenyap disalahgunakan oleh orang yang 
menguasainya. Oleh karena itu dalam pasal 184 kompilasi 
menggariskan suatu kepastian penegakan hukum atas 
masalah itu. 

5. Melembagakan "penggantian tempat sebagai ahli waris" 
(plaats vervulting) secara modifikasi. 

6. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai wasiat wajibah. 

7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya: 

a) Umur penghibah minimal 21 tahun 
b) Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya 

jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 
jumlah harta keseluruhan. 
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c) Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. 

d) Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam hal 
tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan, beberapa 
contoh akan memperjelaskan masalah ini: 

1. Harta yang diwarisi sangat kecil jumlahnya, sehingga 
kalau hibah yang diterima ahli waris yang lain (dari 
orang tua) tidak diperhitungkan sebagai warisan, maka 
ahli waris yang tidak menerima hibah itu tidak akan 
memperoleh pembagian waris yang berarti; 

2. Penerima hibah adalah seorang yang hartawan dan 
berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain miskin, 
sehingga apabila si kaya memperoleh hibah maka justru 
akan memelaratkan ahli waris yang sudah miskin itu. 
Oleh karena itu sudah sepantasnyalah harta hibah itu 
diperhitungkan sebagai warisan; 

3. Kebolehan orang tua menarik (membatalkan) hibah 
yang diberikan kepada anak secara kasuistik, misalnya 
yang dihibahi harta itu sudah kaya raya, sedangkan 
orang tua yang telah memberikan hibah itu akhirnya 
jatuh miskin dan penerima hibah sama sekali tidak 
mempedulikan nasib pemberi hibah. Oleh karena itu 
dalam kasus ini, pemberi hibah dapat menarik kembali 
harta yang dihibahkan. 
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4. PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN22 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, maka perbedaan atau dualisme wewenang 
yang terjadi pada periode sebelumnya (antara di Jawa, 
Kalimantan Selatan dan luar Jawa lainnya) dapat diakhiri, 
sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama untuk seluruh 
Indonesia menjadi sama. Selain kewenangan seperti yang 
tercantum dalam pasal 49, Peradilan Agama dapat juga 
menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta 
peninggalan di luar jalur sengketa berdasarkan pasal 107 ayat 2. 

Dapat disimpulkan mekanisme beracara di Peradilan Agama 
melalui dua jalur yaitu: pertama jalur sengketa (contensius) 
menghasilkan suatu putusan dan kedua jalur di luar sengketa 
(voluntair) menghasilkan penetapan. Adapun permohonan dalam 
beracara di pengadilan sebagai berikut: 

a. Surat Permohonan 

Sebagaimana diketahui di dalam praktek peradilan terdapat 
dua jalur, pertama adalah jalur gugatan dan kedua adalah jalur 
permohonan. Apabila di dalam suatu sengketa (gugatan) 
terdapat dua pihak (penggugat dan tergugat) yang berlawanan 
kepentingan. Maka dalam permohonan pembagian warisan ini 
hanya terdapat satu pihak yang terdiri dari para ahli waris yang 
mempunyai kepentingan sama dan tidak lawannya. 

Oleh karena itu isi surat permohonan tentunya berbeda 
dengan isi suatu gugatan, walaupun bentuknya (format) tidak 

22 Hukum Waris Islam, H. Saifuddin Arief, SH, Darunnajah Production House, 
2007 
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jauh berbeda. Di dalam suatu surat gugatan disyaratkan berisi: 
identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat; 
fundamentum potendi (Posita) dan tuntutan (pelitum), maka isi 
surat permohonan ini meliputi: identitas pemohon, bagian 
posita-nya adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum 
yang dijadikan dasar permohonan dan bagian petitum, yaitu 
tuntutan hak (yang tidak mengandung sengketa) yang diajukan 
oleh pemohon. Perbedaan prinsip antara surat gugatan dan surat 
permohonan, dilihat dari segi isinya terletak pada bagian-bagian 
berikut: 

a. Di dalam surat gugatan, pada bagian identitas para pihak 
adalah memuat identitas baik penggugat maupun tergugat, 
diantara identitas penggugat dan tergugat terdapat kalimat 
"Berlawanan dengan". Sedangkan didalam surat 
permohonan pembagian warisan, pada bagian identitas 
hanya memuat identitas pemohon beserta orang-orang 
yang diwakilinya tanpa ada kalimat "Berlawanan dengan". 

b. Di dalam surat gugatan, pada bagian fundamentum 
potendi (posita) umumnya terdapat kalimat "Duduk 
perkaranya". Sedangkan pad a bagian posita surat 
permohonan tidak terdapat kalimat tersebut. 

c. Di dalam surat gugatan, pada bagian petitum pada 
umumnya memuat tuntutan hak yang diajukan oleh 
penggugat kepada tergugat yang bentuknya dapat 
bermacam-ragam; juga berisi permohonan untuk adanya 
suatu penyitaan. Selain itu pada bagian petitum ini juga 
sering memuat kalimat "permintaan membayar biaya 
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perkara kepada pihak lawan". Sedangkan didalam bagian 
petitum suatu permohonan pembagian warisan hanya 
berisi permohonan untuk dapatnya ditetapkan sebagai ahli 
waris dan besarnya bagian warisan yang seharusnya 
mereka terima. 

b. Bentuk Surat Permohonan 

Pada prinsipnya surat permohonan harus dibuat secara 
tertulis, seperti halnya surat gugatan. Namun bila pemohon 
merasa kesulitan, maka permohonan itu dapat diajukan secara 
lisan. Prinsip semacam ini sebenarnya berpedoman pada 
ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR. (Pasal 142 ayat (1) Rbg.) yang 
intinya suatu gugatan dapat diajukan secara tertulis. Apabila 
gugatan secara tertulis itu tidak dapat dilakukan, maka yang 
bersangkutan dapat mengajukan secara lisan. Hal ini diatur dalam 
pasal120 HIR. dan pasal144 ayat {1) Rbg. 

Apabila permohonan pembagian harta peninggalan itu 
diajukan secara lisan, maka panitera atas nama ketua Pengadilan 
Agama membuat catatan yang diterangkan oleh pemohon 
kepadanya. Catatan ini lazim disebut catatan permohonan. 
Catatan permohonan ini setelah selesai dibuat lalu dibacakan 
kern bali agar pemohon mengerti isinya. 

Setelah pemohon paham dan sependapat maka 
dibubuhkanlah tanda tangan pemohon atau cap jempol (bagi 
pemohon yang tidak dapat menulis). Selanjutnya Panitera 
Pengadilan Agama memberikan legalisasi terhadap tanda tangan 
atau cap jempol pemohon tersebut. 
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c. Kelengkapan Permohonan 

Syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon 
adalah sebagai berikut: 

1. Surat Keterangan Domisili dari lurah; 

2. Foto copy Akte Nikah atas nama almarhum (pewaris); 

3. Foto copy Kartu Keluarga almarhum dan para ahli waris; 

4. Foto copy Akte Kematian atas nama almarhum; 

5. Surat kuasa dari semua ahli waris kepada pemohon. Pada 
umumnya yang bertindak selaku penerima kuasa 
(pemohon) adalah salah satu ahli waris; 

6. Foto copy sertifikat tanah atas nama almarhum atau surat 
girik atas nama almarhum berikut bukti pengalihannya; 
persyaratan m1 berlaku apabila harta peninggalan 
almarhum berupa hak atas tanah. 

Pemeriksaan terhadap semua aspek tersebut diperlukan agar 
panitera dapat memastikan, apabila pengadilan negeri agama 
berwenang memeriksa orang-orang tersebut dan perkara 
permohonan yang diajukan. Hal ini tergantung dari hasil 
pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

a. Apabila identitas dan domisilinya termasuk (sesuai dengan) 
kewenangan relatif Pengadilan Agama dan jenis 
permohonan itu termasuk kewenangan (kompetensi) 
absolut Pengadilan Agama serta adanya hubungan 
hukum yang jelas, maka permohonan tersebut akan 
diterima. 
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Seperti diketahui bahwa jenis permohonan yang selama ini 
telah ditetapkan peraturan perundang-undangan 
sebagai wewenang absolut Pengadilan Agama adalah 
masalah: dispensasi nikah, ijin nikah, wali adhol, dan izin 
poligami. Hubungan hukum dalam jenis permohonan ini 
ditentukan berdasarkan kriteria adanya kepentingan 
(hukum) yang layak bagi pemohon. 

b. Apabila identitas pemohon dan domisilinya tidak 
termasuk kompetensi absolutnya maka permohonan 
tersebut akan tetap ditolak oleh Pengadilan Agama. Aspek 
hubungan hukum (kepentingan hukum yang layak) dan 
kesesuaiannya dengan kompetensi absolut Pengadilan 
Agama tidak perlu lagi dijadikan pertimbangan. Mengapa 
permohonan tersebut harus ditolak? Karena permohonan 
tersebut merupakan kompetensi relative Pengadilan 
Agama lain, yaitu Pengadilan Agama di wilayah hukum 
pemohon itu berdomisili. 

Apabila jumlah ahli waris lebih dari satu orang dan masing­
masing berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama 
yang berbeda, maka permohonan itu dapat diajukan 
kepada salah satu Pengadilan Agama dimana salah satu 
pemohonnya berdomisili. 

c. Permintaan pihak selaku ahli waris. 

Permintaan para pihak untuk memperoleh penyelesaian 
pembagian harta peningalan, dinilai oleh para hakim agama 
sebagai kebutuhan hukum masyarakat yang sepatutnya 
memperoleh pelayanan pengadilan. Jenis permohonan 
pembagian harta peninggalan yang dahulunya dikenal 
sebagai lembaga "Fatwa Waris" itu dinilai telah melembaga 
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dalam masyarakat sejak pemerintah kolonial Hindia 
Belanda. 

B. Notaris atau PPAT sebagai Pelaksana Pembagian Warisan 

1. Wewenang Notaris 

Dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris 

berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan atau ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/yang dikehendaki oleh yang 
berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semua itu 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh Undang-undang. 

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah 

satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk 

membuat semua akta otentik tentang perjanjian dan perbuatan 

hukum dan penetapan yang dikehendaki oleh semua pihak. 

Dalam pengertian lain notaris berwenang membuat semua akta 

otentik kecuali ditugaskan kepada pejabat lain yang disebut 

secara khusus dan jika wewenang tersebut sudah diberikan 

kepada pejabat lain maka notaris tidak berwenang lagi untuk 

membuat akta yang bersangkutan. Contoh: notaris tidak 

berwenang membuat akta peralihan mengenai tanah baik yang 
sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat, karena 
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 1961: 
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Perbuatan akta peralihan tersebut harus dilakukan di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan 
pembuktian yaitu: 

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah 

Artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan 
dirinya sebagai akta otentik, kemampuan mana tidak dimiliki 
oleh akta di bawah tangan. 

2. Kekuatan Pembuktian Formal 

Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan 

dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu 
dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh 
pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan 
disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. 
Singkatnya akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang 
disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan 

sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam 
menjalankan jabatannya. 

3. Kekuatan Pembuktian Material 

Artinya akta itu memberikan pembuktian yang dalam tentang 

kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta ini. 

2. Tugas Notaris 

Tugas notaris atas bidang kewarisan dalam Kompilasi Hukum 
Islam disebutkan dalam pasal-pasal: 
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1. Pasal 195 ayat (1); wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 
dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau 
di hadapan notaris. 

2. Pasal 195 ayat {4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan 
(3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi 
atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan 
notaris. 

3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan wasiat dapat dilakukan secara 
lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis 
dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta 
notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. 

4. Pasal 199 ayat (3); bila wasiat dibuat secara tertulis maka 
hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. 

5. Pasal199 ayat (4); bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, 
maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris. 

6. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat-surat wasiat 
disebut dalam pasal-pasal: 203, 204 dan 208 Kompilasi Hukum 
Islam. 

Dari pasal-pasal tersebut di atas dengan jelas disebutkan 
bahwa notaris mempunyai peran yang penting dalam jabatannya 
dalam bidang kewarisan, khususnya sebagai pelaksana 
pembuatan dan pencabutan wasiat bagi orang Islam. Sedangkan 
menurut pasal 16 UUJN ayat D berbunyi "dalam menjalankan 
jabatannya notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai 
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dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan 
untuk menolaknya". 
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-Bah IX 
Lampiran-Lampiran 
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KOMPILASI HUKUM ISLAM 

BUKU II 

HUKUM KEWARISAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal171 
Yang dimaksud dengan: 
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannya masing-masing. 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan 

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan. 
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 

hukum untuk menjadi ahli waris. 

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh 

pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya 

maupun hak-haknya. 
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 
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f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada 
orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pe~aris 
meninggal dunia. 

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan 
tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih 
hidup untuk dimiliki. 

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. 

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan. 

BAB II 
AHLI WARIS 

Pasal172 

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari 
Kartu ldentitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, 
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum 
dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 

Pasal 173 

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat para pewaris; 
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan 

pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan 
yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau 
hukuman yang lebih berat. 
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Pasal174 

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
a. Menu rut hubungan darah: 

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, 

saudara laki-laki, paman dan kakek. 
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dari nenek. 
b. Menu rut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau 

janda. 
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 

warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. 

Pasal175 

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 

selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa 

pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun 

penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi 

harta warisan di antara wahli waris yang berhak. 

(2)Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban 

pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta 

peninggalannya. 
BAB Ill 

BESARNYA BAHAGIAN 

Pasal176 

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh 

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama 

mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan 
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bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. 

Pasal177 

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak 
meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam 
bagian. 

Pasal178 

(1) lbu mend a pat seperenam bagian bila ada anak atau dua 
saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara 
atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. 

{2) lbu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh 
janda atau duda bila bersamasama dengan ayah. 

Pasal179 

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak 
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka 
duda mendapat seperempat bagaian. 

Pasal 180 

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak 
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka 
janda mendapat seperdelapan bagian. 

Pasal181 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, 
maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing­
masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang 
atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga 
bagian. 
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Pasal 182 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, 

sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau 

seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara 

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan 

kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka 

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara 

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki 

kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua 

berbanding satu dengan saudara perempuan. 

Pasal 183 

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 

dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing 

menyadari bagiannya. 

Pasal184 

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat 

wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. 

Pasal185 

(1)Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris 

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali 

mereka yang tersebut dalam Pasal173. 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian 

ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 
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Pasal 186 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak 
ibunya. 

Pasal 187 

{1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, 
maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris 
dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian 
harta warisan dengan tugas: 
a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik 

berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang 
kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, 
bila perlu dinilai harganya dengan uang; 

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan 
pewaris sesuai dengan Pasal175 ayat {1) sub a, b, dan c. 

{2)Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan 
harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang 
berhak. 

Pasal188 

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan 
dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk 
melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris 
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan 
dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk 
dilakukan pembagian warisan. 

Pasal189 

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa Ia han pertanian yang 
luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan 
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kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk 
kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. 

(2) Bila ketentuan terse but pad a ayat (1) pasal ini tidak 
dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang 
bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan 
tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang 
dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang 
berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

Pasal190 

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing­
masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah 
tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris 

adalah menjadi hak para ahli warisnya. 

Pasal191 

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau 

ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta 

tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan 

penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama 

Islam dan kesejahteraan umum. 

BAB IV 
AUL DAN RAD 

Pasal192 

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli 

warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang 
lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan 
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sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta 
warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang. 

Pasal193 

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli 
waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih 
kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, 
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, 
yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya 
dibagi berimbang di antara mereka. 

BABV 

WASIAT 

Pasal194 

(l)Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, 
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan 
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 

(2) Harta bend a yang diwasiatkan harus merupakan hak dari 
pewasiat. 

{3) Pemilikan terhadap harta bend a seperti dimaksud dalam ayat 
{1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat 
meninggal dunia. 

Pasal 195 

(l)Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau 
tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. 

(2)Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga 
dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris 
menyetujui. 
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{3}Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli 
waris. 

(4)Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat 
secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di 
hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris. 

Pasal 196 

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus 
disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang 
ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. 

Pasal 197 

{1}Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat 
berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat kepada pewasiat; 
b.dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan 

pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu 
kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau 
hukuman yang lebih berat; 

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah 
wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; 

d. dipersalahkan telah menggelapkan at au merusak atau 
memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 

{2)Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk 
menerima wasiat itu: 
a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai 
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meninggal dunia sebelum meninggalnyapewasiat; 
b. mengetahui adanya wasiat terse but, tapi ia menolak untuk 

menerimanya; 
c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah 

menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal 
sebelum meninggalnya pewasiat. 

(3)Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. 

Pasal 198 

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun 
pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu 
tertentu. 

Pasal 199 

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama cal on penerima 
wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah 
menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. 

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan 
disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat 
terdahulu dibuat secara lisan. 

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut 
dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi 
atau berdasarkan akte Notaris. 

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya 
dapat dicabut berdasarkan akte Notaris. 

Pasal200 

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena 
suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan 
yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima 

(102) 



Panduan Pral(_tls Pembagi.an Waris 

wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. 

Pasal 201 

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan 
sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat 
hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. 

Pasal202 

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan 
sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat 
menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. 

Pasal203 

(1)Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka 
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di 
tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. 

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali 
kepada pewasiat. 

Pasal204 

(1)Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang 
tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di 
hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan 
membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. 

(2)Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris 
maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris 
setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan 
selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut 
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membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat {1) pasal ini. 
{3)Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui 

maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan 
kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. 

Pasal205 

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang 
termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah 
pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam 
kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan 
seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang 
saksi. 

Pasal206 

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan 
membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, 
dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan 
seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang 
saksi. 

Pasal207 

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan 
pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang 
memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit 
sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan 
jelas untuk membalas jasa. 

Pasal208 

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat 
akte tersebut. 
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Pasal209 
(1)Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 

sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan 
terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat 
anak angkatnya. 

{2)Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 
orang tua angkatnya. 

BABVI 
HI BAH 

Pasal210 

{1)0rang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain 
atau lembaga di had a pan dua orang saksi untuk dimiliki. 

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 
penghibah. 

Pasal 211 

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan 
sebagai warisan. 

Pasal 212 

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua 
kepada anaknya. 
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Pasal213 

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan 
sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat 
persetujuan dari ahli warisnya. 

Pasal214 

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat 
membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan 
Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak 
bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. 

(106) 



Panduan Pra~tis Pembagian Waris 

Contoft.-contoft. 
Pembagian Waris 

Contoh 1: 

Mayit bernama Ahmad bin Muhammad wafat dengan 
meninggalkan harta peninggalan setelah di taksir sekitar Rp. 555 
juta, maka kewajiban yang harus dikeluarkan adalah: 

Pengurusan jenazah; memerlukan Rp. 5 juta dan hal ini 
dikeluarkan dari hartanya sendiri kecuali ada yang menanggung, 
berarti sisa hartanya Rp. 550 juta, 

Pelunasan Hutangnya; berdasarkan data dari Buku Hutang­
Piutangnya (BHP) tercatat hutangnya sebesar Rp. 250 juta dan 
hutang ini dikeluarkan juga dari hartanya simayit kecuali ada 
yang menanggungnya, dalam hal ini hutangnya tercatat Rp 250 
juta maka sisa harta si mayit setelah kewajiban yang kedua 
adalah masih dalam kisaran Rp. 300 juta. 
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Pelaksanaan wasiat; almarhum meninggalkan wasiat sebesar 
Rp 200 juta ke masjid lstiqlal. Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 
dari sisa bayar hutang, jadi 1/3 x Rp 300 juta adalah Rp 100 juta, 
maka wasiat dilaksanakan sebesar Rp 100 juta (kecuali ada izin 
dari ahli waris maka wasiat sebesar Rp 200 juta boleh 
dilaksanakan). Maka sisanya adalah Rp 200 juta. 

Berarti harta warisan (Harta Siap Bagi) adalah Rp. 200 juta 
yang siap dibagikan kepada ahli waris yang paling berhak sesuai 
hak masing-masing sesuai syara'. 

Penaksiran dilakukan bukan sebuah kewajiban, namun 
mempermudah ahli waris mengetahui dan mengumpulkan harta 
almarhum untuk kepentingan bersegera melaksanakan 3 
kewajiban terhadap harta si mayit secara berurut dan 
dilaksanakan sesegera mungkin. 

Pelaksanaan kewajiban terhadap harta si mayit dilaksanakan 
secara berurut, kewajiban 1 pengurusan jenazah mulai dari 
memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya 
dilaksanakan sesederhana dan sebaik mungkin tanpa berlebih­
lebihan dan biaya pengurusannya diambil dari hartanya (kecuali 
jika si mayit dalam tanggungan seseorang), namun jika ada yang 
menanggung dan membayarkannya maka harta si mayit masih 
utuh. 

Kemudian sisanya dikeluarkan untuk pelunasan hutang si 
mayit, juga hal ini wajib dikeluarkan dari hartanya simayit kecuali 
ada yang membayarkannya. 

Contoh, hutangnya diketahui dari catatan Buku Hutang­
Piutangnya Rp 250 juta dan sisanya setelah bayar hutang adalah 
Rp 300 juta maka dari sisa ini (bukan dari seluruh harta Rp 555 
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juta) wajib dikeluarkan wasiat (jika ada) dan harus sesuai syarat­
syarat wasiat yaitu: 

Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris yang akan 
mendapatkan warisan kecuali izin ahli waris lainnya, seperti 
berwasiat kepada anak atau istri tidak diperbolehkan kecuali 
pemberian wasian kepada mereka setelah mendapatkan izin ahli 
waris yang lainnya. Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 sisa dari 
pelunasan hutang. 

Maka yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit 
adalah Rp. 100 juta dari sisa bayar hutangnya walaupun yang 
diwasiatkan sebesar Rp. 200 juta, Ketika Rp. 200 juta melebihi 
batasan wasiat yang ditentukan, kecuali inin ahli waris yang 
lainnya. Dan jika masih ada sisanya, seperti dalam contoh yaitu 
Rp. 200, maka sisa harta inilah yang disebut dengan 'Harta 
Warisan" atau "Harta Siap Bagi" yang akan dibagikan kepada ahli 
waris yang paling berhak sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan sesuai syara'. 

Contoh 2: 

Mayit bernama Muhammad Ahmad bin Hammad wafat 
dengan meninggalkan harta peninggalan setelah di taksir sekitar 
Rp. 555 juta, maka kewajiban yang harus dikeluarkan adalah: 

1. Pengurusan jenazah; hal ini ditanggung oleh anaknya yang 
paling besar, berarti sisa hartanya tetap yaitu Rp. 555 juta, 

2. Pelunasan Hutangnya; berdasarkan data dari Buku Hutang­
Piutangnya (BHP) tercatat hutangnya sebesar Rp. 250 juta 
dan hutang ini ditanggung pelunasannya oleh anaknya yang 
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paling besar, maka sisa harta si mayit setelah kewajiban 
yang kedua adalah masih dalam kisaran Rp. 555 juta, 

3. Pelaksanaan wasiat; almarhum tidak meninggalkan wasiat 
sampai beliau wafat, maka harta beliau sampai kewajiban 
yang ketiga ini masih tetap dalam Rp 555 juta. 

Berarti harta warisan (Harta Siap Bagi) adalah Rp. 555 juta 
yang siap dibagikan kepada ahli waris yang paling berhak sesuai 
hak masing-masing sesuai syara'. 

Contoh 3: 

Seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 3 anak 
perempuan dan seorang saudara kandung maka: 
3 Anak perempuan : 2/3 
Saudara kandung : 'Asbah bi An-nafsi mengambil sisa 

Bagian masing-masing: 
3 anak perempuan : 2/3 :~orang= 2/3 x 1/3 = 2/9 

Jadi 
anak perempuah I 
anak perempuah II 
anak perempuah Ill 

Saudara kandung 

: 2/9 x harta warisan 

: 2/9 x harta warisan J 6/9 
: 2/9 x harta warisan -

: 1/3 x 3 (angka tash!l./!1.) = 3/9 
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Contoh 4: 

Mayit meninggal dan meninggalkan suami dan 2 saudari 
kandung, maka pembagiannya: 

~ 7 

Suami 1/2 3 

2 saudari kdg 2/3 4 

Hal ini terjadi dengan melihat jumlah dari penyebut diantara 
suami dan 2 saudari kandung adalah 7, maka angka 7 menjadi 
penyebut baru, jadi bahagian masing-masing adalah: 
Suami : 3/7 x harta warisan 
2 saudari kandung : 4/7 dibagi 2 orang= 2/7 

Saudari kandung I : 2/7 x harta warisan 
Saudari kandung II : 2/7 x harta warisan 

Contoh 5: 

Mayit meninggal dan meninggalkan ibu saja, maka pemba­
giannya: 

...4" 1 

1/3 

Jadi ketika terjadi hal ini maka bagian masing-masing: 
Jbu : 1/1 x harta warisan (Fardh & Radd) 

Artinya ibu mengambil semua harta dengan cara Fardh (1/3} dan 
sisa secara Radd yaitu 2/3. Keterangan 'Fardh & Radd' dibelakang 
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bagian ibu harus ada menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu 
dengan caa Radd bukan 'Ashabah. 

Contoh 6: 

Mayit meninggal dan meninggalkan ibu dan anak perempuan, 
maka pembagiannya: 

%4 
lbu 1/6 1 
Anak pr 1/2 3 

Jadi ketika terjadi hal ini maka bagian masing-masing: 
lbu : 1/4 x harta warisan (Fardh & Radd) 
Anak perempuan : 3/4 x harta warisan (Fardh & Radd) 

Keterangan 'Fadrh & Radd' dibelakang bagian ibu dan anak 
perempuan harus ada menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu 
dengan caa Radd bukan 'Ashabah. Artinya ibu sudah mengambil 
dengan cara Fardh (1/6) ditambah Radd menjadi 1/4 dan anak 
perempuan juga pada bagian (1/2) ditambah Radd menjadi 3/4. 

Contoh 7: 

Mayit meninggal dan meninggalkan ibu, anak perempuan dan 
suami, maka pembagiannya: 

12 

lbu 1/6 2 
Anak pr 1/2 6 
Suami 1/4 3 

Sisanya adalah: 2/12 + 6/12 + 3/12 = 11/2 -12/12 = 1/2 
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Sisa tersebut diberikan kepada ahli waris nasabiyyah yaitu ibu 
dan anak perempuan dan ahli waris hubungannikah tidak berhak 
terhadapap sisa harta jika bergabung dalam sebuah 
permasalahan Radd. 

Jadi ketika terjadi hal ini maka tugas kita adalah memisahkan 
suami atau istri dari Radd karena suami atau istri tidak berhak 
terhadap Radd ketika ada An-Nasabiyyah dalam hal ini ibu dan 
anak perempuan. Oleh karena itu kita membuat tabel kedua 
dalam pemisahan saumi dengan penentuan Radd: 

Jadi: 
Suami 
lbu 

4 

Suami 1/4 1 
Sis a 

A 4 

lbu 1/6 1 

Anak pr 1/2 3 

: 1/4 x harta warisan 

Anak perempuan 
: 1/4 x sisa dari suami (Fardh & Radd) 
: 3/4 x sisa dari suami (Fardh & Radd) 

Artinya suami mengambil dengan cara Fardh saja dan sisanya 
diambil oleh ibu sekaligus Radd pada bagian 1/4 dan dan anak 
perempuan juga pada bagian 3/4. Keterangan 'Fardh & Radd' 
dibelakang bagian ibu dan anak perempuan harus ada 
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menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu dengan cara Radd 
bukan 'Ashabah. 

Contoh 8: 

Mayit meninggal dan meninggalkan hanya suami, maka 
pembagiannya: 

1 

Jadi ketika terjadi hal ini maka bagian masing-masing: 
Suami : 1/1 x harta warisan (Fardh & Radd) 

Artinya suami mengambil semua harta dengan cara Fardh {1/2) 
dan sisa secara Radd yaitu 1/2 karena tidak ada An-Nasabiyyah. 
Keterangan 'Fardh & Radd' dibelakang bagian ibu harus ada 
menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu dengan cara Radd 

bukan 'Ashabah. 

Contoh 9: 

Mayit meninggalkan Kakek, ibu, suami, saudari seayah atau 
saudari kandung, maka pembagiannya: 

~ 9 

lbu 1/3 2 
Kakek 1/6 + 1 

Suami Y2 3 
Saudari kdg/seayah Y2 3 

Penamaan ini karena tidak memberikan hak waris kepada saudari 
kandung atau saudari seayah kerena 2 + 1 + 3 (di siham) sudah 
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habis yaitu 6. Akan tetapi dalam masalah ini terjadi 'Auf dan tidak 
ada alasan yang bisa mengahalangi saudari kandung atau seayah 
mendapat hak waris yaitu 1/2. 

Hasil kesepakatan diselesaikan masalah ini dengan: 
lbu : 2/9 
Suami : 3/9 
Kakek bergabung dengan saudari kandung: 1/9 + 3/9 = 4/9 dan 
dibagi 3 (2 untuk kakek dan 1 untuk saudari kandung) = 4/9 : 3 = 

menjadi 4/9 x 1/3 = 4/27. 
Jadi kakek : 8/27 dan saudari kandung 4/27. 

Maka bagian masing-masing: 
lbu : 6/27 x harta warisan 
Kakek : 8/27 x harta warisan 
Suami : 9/27 x harta warisan 
Saudari kandung : 4/27 x harta warisan 

Contoh 10: 

Mayit meninggal ibu, suami, saudara kandung dan 3 saudari 
seibu, maka pembagiannya: 

6 
lbu 1/6 1 

Suami 1/2 3 

3 sdrii seibu , 1/3 2 

I 
Saudara kdg Sisa 0 

Dalam masalah ini saudara kandung tidak mendapat hak waris 
sama sekali, dan diputuskan ijma' sahabat pada masa Umar r.a 
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bahwa hanya dalam masalah AI-Musytarakah ini saja saudara 
kandung bergabung dengan 3 saudari seibu dibagi rata diantara 
mereka dengan tidak memakai kaidah 2 banding 1 antara laki-laki 
dan perempuan. 
Jadi: 
lbu 
Suami 
3 saudari seibu dengan saudara kandung 

Contoh 11: 

: 1/6 x harta warisan 
: 3/6 x harta warisan 
: 2/6 x harta warisan 

Mayit meninggalkan ayah, ibu dan suami, hanya dalam masalah 
ini saja diputuskan ketika masa Khalifah 'Umar r.a bahwa suami 
mengambil dahulu bagiannya dan kemudian ibu 1/3 dari sisa 
suami dan ayah mengambil sisa semua. 

Seumpama hartanya 120 gr, maka bagian masing-masing: 
Suami : 1/2 x 120 gr = 60 gr 
Sisa : 120 gr - 60 gr = 60 gr 
lbu : 1/3 x sisa (60 gr) = 30 gr 
Ayah : sisa (120- 60- 30) = 90 gr 

Contoh 12: 

Mayit meninggalkan ayah, ibu dan istri, hanya dalam masalah ini 
saja diputuskan ketika masa Khalifah 'Umar r.a bahwa istri 
mengambil dahulu bagiannya dan kemudian ibu 1/3 dari sisa istri 
dan ayah mengambil sisa semua. 

Seumpama hartanya 120 gr, maka bagian masing-masing: 
lstri : 1/4 x 120 gr = 30 gr 
Sisa : 120 gr - 30 gr = 90 gr 
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: 1/3 x sisa (90 gr) 
: sisa (120- 30- 30) 

= 30gr 
= 60 gr 

Mayit meninggalkan dua orang istri. Dari istri pertama 
mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dari istri 
kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang 
suami meninggal, ia meningalkan dua orang istri dan empat anak 
(satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian, salah seorang 
anak perempuan meninggal sebelum pewarisan ayahnya selesai 
ditentukan. 

Maka ahli waris anak perempuan dari istri kedua ini adalah 
sebagai ahli waris dari pewaris pertama yaitu ayahnya. Namun, 
dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh­
dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan pertama anak 
laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan 
yang kedua (meninggalnya anak perempuan dari mayit pertama), 
anak laki-laki sebagai saudara laki-laki seayah dan perempuan 
lainnya sebagai saudari kandung perempuan. Jadi, dalam hal ini 
penentuannya akan berbeda dan mengharuskan kita untuk 
menentukan setiap setiap mayit satu penentuan. 

Contoh 14: 

Mayit meninggalkan istri sedang hamil 2 bulan detik si-mayit 
wafat dan saudara kandung si-mayit. 
Penentuan hak waris dalam masalah ini dilakukan minimal 5 kali 
penghitungan yaitu: 
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1. Dianggap jan in akan lahir seorang laki-laki: 
Anak laki-laki : AI-'Asbah bi An-Nafsi (sisa istri) 
lstri : 1/8 karena ada AI-Far'u AI-Warits 
Saudara kandung : Mahjub Hajb AI-Hirman oleh anak lk 

2. Dianggap akan lahir seorang perempuan 
Anak perempuan : 1/2 
lstri : 1/8 karena ada AI-Far'u AI-Warits 
Saudara kandung : AI-'Asbah bi An-Nafsi (sisa) 

3. Dianggap akan lahir kembar laki-laki dan perempuan 
Anak laki-laki : AI-'Asbah bi AI-Gair dengan anak pr 
Anak perempuan 
lstri : 1/8 karena ada AI-Far'u AI-Warits 
Paman kandung : Mahjub Hajb AI-Hirman oleh anak lk 

4. Dianggap akan lahir kern bar perempuan 

2 Anak perempuan: 2/3 
lstri : 1/8 karena ada AI-Far'u AI-Warits 

Paman kandung : AI-'Asbah bi An-Nafsi (sisa) 

5. Dianggap jan in meninggal dunia sebelum dilahirkan 

lstri : 1/4 karena ada AI-Far'u AI-Warits 

Paman kandung : AI-'Asbah bi An-Nafsi (sisa istri) 

Contoh 15: 

Mayit meninggalkan anak AI-Khuntsci, suami dan saudara 

kandung: 
Penentuan 1: dianggap laki-laki. 
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4 

Suami 1/4 1 
Paman kdg Mh -
Anak laki-laki 'A sis a 

Suami : 1/4 x harta warisan 
Anak laki-laki : sisa {3/4 x harta warisan) 

Penentuan II: dianggap perempuan. 
4 

Suami 
Paman kdg 

Anak pr 

Anak perempuan 
Suami 
Paman kandung 

1/4 1 
'A Sis a 

1/2 2 

: 2/4 x harta warisan 
: 1/4 x harta warisan 
: sisa {1/4 x harta warisan) 

Dalam hal ini bagian waris AI-Khuntsa mengambil bagian yang 
paling sedilkit diantara dua hal tersebut yaitu 2/4 x harta atau 
sebagai perempuan bukan 'ashabah, bagian ini ditangguhkan 
sampai jelas kedudukannya apakah sebagai laki-laki atau 
perempuan, suami terpengaruh atas hal ini maka ia boleh 
memakai haknya. Sedangkan paman kandung ditangguhkan 
karena sampai jelas status anak tersebut. 
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Perkembangan Dan Penerapan Hukum Nasional 
Dan Hukum Islam Di Indonesia 

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, oleh 
pemerintah dan rakyatnya selalu diberlakukan peraturan 
pedoman hukum. Pancasiia dan UUD 1945 sebagai hukum dasar 
Negara Rl menentukan dan mengacu arah dan sifat serta sikap 
aparatur dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan 
mentaati hukum. 

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh 
mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia, adalah hukum yang 
telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran 
dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional 
dan merupakan bahan dalam pembinaan dan 
pengembangannnya. Dari sumber ajararmya, realita kehidupan 
hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya dan perkembang­
an hukum di Indonesia, menyangkut teori berlakunya hukum 
Islam Indonesia, terlihat ada beberapa teori yang sudah mantap 
dan dalam perkembangan. Dari sumber ajaran Islam, terlihat 
banyak ayat-ayat ai-Qur'an dan hadits yang menggambarkan 
bahwa orang beriman {Islam) berkewajiban mentaati hukum 
Islam. Tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan 
dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasui­
Nya. Penelitian dan pengkajian sosial meneinukan kenyataan 

sosial masyarakat bahwa kalau orang beragama Islam, maka ia 
menerima otoritas dan ketentuan hukum Islam terhadapnya. 
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Sejarah Indonesia yang diwarnai penjajahan Belanda 
mengenal sikap dan politik hukum penjajah Belanda di Indonesia. 
Pada awalnya, VOC (Belanda) tnenganut faham kenyataan hukuni 
dalam masyarakat bahwa orang Islam mentaati hukum Islam dan 
bagi orang Islam berlaku hukum Islam. 

Dalam perkembangan pengkajian hukum Islam di Indonesia 
terdapat teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di 
Indonesia. Diantaranya dikenal teori: 

1. Ajaran Islam tentang pentaatan hukum. 
2. Teori penerimaan otoritas hukum yang menyatakan bahwa 

orang muslim telah menerima Islam sebagai agamanya maka 
ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. 

3. Teori receptie in complexu yang menyatakan bahwa hukum 
yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya. 

4. Teori receptie yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku 
bagi rakyat jajahan (orang asli) adalah hukum adat. Hukum 
Islam menjadi hukum, kalau telah diterima sebagai hukum 
ad at. 

5. Teori receptie a contratio menyatakan bahwa yang berlaku 
bagi rakyat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya 
berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. 

6. Teori eksistensi menyatakan bahwa hukum Islam ada dalam 
hukum nasionallndonesia. 

Bagi orang Islam, mentaati Allah dan Rasui-Nya dan Ulil Amri 
adalah menjadi keyakinan mereka. Menjalankan hukum agama 
Islam adalah menjadi tujuan dan cita-cita hidupnya untuk 
mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang besar, kenikmatan 
yang abadi, ketentraman hidup bersama dengan manusia yang 
diberikan nikmat oleh Allah dari para Nabi dan Rasul, orang-
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orang yang mati syahid, orang-orang yang benar clan orang­
orang yang shaleh (Q.$.22:52; Q$.33:71; Q$.24:51-52). 

Menjadi keyakinan orang Islam bahwa menjalankan hukum 
yang bertentangan dengan hukum agama, melanggar batas-batas 
ketentuan Allah berarti akan mempertanggung-jawabkan 
perbuatannya, akan menghadapi kesulitan di dtinia, hina dina, 
terjerumus dalam kesesatan, masuk golongan manusia kafir, 
zalim dan fasik; dan di akhirat mendapat siksa yang pedih (Q.S. 1 
: 6- 7; QS.4: 14; QS.S: 44- 45, 57, 115; Q.S.8: 5; Q.S.59 :4). 

Juga menjadi keyakinan orang Islam yang ditanamkan dalam 
iman dan hati nuraninya, bahwa mentati hukum Islam berarti 
akan mendapat kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di 
akhirat (kemenangan besar), mendapatkan keberuntungan 
hidup, kenikmatan kehidupan surga dan merupakan upaya 
menjadi manusia yang taqwa kepada Allah (Q.5.3:102; Q$.24:51-
52; Q$.4:13). 

Mentaati hukum Allah dan Rasui-Nya berarti menegakkan 
cita-cita kebenaran dan keadilan yang sangat akrab dengan sikap 
taqwa kepada Allah (Q.S. 5:8). 

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa hukum Islam tidak 
dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan 
dari masyarakat Islam. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh 
orientalis Kristen H.A.R. Gibb dalam bukunya The Modern Trends 
of Islam menyatakan bahwa "Hukum lslamlah yang telah berhasil 
menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam". 

Terlihat dengan jelas dan hubungan yang kuat antara agama 
Islam dan hukum Islam dengan orang Islam dan masyarakat 
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Islam. Hukum Islam sangat akrab dengan orang Islam dan 
masyarakt Islam. Keakraban hubungan tersebut tergantung dan 
terpengaruhi pula oleh situasi dan kondisi. Dalam kehidupan 
pribadi muslim, ketaatannya terhadap hukum Islam sangat 
menentukan taqwanya kepada Allah dalam kehidupan 
agamanya. Pada dasarnya bagi orang Islam berlaku hukum Islam. 
Ketaatan kepada hukum Islam adalah merupakan bagian hak 
asasi dan kesadaran bathinnya dalam beragama. 

Pentaatan hukum Islam bagi orang Islam, menurut ai-Qur'an 
(QS. 4:59, QS. 1:5; QS. 24:51-52, QS. 33:36), di gantungkan pada 
kesadaran hati nuraninya. Bagi pribadi manusia muslim, tiap saat 
dipanggil untuk mentati hukum Islam (QS. 1:5 ; QS 24:51) 
pentaatan hukurn Islam bagi pribadi muslim sangat berkaitan 
dengan kesadaran dan ketaatan agama pribadi muslim tersebut. 
Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, maka kalau 
pribadi-pribadi anggota masyarakat bersikap sadar dan taat maka 
secara otomatis keadaan sadar dan taat kepada Allah tercipta 
pada dan dalam masyarakat iru. Masyarakat demikian adalah 
masyarakat Islam (muslimin). Dari segi Islam sendiri, pentaatan 
hukum adalah karena Allah (Lillah), dalam rangka taat kepada 
Allah dan Rasul, bukan karena pengaturan -organisasi bersama 
(masyarakat). Dalam pemikiran hukurn Islam, ketaatan terhadap 
hukum Islam bukan karena organisasi negara atau kekuasaan 
organisasi masyarakat; namun karena kesadaran moral, batin 
dan lahir dalam beragama dan kehidupan keberagamaannya 
secara pribadi. 

Pribadi muslim dipanggil untuk taat kepada Allah dan Rasul 
dalam kehidupannya kemanapun ia berada menurut kemam­
puannya (QS. 4:9 ; QS. 2:286). 
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Orang Islam tetap dtperintahkan untuk taat kepada Allah 
walaupun dia hidup dalam masyarakat atau negara bukan Islam. 
Sesuai dengan kesadaran agamanya dan hak asasinya, maka 
seorang muslim diperintahkan untuk berusaha mentaati hukum 
Islam, walaupun dia hidup dalam masyarakat dan negara bukan 
Islam. Jadi terlihat dengan jelas, bahwa menurut Islam (dhi ai­
Qur'an) ketaatan orang Islam terhadap hukum Islam tidak 
digantungkan pada terwujudnya atau adanya negara Islam. 
Orang Islam yang berada di negara sekuler seperti Uni Soviet, 
Polandia, Albania, RRC atau negara liberalisme sekulerisme 
seperti Amerika Serikat, menurut ai-Qur'an berkewajiban untuk 
menjalankan hukum Islam. (Q.S. 4:59). 

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah 
Rasui(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 
Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Dan yang demikian itu Jebih utama dan lebih 
baik /agi akibainya" (Q.S. 4:64) 

"Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk ditaati 
dengan izin Allah. Sesunguhnya jika mereka ketika menganiaya 
dirinya la/u datang kepadamu dan memohon ampun untuk 
mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima 
Taubat hgi M.aha Penyayang". (Q.S. 33:36} 

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang 
mu'min, apabila Allah dan Rasui-Nya te/ah menetapkan suatu 
ketetapan pada pi/ihan yang lain tentang urusan rnereka, dan 
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barang siapa mendurhakai Allah dan Rasui-Nya, maka sungguh 
did telah sesat yang nyata ". 

Orang Islam yang tidak mentaati ketentuan Allah dan 
RasuiNya maka tingkatan keagamaannya rendah, bahkan 
kemungkinan mengakibatkan dia rugi tidak mendapatkan 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang 
melanggar ketentuan Allah dapat dihukum di dunia ini dan 
dihukum dalam kehidupan di akhirat. (Q.S. 4:14) 

Seorang yang melanggar ketentuan Islam kalau sudah 
melaksanakan hukumnya di dunia (dan pelaksanaan hukum-nya 
itu sebagai langkah taubat), maka di akhirat tidak dibebani lagi 
siksaan api neraka. 

Sebagai bangsa yang merdeka, kita menginginkan hukum 
yang dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia ini terdiri dari 
berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaan dan agama 
yang berbeda ditambah dengan keanekaragaman hukum yang 
merupakan warisan dari penguasa kolonial dahulu. Bagaimana 
wujud dari hukum nasional yang kita kehendaki, tergantung 
bagaimana kebijaksanaan politik kita. Untuk di Indonesia arah 
kebijaksanaan hukum politik kita ditentukan oleh atau dibuat 
oleh MPR yang dituangkan dalam GBHN, yang selanjutnya oleh 
Menteri Kehakiman dibuat rinciannya. Dan sebagai pelaksananya 
dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 

Dalam kaitan dengan masalah pembenrukan hukum 
Nasional ini, AH Said, SH, sewaktu menjadi menteri Kehakiman, 
menyatakan bahwa disamping hukum adat dan hukum eks barat, 
hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum 
Indonesia, rnenjadi salah satu sumber bahan-bahan baku bagi 
pembenrukan hukum nasional. Dan pada itu, berdasarkan 
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kenyataan wujud hukum yang masih ada maka Menteri 
Kehakiman Ismail Saleh, mengemukakan langkah-langkah yang 
ditempuh dalam rangka pembentukan hukum nasional tersebut, 
langkah-langkah itu mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi 
pemeliharaan, pembaharuan dan penciptaan. 

Dimensi pemeliharaan dimaksud untuk tetap memelihara 
hukum yang ada agar tidak terjadi kekosongan hukum, demi 
kemaslahatan bersama. Sedang dimensi pembaharuan di maksud 
untuk menciptakan perundang-undangan yang baru disamping 
rnenyempurnakan yang masih ada agar sesuai dengan keingtnan 
kita dan juga sesuai dengan kebutuhan yang baru. Adapun 
dimensi penciptaan adalah dimensi dinamika dan kreativitas, 
dengan menciptakan perundang-undangan baru, yang 
sebelumnya memang tidak ada dan memang belum pernah ada. 

Sedangkan materi yang kita jadikan sebagai hukum nasional 
ini, darimanapun sumber yang akan diambil, apakah dari hukum 
adat, hukum Islam ataupun dari hukum Barat, harus memiliki 
wawasan nasional yang terdiri dari tiga segi yang merupakan tri 
tunggal, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan 
wawasan Bhineka Tunggal lka. Dengan wawasan nasional ini 
dimaksudkan agar hukum itu inampu mengayomi dan 
memayungi seluruh bangsa dan negara dengan segala aspek 
kehidupannya. 

Berwawasan kebangsaan berarti hukum nasional 
berorientasi pada aspirasi serta kepentingan bangsa. Pengertian 
kebangsaan ini menurut menteri Kehakiman adalah kepenting-an 
seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara. Sedang dengan wawasan Nusantara 
dimaksudkan agar ada kesatuan hukum nasional, yang oleh 
kareiia itu akan diupayakan inifikasi dibidang hukum semaksimal 
mungkin. Artinya seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh 
satu sisitem, Adapun wawasan Bhineka Tunggal lka menghendaki 
bahwa sekalipun inifikasi merupakan tujuan hukum nasional, 
latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum 
khusus bagi kelornpok-kelompok masyarakat tertentu juga perlu 
diperhatikan. 

Dengan ketiga wawasan itulah menteri Kehakiman berharap 
bahwa asas-asas hukum Islam yang dianggap me-miliki 
universialitas, dapat menjadi bagian integral dari hukum nasional, 
baik asas-asas hukum publik maupun hukum privat. 

Asas adalah kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan 
berfikir dan oleh karena itu sifatnya adalah abstrak, artinya 
bukan yang telah berbenruk operasional. Yang dikehendaki 
dengan asas ini, rumusan-rumusan dalam kata-kata yang jelas 
yang dapat diterima, baik oleh golongan Islam maupun yang 
bukan Islam. 

Upaya tim pengkajian hukum Islam BPHN untuk menemukan 
asas-asas hukum Islam dilakukan dengan cara: 

1. Mengundang tokoh-tokoh yang ahli dalam hukurn Islam dari 
semua aliran, baik dari kalangan ulama maupun sarjana 
untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah 
tertentu dalarn suatu forum ilmiah yang sengaja diadakan 
untuk keperluan itu. 

2. Penelitian dan penulisan makalah yang dilakukan oleh sarjana 
atau ulama yang dianggap dapat menyumbangkan sesuatu 
mengenai hukum Islam yang sesuai keahliannya. 
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3. Jurisprudensi peradilan agarna. asas-asas dan kaidah­
kaidah hukum Islam yang dikemukakan lewat Jurisprudensi 
ini. lebih mudah untuk diterima, karena asas-asas dan 
kaidah-kaidah itu dirumuskan dari keadaan kongkrit di 
tanah air kita. 

Oleh karena itu kemampuan para kaum praktisi- di lembaga 
peradilan agama, para hakim agama, pengacara dan notaris 
untuk menterjemahkan ajaran-ajaran Islam yang saat ini untuk 
sebagian bidang hukumnya sudah diwujudkan dalam sebuah 
komplikasi, kedalam bahasa kehidupan ummat Islam, yang 
memiliki kepribadian dan budaya Indonesia, bukan saja akan 
mernperlancar diundangkannya komplikasi hukum Islam itu, 
tetapi juga akan menjadi perintis bagi transformasi hukum Islam 
lainnya dalam hukum Nasional. 

Pengertian kepentingan nasional harus berarti mempunyai 
tempat dan pelayartan bagi segala segi kepentingan nasional 
tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, dengan tanpa 
paksaan dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang ada 
dalam sifat keagamaan. 

Hukum nasional tidak harus berwujud satu unifikasi hukum, 
namun berwujud satu kodifikasi hukum, yang ada unifikasi 
hukum dalam bidang tertentu yang netral dari keyakinan agama 
dan ada deferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat 
akrab dengan keyakinan agama. 

Hukum agama adalah filter dan unsur pokok hukum agraria 
nasional. Hukum agama ada dan berwibawa dalam hukum 
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perkawinan nasional. Peradilan agama memberi norma agama 
dalam melaksanakan tugas. 

Dalam pertumbuhan hukum Nasional, sekarang ini sudah 
banyak peraturan dibidang hukum yang berkualitas dengan 
hukum Islam dan lembaga-lembaga hukum dalam Islam yaitu : 

1. Undang-Undang Agraria/Undang-Undang No. 5 tahun 1960 
2. Undang-Undang Perkawinan/Undang-Undang No. 5 tahun 

1974. 

3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman/Undang-
Undang No. 14 tahun 1970. 

4. Undang-Undang Pokok Kejaksaan/Undang-undang No. 15 
tahun 1961. 

5. Undang-undang Pencatatan NTR/Undang-undang No. 
22/4640 Undang-undang 32/54. 

6. Undang-undang Peradilan Agama/Undang-undang No. 7 
tahun 1989. 

7. Undang-undang Kepolisian Negara/Undang-undang No. 13 
tahun 1961. 8. lnpres No. 1/1991 tentang Komplikasi Hukum 
Islam. 

Bahwa pembangunan hukum dapat kita rumuskan sebagai 
suatu proses yang berkesinambungan dan tidak kenai absen dan 
lnsya Allah dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan 
umat Islam dapat memberikan sumbangan berlipat dalam proses 
pembentukan hukum nasional. 
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Perkembangan Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia 
Pasca Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara 
satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika 
melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan 
istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak. Dengan 
demikian terbentuklah keluarga dan pada suatu saat anggota 
keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau satu 
sistem untuk membagi-bagi pusaka yang meninggal pada 
keluarganya yang masih hidup. 

Bahkan hukum perkawinan erat sekali hubungannya dengan 
waris. Keduanya terrnasuk pada hukum kekeluargaan dan sangat 
berpengaruh pada hukum kewarisan. 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masirvg agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1 
UU 1/74). Secara tegas Undang-Undang No. 1/74 menunjuk 
hukum agama bagi sahnya suatu perkawinan. Untuk agama Islam 
hukum yang berlaku berdasarkan ai-Qur'an dan Hadis. 

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat 
sebagian sarjana hukum Islam adalah ibahah atau kebolehan 
atau halal (Sayuti Thalib, 1981). 

Dasar hukum mengenai perkawinan, khususnya tentang 
dasar-dasar untuk halalnya hukum melakukan perkawinan itu 
ialah dalam ai-Qur'an surat An-Nisa' yang artinya berbunyi : 
"Berbaktilah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 
saling meminta untuk menjadi pasangan hidup". 
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Dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya berbunyi: 
" .... perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu tidak 
berbuat aniaya ". 

Dalam surat An-Nisa' ayat 24 artinya berbunyi : "Jangan 
kamu berpoliandrl dan dihalalkan bagi kamu mengawini 
perempuan se/ain yang telah nyata-nyata dilarang". 

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami, 
ketentuan tersebut terdapat dalam ai-Quran surat An-Nisa' ayat 
3. walupun demikian, poligami diperbolehkan, dan seandainya 
terjadi poligami hal tersebut berpengaruh pada kewarisan. 

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan 
terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan 
rukunnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan akad nikah 
adalah: ijab qabu/, wall dari pihak perempuan, persetujuan dari 
kedua mempelai, calon mempelai laki-laki harus hadir 
(umumnya), dua orang saksi dan mahar atau baddy. 

Jika pernikahan atau perkawinan sudah sah, dan kemudian 
ada harta, lalu salah satu meninggal, maka terbuka-lah masalah 
kewarisan. 
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HART A 

DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

Status harta suami istri dalam perkawinan, mempengaruhi 
pembagian harta warisan. Menurut Undang-Undang No. 1/74, 
harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama (Pasal 35). 

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat 2). 

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak 
atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan 
masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya 
(Pasal 36). 

Jika salah satu meninggal, maka yang menjadi harta 
peninggalan (warisan) adalah harta bawaan yang meninggal, 
ditambah dengan separuh {1/2) dari harta bersama. 

Dalam hukum Islam harta kekayaan seseorang dan cara 
persatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang 
lain di kenai dengan nama syirkah atau syarikah. Menurut 
lsmuha, bahwa ulama sepakat membolehkannya. 

Ada macam-macam syirkah dalam perkawinan (macam 
harta suami istri): 

1. Dilihat dari asal-usul harta suami dan istri itu dapat 
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dibagi 3 golongan: 

a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki 
sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah 
atau usaha mereka sendiri-sendiri dan ini dapat disebut 
harta bawaan. 

b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya 
sesudah mereka berada dalam hubungan 
perkawinan. Tetapi diperolehnya bukan dari usaha 
mereka (dari hibah), disebut juga harta bawaan. 

c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam 
hubungan perkawinan atas usaha berdua atau usaha 
salah seorang dan ini disebut harta pencarian atau gono 
gini. 

2. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan 
untuk: pembayaran kebutuhan rumah tangga, keluarga dan 
belanja sekolah anak-anak. 

3. Diiihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam 
masyarakat: 

a. Harta milik bersama 

b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada 
keluarga. 

c. Harta milik bersangkutan. (Sayuti Tholib, 1986). 

Sumber hukum Islam adalah ai-Qur'an, Hadis dan ljtihad, 
termasuk hukum waris Islam (faraidh) berasal dari waris Islam 
yang bersifat umum, memerlukan penguraian lebih lanjut dari 
segi maknanya untuk mengetahui segala persoalan yang diatur 
didalamnya. Sedangkan Hadis dan ljtihad banyak digunakan 
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untuk mengoperasionalkan hukum tersebut dalam masyarakat, 
sehingga hukum waris Islam itu sifatnya terbuka untuk menerima 
pendapat-pendapat yang baru. 

Pada prinsipnya, masalah hukum dan ketentuan yang 
ditetapkan oleh ai-Qur'an bersifat qot'i dan tidak boleh diadakan 
perubahan, sedangkan Hadis dan ljtihad boleh merubah hukum 
dan persoalan-persoalan yang belum diatur secara pasti dalam 
ai-Qur'an dan ayat yang mengatur tentang kekeluargaan (Abdul 
Wahab Khallaf, Usul Fiqih) dan wasiat seluruhnya berjumlah 
tujuh puluh ayat, sedangkan Hadis yang mengatur tentang 

hukum waris Islam berjumlah 18 (delapan belas) (AI-Hafidz lbnu 
Hajar Asqalany, Bulughul Maram). 

Hukum waris pada umumnya mempunyai arti sangat 
penting, karena setiap orang yang meninggal akan meninggal-kan 
harta dan membaginya pada para ahli warisnya. 

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya 

sebagai berikut: 

"Pelajarilah ai-Qur'an dan ajarkanlah pada orang-orang dan 

pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang 
karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati). Sedang 
ilmu itu bakal diangkat, hampir-hampir saja dua orang yang 
bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua 
tidak menemukan seseorang yang sanggup memfatwakannya 
kepada mereka". (HR. Ahmad, An Nasa'i dan Ad Daruquthny). 

AI-Qur'an mengatur masalah kewarisan dalam beberapa 
surat yaitu An-Nisa' dan dalam surat AI Anfal. An-Nisa' ayat 7 
memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama 
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berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan 
tersebut merupakan perombakkan terhadap kebiadaban bangsa 
Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang 
sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. 
Anak-anak kecil, orang-orang tua dan orang-orang perempuan, 
karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak 
mendapat warisan sama sekali. 

Surat An-Nisa' ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan; anak 
perempuan 2 orang atau lebih (apabila tidak ada laki-laki) 
menerima 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak 
anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan ; bagian ayah dan ibu, 
apabila ada anak, masrng-masing menerima 1/6 harta warisan; 
apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah 
mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari 
seorang, bagian ibu dan anak, masing-masing menerima 
1/6 harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan 
setelah hutang dan wasiat pewaris dibayar, 

Surat An-Nisa' ayat 12 menentukan bagian suami Vi harta 
warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada 
anak; bagian suami !/4 harta warisan, setelah hutang dan wasiat 
pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian istri J/4 harta 
warisan apabila tidak ada anak, 1/8 harta warisan apabila ada 
anak, setelah hutang dan wasiat dibayarkan. 

Surat An-Nisa' ayat 176 menentukan bagian saudara 
perempuan (kandung atau seayah), apabila pewaris dalam 
keadaan kalalah (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian 
saudara perempuan adalah 1/2 harta warisan. Apabila saudara 
perempannya dua orang atau lebih, maka bagiannya 2/3 harta 
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warisan. Apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan 
perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang 
saudara perempuan. 

Dari Ayat-ayat ai-Qur'an di atas telah ditentukan secara pasti 
bagian-bagian tertentu dari seorang ahli waris. Dan dalam surat 
An-Nisa' ayat 13 menekankan bahwa ketentuan bagian harta 
warisan itu berasal dari Allah yang wajib ditaati, Hadis Rasulullah 
telah mengatur juga kewarisan yang belum diatur dalam ai­
Qur'an antara lain: 

a. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa ahli 
waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak 
atas sisa harta warisan. Setelah diambil bagian ahli waris 
yang mempunya bagian-bagian tertentu. 

b. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa 
wala (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan 
waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang 
mendekatinya. 

c. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa 
harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris 
adalah menjadi milik baitul maal. 

d. Hadis riwayat al-jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai 
mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas 
harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta 
orang Islam. 
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e. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan lbnu Majah mengajarkan 
bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang 
dibunuh. 

f. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu 
kasus yang ahli warisnya terdiri dari satu orang anak 
perempuan, satu orang cucu perempuan (dari anak laki­
laki) dan satu orang saudara perempuan, Nabi memberikan 
bagian warisan kepada anak perempuan Vi, kepada cucu 
perempuan 1/6 dan untuk saudara perempuan sisanya. 

g. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi 
memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan 
1/6 harta warisan di bagi dua. h. Hadis riwayat Ahmad 
mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris 
setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai 
dengan tangisan kelahiran, 

Kedua sumber ai-Qur'an dan Hadis sudah menyebutkan 
bagian-bagian para ahli waris sampai kepada garis yang kecil. Hal­
hal ini telah disepakati jumhur ulama. Dalam menentukan 
ketentuan warisan yang tidak tegas diatur dalam ai-Qur'an dan 
Had is. 

Masalah perbedaan pendapat yang berbeda dalam hukum 
kewarisan Islam jangan sampai menimbulkan ketidakpastian 
hukum itu sendiri. Fiqh Islam adalah merupakan perumusan 
kongkrit syariat Islam pada suatu tempat di suatu masa, mungkin 
pelaksanaan kewarisan Islam di suatu tempat dapat berbeda di 
tempat yang lain. 
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Menurut ahli sunnah golongan waris ialah : 

1. Ahli waris dzawil furudh ialah yang mempunyai bagian­
bagian tertentu sebagaimana dalam ai-Qur'an atau sunnah 
rasul yaitu : Vi, !4 ,1/8,1/6,1/3, dan 2/3, 

2. Ahli waris ashabah ialah yang tidak ditentukan bagiannya 
tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada 
ahli waris dzawil furudh sama sekali; jika ada, dzawil furudh 
berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali 
tidak dapat bagian apapun. 

3. Ahli waris dzawil arham yang mempunyai hubungan famili 
dengan mayat, tetapi tidak termasuk golongan waris dzawil 
furudh dan ashabah. 

Mengenai ahli waris dzawil arham, para ulama tidak 
sependapat; ada yang memasukkan sebagai ahli waris. 

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena mengenai hak 
waris dzawil arham tidak terdapat keterangan yang jelas dalam 
ai-Qur'an maupun hadist-hadist Nabi (Ahmad Azhar Easy, 1987). 

Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah dalam 
menghadapi mazhab atau berbagai pendapat, yaitu membuat 
komplikasi hukum mengenai perkawinan, kewarisan, hibah dan 
vvakaf. 

Situasi hukum Islam yang demikian belum ada kodifikasi, 
perlu dibenahi dan ditata kembali agar kaidah-kaidahnya jelas 
dibaca dan dapat di terapkan pada keadaan yang nyata di tanah 
air kita. ltulah mungkin salah satu pertijmbangan Surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung 
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Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1985 untuk membuat 
komplikasi (kumpulan kaidah-kaidah hukum sejenis dalam 
sebuah kitab yang disusun secara sistimatis) Hukum Perdata 
Islam yang menjadi hukum yang positif di tanah air kita, 
Komplikasi Hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, hibah 
dan wakaf ini sudah di setujui oleh para ulama ahli hukum 
Indonesia pada bulan Februari 1988 dan sekarang berada di 
Sekretariat Negara untuk diberlakukan secara resmi sebagai kitab 
hukum melalui salah satu bentuk perundang-undangan di bawah 
undang-undang (Daud All, 1990). 

Pasal 50 menyatakan; "Dalam hal terjadi sengketa mengenai 
hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus 
mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebiit hams diputus 
lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan 
umum". 

Berdasarkan penjelasan umum atas Undang-Undang No. 7 
tahun 1989 butir 2 alinea 6 dinyatakan : Sehubungan dengan hal 
tersebut maka pihak tersebut sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan 
diperguna-kan dalam pembagian waris. 

Pasal 49 ayat (3) ini dalam penjelasan pasal demi pasalnya 
dinyatakan cukup jelas. Hanya dalam penjelasan umum 
disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan 
dipergunakan dalam pembagian warisan. Mempertimbangkan 
untuk memilih hukum yang dipergunakan dalam pembagian 
warisan adalah mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris 
sebelum berperkara. Hukum Islam membuka peluang bagi ahli 
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waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam menentukan perolehan masing-masmg berdasarkan 

kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan. 

Paham mengenai adanya ahli waris pengganti ini agak sulit 

diterima dalam masyarakat patrilinial atau matrilmial yang pada 

umumnya menganut sistim kewarisan kolektif, yakni sistim 

kewarisan yang tidak ada kemungkinan memperorang-kan 

pembagian harta warisan, tetapi perkembangan hukum 

kewarisan Islam di beberapa negara sudah mulai menunjukkan 

arah diperlakukannya sistim ahli waris pengganti itu. Sebabnya 

ialah karena oleh banyak ahli hukum dirasakan tidak adil, apabila 

seorang bapak yang wafat dan meninggaikan ahli waris berupa 

beberapa anak iaki-laki dan perempuan tetapi salah seorang anak 

perempuannya telah meninggal lebih dahulu dan anak 

perempuan dari anak perempuan itu tidak berhak mendapat 

harta warisan, karena tertutup (terhajb) oleh paman-nya. 

Untuk menegakkan hukum Islam berlaku secara yuridis 

formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 

Desember 1989, Undang-undang Peradilan Agama disahkan 

menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden 

Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri 

Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaran Negara nomor 49 

tahun 1989. 

Dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah 

kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam 

rnenegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari 
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keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di 
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 
shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. 

Salah satu masalah substansiil yang menjadi janrung 
perrnasalahan dengan berlakunya Undang-undang Peradilan 
Agama ini adalah masalah kewenangan yang tercantum didalam 
pasal 49. Adapun bunyi selengkapnya pasal 49 itu adalah sebagai 
berikut: 

1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam dibidang: a. Perkawinan. b. Warisan, wasiat, dan 
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. 
Wakaf dan shadaqoh. 

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat {1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau 
berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan 
yang berlaku. 

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat {1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli 
waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 
tersebut. 

Pasal 49 ayat {3) menyebutkan bahwa pelaksanaan 
pembagian harta peninggalan menjadi wewenang Pengadilan 
Agama. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Peradilan 
Agama, setelah para ahli memperoleh harta waris dari peradilan 
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agama para ahli waris membagi sendiri atau pergi ke notaris 
untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan, Pelaksanaan 
pembagian tersebut tidak hams dilakukan hakim Peradilan 
Agama atau notaris. 
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KOMPLIKASI 

HUKUM ISLAM DIINDONESIA 

Kompilasi adalah himpunan hukum sejenis. Kompilasi hukum 
Islam adalah himpunan hukum materiil dalam bentuk suatu 
dokumentasi justisia berdasarkan ai-Qur'an, Hadis dan ijtihad, 
sebagai hukum positif/terapan dalam menyelesaikan 
permasalahan orang Islam. 

Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah : 

1. lnstruksi Presiden No.I tahun 1991, tentang penyebar luasan 
Kompilasi Hukum Islam. 

2. Surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1985 
No. B/1/735 tentang hukum materiil yang dijadikan pedoman 
dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah 
bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya bermazhab 
Syafi'i. 

3. Surat kepurusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 
1991 tentang petunjuk pelaksanaan In pres No. 1 tahun 1991. 

Apabila Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama adalah membenruk wadah, maka lnpres No.1 
rahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam adalah mengenai 
isinya. Komplikasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu: 

1. Buku I tentang hukum perkawinan. 

2. Buku II tentang hukum kewarisan dan. 

3. Buku Ill tentang perwakafan. 
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Pasal yang berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi 
Hukum Islam terdapat dalam pasal171-214 yang berisi: 

1. Ketentuan urnurn (pasal171). 

2. Ahli waris (pasal172-175). 
3. Besarnya bagian (pasal176-209). 
4. Hibah dan wasiat (pasal 210-214). 

Komplikasi ini berstatus sebagai pedoman, baik untuk instansi 
pemerintah yang terkait maupun oleh masyarakat, artinya 
berlakunya ditentukan karena pilihan (alternatif) bukan bersifat 
keharusan (imperatif). 

Ada pun tujuan komplikasi ialah mempositifkan hukum Islam 
secara terrumus dan sistematik dalam Kitab Hukum. Terdapat 
beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju dari 
keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini, yaitu : 

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama. 
a. Adanya bad an peradilan yang terorganisir berdasar-kan 

kekuatan Undang-Undang, artinya memantap-kan 
secara organisatoris tentang kedudtikan dan 
kewenangannya. 

b. Adanya organ pelaksana. Pilar kedua yaitu adanya 
organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi 
melaksanakan jalannya peradilan. 

c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan. .Artinya 
kompiikasi dapat berfungsi sebagai rujukan bagi hakim 
dalam kewenangannya menyelesaikan masalah 
(perkara) yang dimajukan oieh masyarakat. 
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2. Menyamakan persepsi penerapan hukum. 

Dengan adanya kompilasi se"bagai kitab hukum, maka 
selain masyarakat memperoleh standar kepastian atas 
masalah hukum yang dihadapinya, bagi hakim dengan 
berpedoman pada kompilasi ini diharapkan dapat 
menegakkan hukum dan kepastian hukum yag seragam 
tanpa mengurangi kebebasannya. 

3. Mempercepat proses taqrib bainal uminah. 
Adanya kompiiasi ini diharapkan sebagai jembatan 
penyeberangan kearah memperkecil pertentangan di 
antara umat Islam. 

Pokok-pokok materi hukum kewarisan dalam kompilasi 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum 

faraidh 

2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris 
dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. 

3. Porsi tetap (bagian) anak perempuan tidak rnengalami 
reaktualisasi, bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) 
dengan bagian anak perempuan; tetapi melalui perdamaian 
dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang 
menyimpang dari ketentuan Pasal176. 

4. Penertiban warisan yang di peroleh anak yang belum dewasa. 
Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat 
Islam atas perolehan harta warisan yang diterima oleh anak 
yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharaannya 
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diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada salah 
seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertangggung 
jawaban. Akibat-nya pada saat anak menjadi dewasa, harta 
tersebut teiah lenyap disalahgunakan oleh orang yang 
menguasainya. Oleh karena itu dalam pasal 184 kompilasi 
menggaris-kan suatu kepastian penegakan hukum atas 
masalah itu. 

5. Melembagakan "pengantian ternpat sebagai ahli waris" 
(plaats vervulting) secara modifikasi. 

6. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai wasiat wajibah. 

7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya: 

• Umur penghibah minimal 21 tahun. 

• Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, 
artinya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh 
melebihi 1/3 jumlah harta keseluruhan. 

• Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. 

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam hal 
tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan, beberapa 
contoh akan memperjelaskan masalah ini. 

a. Harta yang diwarisi sangat kecil jurnlahnya, sehingga kalau 
hibah yang diterima ahli waris yang lain (dari orang tua) tidak 
diperhitungkan sebagai warisan, maka ahli waris yang tidak 
menerima-hibah itu tidak akan memperoleh pernbagian waris 
yang berarti; 

b. Penerima hibah adalah seorang yang hartawan dan 
berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain miskin, 
sehingga apabila si kaya memperoleh hibah maka justru akan 
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memelaratkan ahli waris yang sudah miskin itu. Oleh karena 
itu sudah sepantasnyalah harta hibah itu diperhitungkan 
sebagai warisan; 

c. Kebolehan orang tua menarik (membatalkan) hibah yang 
diberikan kepada anak secara kasuistik, misamya yang 
dihibahi harta itu sudah kaya raya, sedangkan orang tua yang 
telah mernberikan hibah itu akhirnya jatuh miskin dan 
penerima hibah sama sekali tidak rnempedulikan nasib 
pemberi hibah. Oleh karena itu dalam kasus ini, pemberi 
hi bah dapat menarik kembali harta yang dihibahkan. 
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PROSES PEMBAGIAN 
HARTA WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

Dalam proses pelaksanaan pernbagian harta warisan, 
diperhatikan semua hal yang bersangkutan dengan harta 
peninggalan seseorang diantaranya: 

1. Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris 
almarhum dan bagian masing-masing ahli waris atau surat 
keterangan waris oleh para ahli waris yang diketahui oleh 
lurah dan camat setempat. 

2. Bukti kepemilikan harta almarhum baik harta yang 
bergerak atau harta yang tidak bergerak. 

3. Wasiat yang dilakukan semasa hidupnya yang pada 
umunya dilakukan dihadapan notaris. 

4. Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh 
notaris dan apabila berkenaan dengan tanah yang dibuat 
oleh pejabat pembuat akta tanah. masyarakat Islam atas 
perolehan harta warisan yang diterima oleh anak yang 
belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharaannya 
diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada salah 
seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan 
pertangggung jawaban. Akibat-nya pada saat anak 
menjadi dewasa, harta tersebut telah lenyap 
disalahgunakan oleh orang yang rnenguasainya. OJeh 
karena itu dalam pasal 184 kompilasi menggaris-kan 
suatu kepastian penegakan hukum atas masalah itu. 
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5. Melembagakan "pengantian tempat sebagai ahli waris" 
(plaats vervuiiing) secara modifikasi. 

6. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai wasiat wajibah. 

7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada 
intinya: 

• Umur penghibah minimal 21 tahun. 

• Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya 
jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 
jumlah harta keseluruhan. 

• Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. 
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SURAT KETERANGAN WARIS 
Nomor: ........ ./ ......... ./Pem.Kel... ...... /200 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris dari : 
Almarhum/ Almarhumah 

NAMING 

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat 
sumpah dihadapan saksi-saksi yang saya kenai, bahwa benar 
pada Tanggai ............... Bulan ......................... Tahun ....................... , 
telah meninggal dunia 

Dari perkawinan NAMING Dengan DAIYAH, Telah dilahirkan dan 
kami masih hidup 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang lsteri 

1. DAIYAH, Umur 62 Tahun 
2. EDI DARMADI, Umur 37 Tahun 
3. ENDANG, Umur 32 Tahun 
4. HERY DAMIRI, Umur 25 Tahun 

( istri ) 
( anak) 
( anak ) 
( anak) 

Tern pat tinggal: Gg. Mede II Rt 01/04 Kelurahan Pamulang Barat, 
Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang 

Demikianlah nama kami 3 (tiga) Orang anak, 1 ( satu ) orang lsteri 
tersebut adalah ahli waris dari mendiang Almarhum NAMING 

Seandainya ada hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan 
nanti dikemudian hari segala apa yang menyangkut 
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persoalannya, kami akan bertanggung jawab penuh untuk 
menyelesaikannya. 

1. DAIYAH 

2. EDI DARMADI 

3. ENDANG 

4. HERY DAMIRI 

Saksi-saksi : 
1. NAWAWIE 

2. AGUS SAFARI 

Pamulang, 
Mengetahui, 

Camat Kecamatan Pamulang Lurah ...................... . 

NIP: 

Catatan: 
Harap dijelaskan masih hidup atau sudah meninggal dunia. 
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SURAT KESEPAKATAN BERSAMA AHLI WARIS 

-Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. NILA LISDASARI, Lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 

1972, warga negara Indonesia, lbu rumah tangga, bertempat 

tingggal di jakarta , jalan kalibata tengah Rt 004 Rw.003 Kel. 

Kalibata Kec. Pancoran, Jaksel 

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:09.5308.581272.0256 

-Selanjutnya di sebut juga Anak pertama;----------------------------

2. NILA MULVADI, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 1974, 

warga negara Indonesia, Swasta, bertempat tingggal di 

jakarta, jalan kalibata tengah Rt 007 Rw.003 Kel. Kalibata Kec. 

Pancoran, Jaksel 

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 

09.5308.230774.0457 

-Selanjutnya di sebut juga Anak kedua;-----------------------------

3. NILA MARIA, Lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 1979, 

warga negara Indonesia, Swasta, bertempat tingggal di 
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jakarta, jalan kalibata selatan Rt 011 Rw.009 Kel. Kalibata Kec. 

Pancoran, Jaksel 

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:09.5308.470679.0110 

-Selanjutnya di sebut juga Anak ketiga;-----------------------------

4. NILA PATZY, Lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Mei 1982, warga 

negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tingggal di jakarta , 

jalan kalibata Selatan Rt 011 Rw.009 Kel. Kalibata Kec. 

Pancoran, Jaksel 

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 

09.5308.550582.7033 

-Selanjutnya di sebut juga Anak keempat;----------------------------

-Bersama-sama selaku anak-anak kandung dan merupakan ahli 

waris dari almarhum Tuan DJONIIWAN SETYAWAN;--------------­

-Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup 

diangkat sumpah bilamana----diperlukan, bahwa Almarhum 

TUAN DJONI IWAN SETYAWAN telah meninggalkan harta 

pen in gga Ian be ru p a : ---------------------------------------------------------

- Sebidang tanah sertipikat Hak Milik No.323/ Pondok pinang, 

seluas 133 M2 (seratus tigapuluh tiga meter persegi), 

(160) 



Panduan Pral(_tis Pembagian Waris 

sebagaimana ternyta dalam Gam bar situasi tertanggal 09 

Maret 1995 Nomor 1161/1995;---------------------------------

- Yang terletak di Daerah Khusus lbukota Jakarta, Wilayah 

Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan 

Pondok Pinang,setempat dikenal sebagai Gang Musollah 

Rukun Teangga 008, Rukun Warga 08, Nomor 43;---------------

-untuk selanjutnya akan disebut tanah dan bangunan;---------------

-Selanjutnya kami selaku Anak Petama, Anak Kedua, Anak Ketiga, 

dan Anak Keempat menerangkan dalam surat ini, bahwa kami 

telah sepakat dan setuju melepaskan dan------------------------------­

- Menyerahkan hak waris kami atas sebagian dari sebidang tanah 

tersebut seluas kurang lebih 42 M2 (empat puluh dua meter 

persegi) dari seluruh luas tanah tersebut kepada----------------------­

lstri Almarhum Tuan DJONIIWAN SETYAWAN tersebut, yaitu :---

-DEWI RIYANTHI, Lahir di Jakarta, Pada tanggal 6 September 

1961, Warga Negara Indonesia, lbu Rumah Tangga bertempat 

tinggal di Jakarta, Jalan H. Saikin No 43 Rt.008/008 Pondok 

Pi nang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 
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Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5305.460961.0140 

-Sehingga dengan demikian DEWI RIYANTHI tersebut adalah 

sebagai pemilik tunggal dari tanah dan bangunan yang diuraikan 

terse but d i at as;----------------------------------------------------------------­

-Bahwa pelepasan dan penyerahan ini dilangsungkan dan ---------­

diterima dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

-Para pihak melepaskan haknya dengan perhitungan kelebihan 

nilai dalam pembagian hak bersama ini maka DEWI RIYANTHI 

wajib membayar uang ganti rugi sebesar Rp.1.200.000,- (satu 

juta duaratus ribu rupiah) permeter persegi ( Rp.l.200.000,-} x 

42M2 (empat puluh dua meter persegi) dengan total seluruhnya 

sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) 

dan untuk pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi tersendiri 

dan beberapa perlu surat kesepakatan ini berlaku pula sebagai 

tanda terima yang sah (kwitansi).-------------------------------------------

---------------------------------- F'ASAL 1 ---------------------------------------

-Bahwa terhitung mulai hari ini segala keuntungan yang 

diperoleh atau segala kerugian yang diderita akan menjadi hak, 

beban dan pembayarannya dari DEWI RIYANTHI tersebut diatas;-
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-Bahwa terhitung mulai hari ini kami Anak Pertama, Anak Kedua, 

Anak ketiga dan Anak Keempat selaku ahli waris Almarhum 

TUAN DJONI IWAN SETYAWAN, tidak akan menuntut 

/mengajukan gugatan apapun kepada DEWI RIYANTHI atau ahli 

waris dari ---

DEWI RIYANTHI baik secara pidana maupun perdata atas tanah 

dan ban gun an terse but.------------------------------------------------------

---------------------------------- PASAL 2 ---------------------------------------

-Bahwa tanah dan bangunan tersebut sampai saat hari ini belum 

dijual/dipindah tangankan terlebih dahulu kepada pihak lain dan 

tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dibebani dengan 

beban-beban yang bersifat apapun juga.---------------------------------

---------------------------------- PASAL 3 -------------------------------------

-Bahwa kami para ahli waris tersebut diatas tentang segala akibat 
yang timbul atau mungkin timbul karena surat ini telah memilih 
tempat tinggal kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di 
kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.----------------­
-Demikian surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris ini dibuat dan 
ditandatangani dalam keadaan sehat badan dan pikiran dan 
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tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga sehingga surat ini 
dapat dijadikan bahan bukti dimana diperlukan.-----------------------

Jakarta, 

Yang membuat Kesepakatan Ahli Waris : 

1. NILA LISDASARI. 

2. NILA MULYADI 

3. NILA MARIA 

4. NILA PATZY 

SAKSI-SAKSI 

( RINA WAHYUNINGSIH ) 

KTP. 09.5306.610862.0072 

Terogong Ill /9 Rt.010/10 

Cilandak Barat, Jaksel 

( HENDARTIDIAH) 

KTP. 09.5405.450279.8553 

JI.Raya Bogor Rt.002.Rw.006 

Kec.Kramat Jati Jaktim 
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.<I.KTA P!:MBAGIAN HAf{TA PENlNGGAl.AN Dl LUAR SENGI<ETA 

NOMOR 40iPo~PI2007/PAJT 

BiSMiL.LAHiRRNlMANIRRN111M 

Drs. f-1. M·Xh. l~hwan Ridwan . S.H., Wai<il l<etua Pongadllari. ·AQama Jakarta Tlm'ur 

d!H'iyan cHbantu oieh Drs. H. He::man , S.!'-i .. Pantmra pe:r:ggnnt! ;)ada Pe"ga~nan Agama 

Pcnghadap ternebut bftroama : 

• SyarU Fadlllah, S.H., M.H, advokat aod l.egal Consiltan pada kant.br Hukum. Syarif 

F::dl!lol1 & Partn'>I'S, t>cr3lamat di Jl Ra~ .!atlw::ringln No. 12. Jal:amfTlmur, da!~m 

hallnl bort!ndak umul< d~" :~tc~ nama para p.>mben k'wasa oortla~arl<an !iurat kuasa 

khueus rertani'XJa! 2.7 Ap:il 200i yar.;; ~.olah dh:lalbri<an dalam rOl;l!ster suntt kua~a ':l\ 

.·:~~::;- Por.gadH~n Agam21 Jakarta T\mur t<~· . .!.511<NI2007Pf>JT tP.rtanggaf n.nor'2007 ci!n 
. ' ·'-t\ 

, .. r.tf:·: ..... ·par~ ani\ tgm&but ten::<rtat dl !)~wah 'n' : 

' :(~~~:.: \ ·· : ·;.~. Hasan Abu eaku P.laydroos bin l>!:u P-ak.ar />Jaydroo:~, umur u1 tah1m, :gama 
\(- .. : . 

< . ~~-'.( ·~ slom, pekerjaan wlraswa~ta. tempJt ~nggal co Jl. Wad4s 2 No. 9 Rt: 000f(f4, 

. . ... . c?'. . ··l · '· :+~ \ ·•,h I y·.:· ;'( K.i!l~rahan Jaticempal<a, K~amatan Pondok GOO&, Bekasl; 

! ~ 
1

. "·:~:~ ~~.Jl- J.~ l ah l ' !n:l Abu Bakar f,l~ydroos , •Jmur ::J; ~hu" . ~gam<1 i z.lam. !)ef:orjnarl 

. ,• swa~tn . tampa! tmggai d! Jl '.'Vad<ls 2 ~<o 9 Rt CoOetOS, K•ll\'1:11\M 
..... ~~~· 

Jatlc&mp3ka, Ko-ca:-natan Pondok Gode, &kat!; 

3. Tauf\k Al>d. Rahman Hldayat bin Abu Bakar Alaydro95. umur 45 tahun, agama 

lsl~m. pokorjaan wlraswasta, tampa! :l,g;;sl d: Jl. Wadaa 2 No. 9 Rt. 006/(')>S, 

Ke:urahan Jatlcempak<l, Kecamatan Pondok Gooo, Bokasi; 

4 . F~tmah binti Abu Ba!<ar Alayaroe3 , urn•Jr 52 !3h'Jn, agoma Islam. psko~.,,_-, 

wireswasta. tompat tln;~Qal c!l Clplnano Cem~•k N/3 Rt. 002.1006, 
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5 . Atflah bii'lti ,\b•:J 3aKar Alayt-:roe~. umur 49 tahun . agoma lsi~m. pe.k')rje~n 

wba~=~t."l. rnm;>at tl " llll"l dt JL Wadat< 2 r~o . 9 Rt. 008.106, K"lumhan 

P'='korja.:::1 \v\raswasta. torr.pat tJng~al dl Pu!o As-om Ttr.tur V9 Rt . 001100?., 

Kelurehan Jat. Kocamata:, Puiogedun~ . Jakarta Timer; 

Menyatakan kehendaknva untuk dapat dibuatlr.!!n akta pembaglan hartA penlnggalan dl 

luar ~er~gkota dar\ almart.umah Snk!nah blnti Abu i3akar A!nydroos; 

Solanjutnya dtsetut sebagal ~·ara pemoho<1 ; 

Sahv(a almarhumah f>a!c:inah tAnC Jl.bu Bl>kar Alaydroes, agama l3lom. pek<!ljann 
~. . 

ibu rc.n~ah tanoga. !Gmpal tlroggal teralctlir dl Jl, MO$jld AI Wustho Rt. 009/007, Keluraha.., 

~ Pondok Sambu, Kocamatan Duron Sawlt. J~karta Tlmur, yang tok..h moni~Q31 dun!a dl 

~ 
. .,')~_..,--,<0ftkarta p:11:l:> tenggal 7 April 2007'; 
<· / ..-: '"' '-· \ 
~ i \ ~~ \· ~~~. Bahwa ayah p-:.wa1is bernama Abu Baker PJaydroes. tolah menin~gal du~ leblh 
·-) . "-"Y,; ~.{'· \\ ;, '-.Yi,, -~~ti<~arl pada pewarl' pada tahun 1971, dan lbunya bemama Sl11 Roudhah. Juga 

•,,_,; ~~-'.:-)~~)?,.;~rrggal dun:a leb!h dt.hull! dad pacla pewarl~ patia tahun 1995; 
\. :, \ .. .. : .. 'rf'!/'a s<Ji3ma hidupny~ pev:~ris 1 (~atuJ \Q!i r.-.onlitah y~tu donS<an : D. O=ar 

<~y~ln Men. Yahja . teleh m~nir.ggal C:c:nl:llebih clahulu pada tahun 1~ rllln "elama 

perkawlnannya tld~lc dll<arunlal :mak. 

Bahwa powaris almarhumah Saldnat> bintl Abu .B31mr Alaydro&S mem!>!Jnyal 7 

1. Hasan Abu 811kar Allrfclroos. saudarn kandur.g !~ld·lak1. 

2. lbrDh!m, (wafat tahun ~9t\1}.lll!udara kandung lokl· lald 

3. Sochah, 3nudara kar.dung perempu~:n. 

4. Tauflk Abd. Rahm'ln Kidayat. saudara kaodung lald·l~. 

5. Fatmah , $Cudarz. kandung Pl)remr.uan. 

6. Alflah . ~audara kandung P<>rompunn. 

7. Haflatu! Gayah , sa:Jdara kt.nduqi perempuon. 
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Abdult~b Dud:..;~J. 2!"":~1-: k:mdunG : .:.~i· l aki 

lda Farida , an<1 t( kan:"Jung p.,rempu~n . 

3 . Muhcm;mCJ C R'll•.1y·anto . ~na;..; ~;.andvng ~okl~iaki . 

4. l:1us ldrus, ""·' k kanctur.Q laki-!okL 

5. Anu D!an3. ar:a;; kandun~ P<>rampuan . 

6. Evy Perdlana. anak kandung perempuan . 

7 . Rona Fitrlana, llna!< ka1ung perompuan. 

Bahwn ketn-::~ .: rmafhu:-n~h SaiQr-.ah blntl r!J:.u 8a~.ar Alaydroa~ menln·;gcl dt: n~a 

r.10nlngga!kan ;.hn wnr!s : 

1 . Ha.-;ar; Abo Ba.k.:tr A:aydro4Js . sauda;n kandung :"kl·ln.id . 

L . Sec hal'. s ;:'!Uda.ril kandung portHnpuan . 

~--. 3 . Taufil:A.txi. Rahmun Hk!ayal, •audc:ra ka.,dung lald-lalct. 

(:; ...-- · ·-~-:'~;~ Fatmeh , !>audara kanc!ung perompu~il . 
./', ' ~\ . 

t
iJ M .. •-:\"; \ S:.~·A!fiah, s<>ud>ra kar.dur.g perempu,n . 
-~. I "(\~)',.,. ·.~ : :::: . 
~ i ~:r::-~ f ~- ··. l-lqli.otul G ayah S:ludora ko>n<l. ung porempuan. Yt ... ~-<...· · · 
· '\ \ i[/ , _ _,~b~l!!lah Ou<lun<;~, kepon~~kan l:akl·li>ld. 

""""" ::!·/ ;.,r©.·iCla Fartd<~ . keponalaln porompuon . 

. ~~J. ·~s:~ ~u. ~~;}mad Rudya~o. koponal<:an lal<i-lald. 

•· .. ~O~~,i'"s· k-.pone.kar, lo~!-ial:1. 
·1 t.Affa Diana. k<!ponak;~r, perempuan. 

12.E.vy P<>rdiana, keponak3n pernmpuan, 

13.Rona Fltrlanll, kaponakan perempuan. 

Yar~g narr.a-namanya tersobu! di a".a" dan mercka adalah p:sra ~thli warl~ yano $2h dan 

aln'\athumah Si>kinu~ b!nti Ah;; Baker A!a)'droos; 

e~hwa sola!n pawar!s m .. nlnggaikar. chli wilr i~ terset>ul dl at:.$ Ju~:a ad~ 

menir.ggalkan harta warl:;an beru;la . 

1. Sob!dar.g tMah ::>oriirut dan bangunan r~me.h llnggal dlatesnya lUI'S Zi7 M2. ya!Y,I 

ter1ot2.k di J~ . f.. ~a~ jid t-.1 \'Vcs!') Rt. 009/0Crl, ~<elurah~r. ?ondok Barnbt!, Keettr'~"''abl~ 

D uren Sa-.~!t. J a>:ar"' Tlmt'' · de>'IJ<>r. bat<ls-i:>atas sebagai ber!kut : 

Utara 

- Timur 

: tanah !b u Martlr.iiJI. Ma .. )ld AI Wusto. 

· tantJ.h H . Aba~ . 
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: t.:on;,;h Fsuz1. 

Barc:t 

Tnbungan <.J\ Bar.k OCJ.'. c~bang Sud:rman dang~n Net . ATM 60~9001~6-83'!, at a~ 

J. Satu ouBh mobil rr.rr~. ioyota ~oroll.l No Por 8 . 59"72 Pr: 

Bahwa daiat'' hano Pf)mbagiar. w~r:s lnl ~dak ada songk"Gto dengan p!hak !ain ; 

aahwa powaris ttdak wasi~1 moning~n~kan, hiMh : 

.< ~ ·~ . .,. Bah'H:l pare pomohon untuk rr.e!Qng~pi katorangnnny::. mengojwkan 3Ut'3~.-sura! 
. ~.};..' .. -~. i,;_,'. 

,0,~/r-l\ bO~'!;lerupa · 
lj / .t;l'~-~ ,; ~ ... ;_ 
~ ' \.\~ .. /~? ,1::} ;Fotokcpi Kl'? pi1~& pemohon . 

\ ~ ·• ·t .. -~ 

\" ~ '- · ~ lcopl Surut Kotorao~:on ltema!IMI penduduk WNI N.:.. S<l/1.755.03.J T .2007 
•· .• t:," ~~ ... , 
•~·:~ .--~,~~'$-:.nama Saldnah tortanagai i April 2007 darl Kolurahan Pondok Bambu. 

t ,y:;·\~"J~,e 
:. ~: ~l'ii n Dur.,n Sawtt, Jakerta Tlmur; 

3 F · t pi surnt l~poran komatlan Ho t,r1.i550511984 alas nam:> CGmar 'Yah[a . ... ...... ,.. ""' 
' ·'tii'rtangcal ~ 1 Fobruari 1984 dml l',qlurahan Sotlabudl. K<>C~>.mat~n S~t!abU<l! 

JaJ.;arta Sola1an; 

.•. Fotol<opl buku nik~h ;-<o. 781:1956 atas r.:'"'" 0. Oomar '!'ah~ d<>n~n 

Nu:dianah alias Saio;lnar. do:rl Kar.tor Urusan Ag:~ma KQC3matan Kola l'>ekalon;en 

tetangga! 26 Juii 1 SSG: 

5. Fotokopl jual ~II rumah dan ~e~ No. 02 tetangga! 26 Januatl 2007; 

ti. Fotokopl surat p<>m)'lltalln tortanggal ·19 Apr!: 2007: 

F otokopl :;ural pomynlaan: 

Budl; 
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;.; Ft;.tekopi BPK8 N o .P ot 8 . 8972 t>T . 

1007: 

tlnggat d! Jl Se.tta Budt No. 20 Rt 005/002, Keiurahan SotiabudL Ke-ea1.mt,:r,n 

Setiabudi. Jak.!l!'ta Sctatan . 

Sa~-,1 II : Subur Kamadijaya b:n T ...._Ruspandl. um;,r 4(; l:l~un . aQama i slam, 

pekerjaan swasta, tompat ~nogal di Jl. Pub Som Tlmur l ,g R! 001102. 
,_c." .... ~t . .t -~ 

-~.;r-,-:~(~-r~\ Keh.:rahan Jati. K&eilmtltan Pufugadung. Jakarto Tlmur . 

j(,fJ/;:.y~ \ ~. 'aahwa so~l-sak:. ! tsmol:l'..o~ telah memberlkM kelor~ngnnnya :~ebagal ~rikut : 
~-; ;-~:' ~--~~ :/~a sai<SI kona. kopada p!lra pomoh-:>n : 

\ . /t·- . / ~ ... :.:~ - . 1,._, ........ 
~~- ~!::,- S'i:t;.;.;.., almarhumah :;,,kln?.h bln!l Abu 8akar Alaydro<>s. yang 1Q!ah menlnq;al 

:- . ~; ;~~\;;,~~ ~ : Jai<art3 ;>a-:1a :anllgal 7 April 2007, 

' .:·-- BaJ~i~;· ~yan pevtarb !o-&mams Aba BakDr AlaVC:roee . to!nt-. m!lnlf>llgal dunla ... 
. ;:::::1'4 · h .dahulu dan pnd3 P!)War1" pada tahun 1971 , don lbunya bamama Sll! 

Roudh~h. Jc:r.s l&!ah moninSSJal dunta l'lblh dahulu dorl tlllda peW1'.rls pada 

lahvn 1995: 

• Bahwa so!:~ma hldupnya pewarl& I (satu) t.an m~nlkah yllltu dengen: D. 09mtlr 

Yahja bln Moh. Yahja, telah rnenl"llQal dl..onia leblh dahulu pada 1ahun 1964 dan 

ooiama porknwinannya t!da!<: dl~:arunlal anal;: 

~ahwn t~wari~ Rlmar~'urr.ah Sal:l"ah binC Ab\1 B011<'.ar Alaydroos ,;,o:llpully.\l 7 

1. H<>san Abu 8ai<;,r Alayctrons. s:>Udt:rt\ kal'ldung !akl•lald. 

2. tbrahlm. (waft~t tahun 1961), saudant kandung leld-lald 

3 . Sochah. saud01ra kandung per~mpuan . 

"- T:w!ik Abd . R~hm3n Hid<>yat . s3udern kal'ldu"i) lald·lakl. 
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S . fn t: ,ftn. !o;.:.,.::ar~ ~:-"nju:-.g ~~rsr-.p'Jan . 

C· Alr!ah, $aut.:~ra t<a ndung p~rernpuan 

7. Hafla!\.:1 Gayah • 5audara k.a'1dung p(Jremouan. 

• SahvJa almorhu~ :brahim bin Abu Soka.r AlaydroQes telafi meninggaf b.hun 1981 

2 . cii:. f .:~nd~ . ;.; na:< i<andung po:-ompuo.n . 

3. M·.Jhamm.:.ci Rucya~1o. ar. ;;~: kandL't'lQ l ~kl·l::tk' ' 

5 . A.."l4l Dian<l . nnar. kantitmg oarempunr. 

...,........_ G. Evy P-erd:n.ul. a:\ak ka.ndY,~ t:er9n,puan. 

-~-_;:S.\~ ~ z;~ 7. Re:-1n Fitriana. anak k.ad•.mg perempuan . 

. ~~~-1/i.A~ 'V":. 'Bahw,, kotika "'lmarh\Jm3h Sakinah tint; Abu Bakar Alaydro"'s ~lO:'IInggal d\J"I" 
~.1 ')~;"t!f~(; I :: 1 
~~ :--~ -~--__;- /l : o~.inggalka .1 ~th i i wan;; . 

\~\ ~ ... ~· .. c-~~-.~-~~H.~s~n Ab;J E3ak~r A:~vdroAs ~audf'lra. kandu~w la ~i.ta ~; ­
~~~~ '/ .i.' "-,:·: ~--. ._.. ?J( ;!f.JyY-,'\~har .. •• ucla;~ Y.amh.mg p¢re'11pi.Jan. 

·~ l ~f..( 'rt;~fik Ab:l. Rahman H:dayot . saudMa k~ndvt'lg I ~ !<Ha).J, 
\:~\ ;,,,_~.~' ~· . · .nh , s~udara kat>dung por9mpuan. 

·', ·.::-::.'.'.'~:$J ah. saudara kondung Jl<lrtl"'puan. 
· ~· ~a ; ~.nftatul Gayar-1 , 5audara ~andung P~HGm(AJan. 

7. Abd\JHah Dvd\;!"1\1. kcporoaka!'llai<i -lal<l. 

6. ld~ F~rida, kepen:.~an p~rempuan . 

9 . M~1hammad Rudyar.t<>. keponakan lald-iekl. 

1 0.~"'" ldr:..s , koponakal'l loki-laid. 

11 . .A.na O!ana . keponal<an P<.rempuo1. 

i 2.EV'/ Pord la~~. kaponaka:1 p&r&mpuaM . 

13.Rene Frt:1an~. koponal<:an P')f<!m;>t.mn. 

9ahwa s<>lain powari-o :r.on'nggal:<an ah!i voari$ l&r$e!>:Jt di alas juga a,ja 

'eorarg mening::~ l tanpa menin\illO!I~a" o.yah <lan anal<, nedang !a mempunyat Sl!l\1 

~aucJnre perampuan iQ.-,du .~<;~ a:z ·• oeayah 111a'<a ia mGndapat · :;eparoh baglar. . . s.qa. 
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$audara tGrsobut bcr~amSl-s~ma d.;ngar: saudara ?tlf&m~u'ln ~"''dlJng atau .:..;9..1!\yah 

oran;latau lobih mak3 moreX..'l bei31!ma .. :)~nul mtmdapat C:aa po~g.a buglan. 

Bila ""uC..ra P')r<>mpvan torsob:.rt busama-sp.ma dong.an ""'udarl\ l<11<i 

Y.andung atau so"yah m~k<o !>agl:m saudar11 lakl-lakt dua l)efbandlng satu d&r 

Bahwa txm.!asarkaro Pasal 185 'ly.T. (1) K.:>mpllasl Hukum lslllm yang be;i>t;1 

~hli wari" Y'"'O mon!r.ggal leb!h d"hulu dari pa<la sJ powarls ma~Jit koduduknnnya d 

dlg:>nUkan eleh anaknya kecuall meroka yang t&~eb.1t dalam p-1173 "; 

13ahwa oorda3arkan Paul 165 ayat (2) Kc.mpi!asl Hukum.blaln -~ ~rbu• 

7. Han;:tul Gayah . ~3ud~;l l<andu~ pt~~Bmpuan 

.JU111tah 

119 bagl:,1 

219~1 

119 bllglsl 

Untuk baglan ibr:>hi'Tl, (wafat tahun 19111) aa\Klara kandung Ia~ yang MQnda-pa 

baglan. me.ka baglannya dibaglkan kepada para 1>1111 warlsnya yang. tersebUt dlb8wll 

i . Abc!unah Dudung. al'o!< !aki-lakt mend a!* 2110 btlglan 
2. ld't Farlda. anak per...-r.puan rn..odapat 111 o".lx•r;lan 
3 . Muho:mr.ad RudyMt<>. n!"l.~ \: laf:t.l ~ki m4ndop:lt 2110 beglan 
4 . lyus ld!U:), er.ak l~ki·Ll~i nendap:rt 2110 bagtan 

5 . Ma Dtana . Z\n~k pe-rempua.n m&nda~ t/10 baglan 

6 . Evy Pordl~n a . anak pl!rompcnr. nandapal t/10 b:lgttln 

7. Rena Fl!rlana, Anok perempuan mandepe1 1/10 bagian 

Jumlall 10f10 baglen 
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SURA T KtJ,\ SI\ WAR TS 

·······----; 
j 

Atla!.tlt t.&..: h •• K:' i ;,hJ, J .•n H. RA~nrr. ( A.lm) l:uvl11 

iru 1 n en~l;..:n l..u .1~1 >i l!Jh.' : t:.!ltuy.1 k~~; :'\.~·i;-:- ·-

N.ut :.t 
"I"UP.RALH7. 

21 l .. ;h;,Jt\ 
· · c~..:·ru ---

t 111hJI 

l ' ..:k ~ .j ~l .ll\ 

:\l :o11 :tt Kp.?& ·una Seruh · ~~ ·001/10. 
··· '<«-r.-Bad-H><u·,-s~ . ., .~-- C'il.e.dug 

D-..:mil-.i;t :l l.'\h :o-ur:• I kl : .l~.l w;.ris im ~ :t wi hu.at llta di1.1mh t.:.n¥.t'n.i c..h:tl~LI ~~tJen01r .. 
1><:-~t.: rr.) a )Cf: ~ l u uh1l. di;~r;:unal.. ;tn !>. o.:b:t ~·.:~im:,;u ll ! ~: s ~ th}'·'· 

!'srLing Sernh,~ ~ Me1 200~.­

.. .. --y~~i ;~\~n·li ·~.,._~u:>U 
1. !h1 r j "-~~--"·-·· b_ ............ _ .. :,: 

, i'~n1.rolt 

>. -·-------·-- ( 

~ . ---------........... _ ( 
5. -- ·--- ---- ( 

6. 

' · .. ·------- ---- ( 

K .......... .... - .. - ------ ( 
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PEMEf"(INTAH Kort, Bt;K..ASI 

KO\ ::' : y.a.ng l-en,'\nd .< n nw.u d l h:l.•:. lo! a ini. r::.~( • ;) 1\i i ~-::HI \ .'\.l t:l41 : h\1111 ~-.;&~ • r • .; ~~- ':.<'i. l : 
. . . .. .. ... ... rl"'l t:I K".Ntng k ltn dr.ng;;u s-:~U.'l~ Y,Uh O:" LI c!e n~an !,:n;;Au p • 1! 0\~-.c.l\a: SUr: :r'-11-t 

~::v~)~~~~~~ =.~ :~·~:~i .. ·~~ i-.t~~~ I j- ~~i:Ol. 1.~~-~:f~h . ~~;::~~: 11d~~~ ~i. ~~;~ ~::~ ~ . 
. ~.';':~ -:-~! ~~ - ..... r.c ll'Un ,, ~id~,; pr.y a mc:!oikah l { n ..... 1J,;.t.) .. b h ckng:. .~ 1::$.;; .J"" ). '\.b ',).., .. z~~,;.p1 j 

. ..... ... . .. d an rukO!Winrl,l\ .c\.J.~ i'.~~!.... ... .. ... ... .. IJC~\ 1:-:In . J..Jc.,rl--a ........ . 
.. rd~h dilah i.r~ :m .an ;\k k { " '\C" ! W1l ha.n....,y~ k i'"l i m.a.s i ~ t. ~u? .~ . .( t~..a.~) C't.ln;,: 

. lll:-: . ~~-~~!\ . ~it"·. ~ • .:fr..Gf!lt"• 
~ J .• . ~""" .111 .• s~~ .. :~.~[-.1.\. ).:. ... .:a:-r.'\n . 

... ~.~-~-·. ~"'"*~ - ~·i ·~-~~ .• ~ .·4 .---.'! ~~-... 
:; .. 
..... 
7 .. 

8 

' · 
Ocr.g.:mdcrr:ik.i8I!-~- .J~ ~;ra1:g :ma' tc:~~buf aU:tbh s.alu-!'.atu nya a.hti wuri~ &:bri 
r:.tc-n<.liAn.g . .. . li . S:"~:"~. . . ........ ...... ............ dan d d-a X. .1da. ahli \."'1-lri~ bin y~ng berMl:. 
mcwor.r1 :<> i. 

Di~;a.lut fdihiUcukan oleh :..ami. 
Carn.u .. 

( ............. . .. ) 

• fl c lc.m.i . 1'4 !S4.1~•m"•J"" 4CX:· T 
. Nomm mf,;_~j~/~j : .. 
Ois.:t.hka.n .:i.n d t bcn~~ "!"k an olch klO m t . 
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DFPt. ~": ; ~ : ~. i EI"i D .'. L ,·~~· 1 l" !' ' :Ea 1 
Pt tl ft:: ' i O ! ~AT JENV:~ I<. J\ L AC!'~Ag J ,\ 

O lllEKTOft ,\ T I'ENDAFT:\ !l AN T ,\rl,\ '1 
(KA D ,\.''\I'E R) 
J J\ K A I: ·1· A 

J•O K.O lC SU l~:\T: S n ::\t ketcr:-: n~~H\ ,.,~J.i o:~ n 

Ti\nt :;-:1 10 l >c".~t • ulJcr J ')(,(). 

NOtllUI llvl/1 2/6 ) / l 2/f.'J . 
J..~ mpi raH; 

d :m ]IC'Illlxt ~:..: i lln k. cw:,tr,:'\n t"i;::,ra:ln . 

Bcrt ali;\a Ucnp~" " n \n~1h ~,a u y :t ! .. ny J pc rt aHy:,:u. ~nc ngc nai sur:-.t · SU I':~ I 
k·~ t c r ~u 1 ga n '';a tis-:tn , Jn a) .. a dt: :1 t~ ai l in i L ~~n 1 i hcri~ .. , . . pc lunju k -pc: tfnj :. 1J.: 
dal:1m mc la)·an i m<1sya rakal d ., b.tn l>i , la t: ~ in i. 

Mc ngill !_;:l l bnhwaunlu l-: \'; ar t;:' ' "·'!::Ira ln <l <' !>cs ia itu dipcrluknn lluku"m 
Pc.datn y<tn g b\-:JI;.\in -ln\nan. n1aka n tc n gct ~ :ti \'.'n risnn kita pcrlu 1uc.ninjau 
gol :mga n -gol <ll > ~:ul da ri \VNI tlau sc k :1 ligns b 11ui insin pula ularaka n hagai­
lnana ca.ra p1: l\l1nlk0 :ui kcwarun·H\!c,at a:nt ilu . 

Golonr,'l n -cuic n3'" ' itu vCIStunbcJ p~tb <~13111 kol oaiill, daltulU' yang 
dilJ:\£i oal am DCIJC ~;t p a k.cl ulllpo k Sr pc tli di \J;I\ 'J;: f! illi, dcagan pcrlakUall 
hukum bc rl>c<la·h cdu pula, t!aJ, h iu rga l:ini " la\ih bclum ad:1 scsualu 
unifo unitci( yJi tu : 

I . l'cnduduk ;1 5Cli, ll<• t:~ illlalla ucrl nl:u hu b ltll a tb l' 
7. Ncdcrl ~n sc on tl c r :l ~ncn , b agairn :ulJ bcrl;ok u 11.1' . ll:llitl. 
3. Kc tumuau Tiu ll f,ltv n scj :•k l :d111 1l 19 J'J bc J! alw huk\1111 pcrc!ata 13nrat. 
tl . Kelurvnan T im ur a5iu ~; l :~ in u )·a (AralJ, llindu, l'akis can dan la in -lnin 

tlalalll l'~wa r i sall bc rLku la nl:u •n t--! cga t ~ ldulmtny a) . 

Un!uk ~ndcnliiasnyn b ;ogi kcl t' ll lpt>!: \-:c: 

I. Cukup karlu p cn •.lu tl ul;fl;c.!c r;::>g"ll hn:!h . L .-
ll . Su1al kcputu san l'c n r,auil ~ n Nc r,c: i bnhY:a i"' mcm ilih kcwaq;ancgamnn 

lmlon~5 ia ( st' tH bc r·pcr.11U Ja n K\m) si f:: lll}' :\ ~ l:licp. 
IIJ . Sural k c 1c runean d aii . 'a•: it c ~:~ l'cut,~ • l ibn Ncgc ri dari tcrnpat tlomi· 

cillicn)' a, b ~h wa i,l Citl ~ l ' pc rn.:h m cn" lak l:cwa rg~ucg.ara :m Indonesia 
(suml.Jcr pcrnluraniC I\i.fL) sif:•lnya p~~ icf. · 
Mcngcn:~i 'stuat-sural 1-: c lna n ::~ -'- ' w :! ti~:\11 cJ cn e,:HI pcrlanyaan siapa 

yang bcr.vcnnng untul( mcm!Jn;o. tny :t , ~c!Jcu:unyJ. lic.bk ada sualu pcrnluran 
yang tcrtcntu scbclum m aupun sc:u dah kcn i c, ~lck::iw (kccuali uatuk pcm­
hualan L :mdn,ctcrs l·.cnn!s) untuk p<•ntludnk asli sural kclcrangan warisan 
han1s dibunt nupali <!:In untu \·. k c lunl!lan Tin:11r Asins kccu:Ui Tiut!:; l!oa 
su ral kdcranga n wa: i5an <libtt :\1 o \ch Bahli ll:l! t:. l'c n inr:l:•lan {Wccskamcr), 
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N<Hllttrl unh ~ ~ .:. lllClin!':~'u!: ~ n C: r,~·.::'~ng j:Jo··.v:!h kit~t. s<.·jak pepcrni:~ln ] <)47 
i tu unh:t · scJnu :~ pcn ~.·.t, :~;l: i :· n !t ·:: n : t !·.:nell a v:.r.tri.')~\!1 ditni:lt:'\. k. &Jn s ur :l l 

t~ i.'. l t'. ran£:111 \'.'ari~.:u1 tt.~r: 1d i:; \..LH J ;;.;::,:!1\ IUCD J:i n:::t Lctcntu~~n. l111k.urn 1lari 
pC'-thar,:ri c,o!Gng.!n \V .i'f, it u cV<i):; ,t :~i~::n ll n1u :-: F~olol\:_{.:\ 11 yanc~ tunJu k 
p rtJa h1 : 1:\llll i -'.:.nd :~ 1a baT . ~ t . !'". 11r .1! k'1 •: :;~n~·. : ~n \'!;t fi~=~~~ y;1013 <l~ hu :H o lcit 
:co t:tnz ,vo t::r/s u:\!uk g ... ;~".J nr,:ln ~-~~tnn&u :t n Ti:nttr As i. ng la iau tya, sur:tt 
k r: te r:tl\f~ll \Va: 1 -~~a: y~tr:t, d;l~U~lt (;!:.:.h n~\J;\\ 1 Jatta 1\~ r~inp:g :tl :H \ (\\'CC!ik;u nc r) 
y;"'ng rncrup.:t!·; ~n sc·~u :'\f'.l !>hvn~ :-:... ~~'·'c: ;,.l ).5 ayat 1 PP. lOjlY<l t . llanya 
Silja pcnj al! at yanz bcrw~n:>af;ny;~ ::a(!:~; 11\CIIlbuol suJ.11 kc!cran:::tn waris· 
al\ tlll bclt>ll l uilcll!ll~::uL ll1 1lttk k--~o;- r~g;un;m tla11 1Jcrpohuk p~n;:.kal [1:\(;:t 

pC'. U\ba~ian fiOl 0JlC.:~~ 1 \~ . l':'-\ ' ' i !f~a\ l C:~:--;!:lli l<~ -ISCtJl~t di a(:lS )lCI,Jako•y 3 Sllfflt 

ketcr~ng;ut \'J;n i:c;.;.~ n unit!:~ \ "-/.N. [ : 

l. Colong.an k~llllllr\ill) h .; .- at o.-:r,, ; .., ~) •.1iL:l :;t l :;1n ulch Nut:His. 
11 . c..;olonenn pc11<1udtd~ ;·,::!l :;ur.ll ~ ·. ctct;\Ji!~.:n okh ahli \\•-aris, tlisakslk:..~n 

olch Lttmh dH-::cl;lllui okh C :~ n1:> t. 

liT . Golone:tn kctlll\11\an Ti<>ng l l<n, olcll Notaris, 
JV . Gol<'n::an k c lutunan '1'i;;nlr /'.:;inglai nnya , o!ch llalai lhlfta Pcning 

t;a!il!l. 1 

A .n . ~.:ENTElU DAl.t\M NEGERI 
DIREKTUll JENDERAL AGRARIA 

kcpal" Diretto• :.t Pcndaftara11 T aaa.h 
U.b. Kcp~la l'cmuin;lan Hukmn, 

t.t.u. 

(R. SOEl'ANDJl) . 
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PERNYATAAN 

Nomor= <; 

Pada hari ini. Rahu. tanggal scmbilanbelas Mei --- dua 

rihu crnpat (19-05-2004). ------------------------­

Berhadapan dengan saya, 

sarjana Hokum, Magiste•· Hokum, Notaris Kotan 

Tangerang, ------------------- dengan dihadiri oleh saksi­

saksi yang saya, notaries kenai dan akan disebutkan pada 

akhir akta ini : -------------------------------------

1. Nyonya 

TJHOA 

(dahulu bernama 

••••). lahir di Jakarta, pada tanggal 

tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh enam 

- (07-09--1956), Warga Negara Indonesia. Jalan HOS 

Cokroaminoto Rukun Tetangga OJ. Rukun Warga II. 

Kelurahan Kreo, Kccamatnn Larangan, Kota Tangerang, 

pemcgang Kartu Tanda Penduduk Nomor 

32. 75.13.1 005.1832; -------------------------------------------

2. Tuan ••••, lahir di Magelang, pada tanggal 

duapuluh September seribu sembilan ratus tujub puluh 

delapan (20-09-1978), Warga Netara Indonesia. 
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Ekrtempat tinggal di Tangerang, Jalan HOS 

Cokroaminoto, Rukun Tctangga 0 l, Rukun Warga I 1, 

Kclurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, 

pernegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 

32.75.13.1 005. I 836; -------------------------------------------­

Para Penghadap menerangkan untuk mendapatkan Surat 

Keterangan Hak Waris dari Almarhum Tuan 

••••••. dengan ini menyatakan sebagai berikut: ---

. Bahwa Tuan (dahulu bernamu 

•••••••••1), untuk selanjutnya akan disebut 

juga '"ALMAIUIUM", tdah meninggal dunia di Jakarta, 

tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal duabelas 

Maret duaribu empat (12-03-2004), sebagaimana 

temyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal dua 

puluh tiga maret dua ribu empat ( 23-03-2004) Nornor : 

416/U/JB/2004. yang dikeluarkan oleh Suku Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Jakarta 

Barat ; -------------------------------------------------··----------

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal dua puluh dclapan 

April Dua RIOU EMPAT (28-04-2004) Nomor : C2-

HT.05-02-1962 dari Sub Direktorat Harta Peninggalan 
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Seksi Daftar Pusat Vv·asiat Departemen Kellakiman dan 

Hak J\sasi Manusia Republik Indones:a tidak 

terdapat wasiat yang ten.laftar atas nama Almarhum ~ -­

Bahwa Almurhum sem.asa hidupnya telah m~nikah untuk 

p~rtama kali dan satu-satunya dcngan Nyonya •••• 

(dahulu bemama 

pada tahun 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluh lima). 

sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Tjatatar. 

Sipil Magelang tertangal sepuluh juni seribt 

scmbilanratus tujuhpuluh lima (1 0-06-1975) Nom or 

42/1975 tanpa membuat Per:janjian Kawin, sehingg~ 

menjadi dalam Persatuan Harta seluruhnya; --------------­

Bahwa dari perkawinan antara Almarhum dengw 

Nyonya telah dilahirkan 1 (satu 

orang anak dan masih hidup sampai sekarang yait• 

bemama------------------------------------------------------- -· 

Tuan , lahir di Magelang, pada tangg< 

duapuluh September seribu sembilanratus tujuhpulu 

delapan (20-09-1978), sebagaimana ternyata dari Akt 

Kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indones: 

Magelang tertanggal duapuluh delapan Se1,tember seril: 

sembilanratus tujuhpuluh dclapan (28-09-1978) Nom1 
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160/1978, yang dikeluarkan uleh Pcgawai Luar Biasa 

catatan Sipil Magelang. --------------------------------------­

-····---- ---------DEMIKIAN AKTA INI---------------- -----­

D.ibuat dan diselcsaikan di Jakarta, pada hari -------------­

tanggal scpcrti tersehut pada bagian av,:al akta ini dengan 

dihadiri oleh Tuan dan Tuan 

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, --------------------­

bettempat tingal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.- setelah 

saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap 

dan saksi-saksi, maka segcra akta ini ditanda tangani 

oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----------­

Dibuat dcngan tanpa perubaban. --------------------------···­

Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-----------­

-----------DIBERIKAN sebagai salinan yang sama 

bu ny inya. ---------------------------------

Tangerang, 19 Mei 2004 

NOT ARIS KOT AT ANGERANG 
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KETERANGAN HAK WARIS 

Nomor: 44/V/NOT/2004 

Yang bertanda tangan dibawah ini : ------------------------

Sarjana Hukurr. 

Magister Hukum, ---Notaris KOTA TANGER'-\NC 

sudah rnenanyakan serta memeriksa surat-surat buk 

yang diperlihatkan kepada saya, Notaris da 

memperhatikan pernyataan yang dibuat dengan ak 

saya, Notaris terlanggal hari ini nomor : 5 menerangk~ 

bahwa mendiang Tuan (dahu 

bcmama •••••••), untuk selanjutnya ak< 

disebut juga "pewaris" telah meninggal dunia di Jakar1 

tempat tinggal, tempat tinggalnya yang terakhir pa· 

tanga duabelas Maret duaribu empat ( 12-03-200. 

sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Kemati 

tertanggal duapuluh tiga Maret duarihu empat (23-C 

2004), sebagaimana ternyata dari Kutipan Al 

Kematian tertanggal duapuluh tiga Maret duaribu em 

(23-03-2004) -----Nomor 4161U/JI3/2004, Y' 
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dikeluarkan olch suku Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----------------------------­

Bahwa berdasarkan surat tertanggal duapuluh delapan 

April duari hu em pat (28-04-2004 )--------------------------­

Nomor C2-HT.05.02-l962 dari Sub Wasiat 

Dcparlemcn Kehakirnan dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia tidak terdapat wasiat yang 

terdaftar atas nama pewaris ; --------------------------------­

Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikan untuk 

pertama kali dan satu-satunya dcngan 

(dahulu bemama 

pada tahun 1975 (seribu sembilanratus tu.iuhpuluh lima). 

sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Tjatatan 

Sipil Magelang tertanggal sepuluh Juni seribu 

sembilanratus tujuhpuluh lima ( 1 0-06-1975) Nomor: ----

42/1975 tanpa membuat Pcrjanjian Kawin, sehingga 

menjadi dalam Persatuan Harta seluruhnya; --------------­

Bahwa dari prkawinan antara Pewaris dengan Nyonya 

••••••••••• telah dilahirkan 1 (satu) orang 

anak dan masih hid up sampai.. sekarang yaitu bemama: --

Tuan , lahir di Magelang, pada tanggal 

duapuluh September seribu sernbilanratus tuj uhpuluh 
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ddapan (20-09-!978). sebagaimana tcrnya~a dari Akta 

Kelahiran Catatan Sipil \Varga Negara Indonesia 

Magclang tertanggal duapuluh delapan Sept:::.mber seribu 

semhi lanratus tujuhpuluh delapan Septcmbcr-------------­

seribu semhilanratus tujuhpuluh delapan ------------------­

(2R-09-l978) Nomor 160/1978, yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Luar Biasa cal<Jtan Sipil Magelang. --------------­

Bahwa bcrhubung apa yang diuraikan diatac;, maka yanf 

berhak mendapat bagian dalam Harta Peninggalar 

Pewari s adal ah : -- ------··--------------- -----·- -·- --------------

I. Nyonya••••••••• 

2. Tuan•••• 

Tangerang, 19 Mei 2004 

NOTARIS KOTA TANGERANC 
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merupaKan sesua 
semua manusia sejaK pertama ~; 
KetiKa seorang hamba mening3CMIOo'U 
tersebut beralih Kepada para ahli 
terjadi saat Keputusan membagi harta tersebut sering terjadi 
KOnfliK Kepentingan antar ahli waris dengan berbagai dalih dan 
a1asan pembenaran masing-masing anggota Keluarga. 

KedeKatan dan sumbangsih Kepada pewaris saat masih 
hid up menjadi alasan Yang sering dijadiKan alibi untuK menguasai 
harta atau meminta bagian lebih banYaK dari Yang sebenarnya. 
TaK aYal bila pembagian waris sering dirundung KOnfliK 
berKepaniangan bUKan Keharmonisan Keluarga seperti Yang 
diimpiKan pewaris saat masih hid up. 

Qengan penuh Kebingungan, KemanaKah hendaK melangKah 
para ahli waris menYelesaiKan sengKeta tersebut, baiK penuh 
dengan KesepaKatan ataupun dengan duKa perselisihan dan 
sengKeta di antara para ahli waris agar haK mereKa terwt.Uud. 
Berapa bagian masing-masing ahli waris, serta siapaKah Yang 
hendaK diminta membagi waris harta mereKa??. MungKin itulah 
sederet pertanYaan Yang masing-masing ahli waris berselisih 
pendapat sehingga perlu pihaK penengah Yang dapat membagi 
harta mereKa. 

13UKU sederhana ini, berusaha memberi secercah cahaYa 
dalam Kegelapan problematiKa waris dan 
antar ahli waris. 

Selamat membaca ... 


